UNIVERSITAS INDONESIA

PELUANG PUBLIC SERVICE OBLIGATION TERHADAP BADAN USAHA MILIK
SWASTA SERTA KESELARASAN ANTARA DUA KEPENTINGAN PADA PT. PLN
(PERSERO) DAN PT. PERTAMINA (PERSERO) : MELAKSANAKAN PUBLIC

SERVICE OBLIGATION DAN MENGEJAR KEUNTUNGAN

TESIS

MAGPHIRROH SURYAKUSUMANINGRUM
1506780563

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER HUKUM EKONOMI
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
2017

Peluang public..., Magphirroh Suryakusumaningrum, FH Ul, 2017



UNIVERSITAS INDONESIA

PELUANG PUBLIC SERVICE OBLIGATION TERHADAP BADAN USAHA MILIK
SWASTA SERTA KESELARASAN ANTARA DUA KEPENTINGAN PADA PT. PLN
(PERSERO) DAN PT. PERTAMINA (PERSERO) : MELAKSANAKAN PUBLIC

SERVICE OBLIGATION DAN MENGEJAR KEUNTUNGAN

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)

MAGPHIRROH SURYAKUSUMANINGRUM
1506780563

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER HUKUM EKONOMI
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
2017

Peluang public..., Magphirroh Suryakusumaningrum, FH Ul, 2017



PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis dengan ini menyatakan bahwa tesis:

“Peluang Public Service Obligation Terhadap Badan Usaha Milik Swasta Serta

Keselarasan Antara Dua Kepentingan Pada PT. PLN (Persero) dan PT. Pertamina

(Persero): Melaksanakan Public Service Obligation dan Mengejar Keuntungan”

g telah ditulis sesuai

adalah karya orisinal § :
dengan kaidah pen i ; um Universitas
Indonesia.

Peluang public..., Magphirroh Suryakusumaningrum, FH Ul, 2017



HALAMAN PENGESAHAN

Tim Penguji mengesahkan Tesis yang diajukan oleh:

Nama - MAGPHIRROH SURYAKUSUMANINGRUM

NPM : 1506780563

Program Studi : Magister Hukum Ekonomi

Judul Tesis : “Peluang Public Service ObligationTerhadap Badan Usaha

a Keselarasan Antara Dua Kepentingan
gro) dan PT. Pertamina (Persero):
Obligationdan Mengejar

Milik Swasta
Pada P

Telah berhasil sebagai bagian
persyaratan y an 2T m . (M.H.) pada
Program Mag K€ ; asgisdonesia

>

1. Ketua Sideuji :
Dr. Ratih Lesd, S.

3. Penguji

Dr. AM Tri Anggraini, S.H., M"

Disahkan di  : Jakarta

Tanggal : 10 Januari 2017

Peluang public..., Magphirroh Suryakusumaningrum, FH Ul, 2017



PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Magphirroh Suryakusumaningrum
NPM : 1506780563

Program Studi : Magister Hukum Ekonomi

Untuk pengembangan j i memberikan kepada

Universitas Indonesia Royalty Free Right)

untuk mempubl K@ik

“Peluang MPubl

Keselaras d atingan

(Persero)sX® alcan Public Servige Obligai i Mengejar Ke¥

Dengan [Bak Bebas R 1 Non-EKSkius gisitas Indon®
mengalih an, % alan d@

is dan

memublikasi is saya sela

Demikian perse.tujﬁl : ni sayalbug

a saya seb

sebagai pe ipta.

aka!rta, 10 Januari 2017

Yang menygtujui,

Suryakusumaningrum

Peluang public..., Magphirroh Suryakusumaningrum, FH Ul, 2017



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya,
saya dapat menyelesaikan tesis ini Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi
salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai

dari awal perkuliahan sampai pada penyususgan Tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk

menyelesaikan Tesis ini. Oleh ka pengucapkan terima kasih sebesar-
besarnya kepada:

1. Kedua orangt

(

selalu memie e i ! 3 u menimba ilmu.
Kepage \F\' ma alu, berdoa dan

elama masa“stuei

. Sri Suryanti) yang

2. Bapak eltx Oerntagng Soebagjo, SIH, N punbing Tesis
yan eran dalagy menytilbdagkagiPemikiran, kritika tenaganya
unteil membimbifig®enulis dalam Pe aadiFesis int;

3. Bap akultas : d Prof. B htoso, S.H.,
M. segenap civij aka A l# ukum Univegsi onesia yang

telah ung dan me

a masa stuoWis di Fakultas

4. Segenap stg 18 § ; i e 57 Ekonomi FHUI,

yang telah berie
5. Sahabat penulis s€ W Elisabeth Carissa, Putu
Y. alia, dan teman-teman Pascasarjana

Harini, Annissa Tuarita NAL

Hukum Ekonomi angkatan 2015 lainnya yang telah memberikan dukungan dan
memberikan kesan mendalam bagi penulis selama perkuliahan;

6. Segenap Staff Kesekretariatan Program Magister FHUI yang telah banyak membantu
penulis selama masa perkuliahan dan dalam penyusunan Tesis ini;

Tak lupa juga penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak
yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah turut memberikan bantuan dan
masukan kepada penulis. Semoga semua pihak tersebut selalu mendapatkan berkah dan

\"

Peluang public..., Magphirroh Suryakusumaningrum, FH Ul, 2017



karunia dari Allah SWT serta mendapatkan balasan dari segala budi baik yang telah
diberikan.

Penulis menyadari bahwa ada berbagai kekurangan baik dari segi materi maupun dari
segi teknis dalam penyusunan Tesis ini sehingga Tesis ini jauh dari sempurna, Penulis
memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis menerima kritik dan saran yang
berguna bagi penyempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi para

pembaca dan dapat memberikan sumbangsih bagi kemjuaan Hukum Pajak di Indonesia.

¢
>
<

Jakarta, 10 Januari 2017

Penulis,

NMaapnirron Umaninrum

-
—
>

L Zas >

Vi

Peluang public..., Magphirroh Suryakusumaningrum, FH Ul, 2017



ABSTRAK

NPM : 1506780563

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

Nama : Magphirroh Suryakusumaningrum

Judul . Peluang Public Service Obligation Terhadap Badan Usaha

Milik Swasta Serta Keselarasan Antara Dua Kepentingan Pada
PT. PLN (Persero) dan PT. Pertamina (Persero): Melaksanakan
Public Se ation dan Mengejar Keuntungan

Dalam Undang-Undang [Ne )9 Ten! jagalistrikan (selanjutnya disebut
“Undang-Undang Kete 2 Tahun 2001 Tentang
Minyak dan gas [igas””) merubah pola
monopoli yang awaln ; ' amina (Persero) selaku
BUMN menja di g ar AS3 lain, sehingga

memungkin} a() 16 adar c St seiiap kegiatan
usaha baik sero) maupy : a (Perserd itu kiranya
dalam pe Al afasan a akas ., bagaimana
peluang Ba Villik Swasta (3€lahjutaiy@® disebut dalam  sektor

p_dan. migas apakah befgeluaiig p

a terhadap kegiatan yaad berhubungan

ketenagalis

dengan Pk ce Obiigatic elarmjutnya disebu o RSO”) aha perintah
pelaksanaansP SO terse esuai Undand iy Republik Indenesia No. 198 Tahun 2003
Tentang B Milik : ' g “Und s BUMN”)
diberikan kepada“Badan Usaha NV , 7 M clanjutnya, berhubtagan dengan
pelaksanaa falam Pasal @BNayAt ang dang BUM Utkan bahwa
Pemerintah dapa ep BUMN untuk

memberikan pé , nenyelenggarakan
fungsi PSO, dan"salah satu BUIM h-“"’:;j Datkanpenugasan PS isusnya dibidang
energi adalah PTREN .-‘f«f,- dan P A rg) "R . P Persero) dan PT.
Pertamina (Persero) seba J:'f ’(ﬂ.m K - Ki_tujuan untuk mencari
keuntungan, tujuaf ur gakimketniUngan terSeHE 10 Ciblé  pada Pasal 1 angka 2
dan Pasal 12 Undang-Ondang*BUMN. Di in, herdasarkan'Pasal 66 ayat (1) Undang-
Undang BUMN baik PT. SEH0 @' Pl (Persero) dapat diberikan
penugasan khusus sebagai pelak C "qwf‘ afmRSO yang tujuannya adalah untuk
kesejahteraan masyarakat. Oleh karera it8 ya ®alam penulisan ini dalam pembahasan
kedua akan membahas mengenai keselarasan antara tujuan untuk mencari keuntungan dan
melaksanakan PSO oleh PT. PLN (Persero) dan PT. Pertamina (Persero). Dalam menjawab
dua permasalahan tersebut akan digunakan metode penulisan yuridis-normatif yang
mengarah pada pendekatan Undang-Undang dan pendekatan historis dan melibatkan sumber
hukum primer berupa data wawancara dan sumber hukum sekunder berupa penggalian
literatur.

Kata Kunci: Public Service Obligation (PSO), Badan Usaha Milik Negara, PT. PLN
(Persero), PT. Pertamina (Persero)
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ABSTRACT
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Special Program : Hukum Ekonomi

Name : Magphirroh Suryakusumaningrum

Title : Opportunites of Public Service Obligation Againts Private

Owned Entreprises And Aligment Between Two Interests in
PLN Ltd. And Pertamina Ltd. : Implementing The Public
Service Obligation and The Persuit of Profits

The structure in Electricity industry seclg
changed. The structure in Electrici
30, 2009 about Electrici

ihand Gas industry sector in Indonesia has
3d with the enactment of the Act No.
Oil and Gas industry has

changed with the enacty DI at Acts changed the role
and position of P 3 . Bertamina (Persero)).
In Electricity in ‘ ] DS of PLN Ltd. as

power holder; t alk i privatization in
Electricity i : 0. 2 g M A iomkof Pertamina
Ltd. that co nity too OT Pk Atz Oil and &8 ¥str erefore, it is

necessary o aLtunity atizai ector and Qil
and Gas s@eto ally"about the™KInd off@pPpor for priva at just for the
commercial busifesssactivities or included afout Rublic Service Obli folt ) activities.
The next rgses are abg : ementation of Pubkic!S I|g Q) activities
on PLN Lidsand Pe a Ltd. as a'Stateiowned’ caterprises on'E ity apd Oil and Gas
sector, PL ertami : 4 rsue be on the Act
No. 19, 20@3"aBott Indonesia stat aterprises Article 1, 2, and 127"However, PLN
Ltd. and Pe td. which ggiiSpeci gAmeit iy Government ment Public
Service Oblig SO) avtiviti s g i e owned en ct Article 66
to carrying owblic SErvicestbhcia [0 SUjpp both eIeWgs and oil and
gas needs for all"BF IndomeSier; A |d*8halyze the balance
between main objective™te i) ol g*Service Obligation (PSO)

avtivities of PLN 1td.
used normative law reses

fdonesia. This study
ed from analyse related
nterprises; the Act No. 30,
2009 about Electricity; and the A 2 PO Liabadtiseil and Gas) whereas the secondary
law material derived from literatur ew towards informant from Ministry of
Indonesian state owned entrprises; PLN Ltd; and Pertamina Ltd.

Keyword: Public Service Obligation (PSO), Indonesian State Owned Enterprises, PLN
Ltd. (PT. PLN (Persero)), Pertamina Ltd. (PT. Pertamina (Persero)).
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berdasarkan hukum. Dalam dasar konstitusi
Negara yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut dengan “UUD 1945”), pada bagian pembukaan alinea ke-empat

menyebutkan tujuan-tujuan Nega

kesejahteraan umusg 2 U nenjaal tujuan Negara Indonesia,
dapat dicapai At A q Do ) nasional yang merata
diseluruh pe
C o ; Ve dis
e '\I\\' disamping Ba
gan “BU tnang

ekopomian nasional. begd€ran menghasilkag barang

alah satunya adalah untuk memajukan

N") merupakan

ilik Swasta

(se yperasi dalam

An/atau jasa
yang kan andka mevbjuckan sebesar-besarya Kema an rakyat.
B pakag g S4 2 9 Negad kan dalam
ber is pajak, devidénr dal ﬂ 51 serta dapat gnencipi@kan banyak
lapan ja, dimana nitex s

disebut ) snvatakan, bahw apic. 40 Wakyat Indonesia

menganggur.’ ?i\
Na
development danv

tinggi. Penyebabnya antar

abour Orgagization (selanjutnya

sebagal agent of
lukan biaya yang relatif

3

a. Kinerja perusahaan BUMN dinilai belum memadai, seperti tampak pada

rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan modal yang ditanamkan;

! Indonesia (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan
(Preambule) alinea ke-empat

2 M. Rizal Alif, Privatisasi BUMN dan Otonomi Daerah dalam Pembangunan Ekonomi

Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 44 No. 3, (September, 2014). Hal 408

® Ibid. Hal. 409

Universitas Indonesia
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b. BUMN belum sepenuhnya dapat menyediakan barang dan/atau jasa yang
bermutu tinggi bagi masyarakat dengn harga yang terjangkau;

c. Belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global,

d. Keterbatasan sumber daya;

e. Fungsi BUMN sebagai pelopor atau perintis maupun sebagai penyeimbang
dari BUMS juga belum sepenuhnya dilaksanakan;

f. Perkembangan ekonomi dunia berlangsung dinamis terutama berkaitan
dengan liberalisasi dan globalisasi perdagangan seperti World Trade

iscbut dengan “WTO”); Asean Free Trade

TA”); dan Asia-Pacific Economic

Organization (selanjut

Area (selanjyt
Coop

BUJ ; opomian nasional dan
masyarak jala A e I bidang-bidang
usahd@lya ROty an dafke asVa uas. Berdasarkan
hal t 15 ialo ; dan dikelg Pemerintah
karens he at Indonesres o ksud agar

tujya dituangkanidala : [aamPembukaan penjabaran

yafgiebih rigsifdatam Pasal HPNE845 gdapat henar-be erlaksama, sebab Pasal
33 ¢ Bersebut i dasar dibentuknya BUNMN.*

turan: mengeal BUMN diingonesia. diatur dadng-Undang
RepubH nesia No. g ang Badan HMilik Negara
(selanjutn#' i‘ ndang-Undang  BUMN

membeda Vi, meniadimduafenis vaitur Pertisalias eroan (selanjutnya

disebut dengan 0) .da
“Perum”).® BUMN adala

dimiliki oleh Negara melalui pény®8

Pertsahaa nu anjutnya disebut dengan

hadan uh-atau sebagian besar modalnya
§ecara langsung yang berasal dari kekayaan

Negara yang dipisahkan.’ Sedangkan Persero adalah BUMN dengan bentuk Perseroan

* Ibid.

> Indonesia (2), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan
Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297

® Ibid. Pasal 9

7 Ibid. Pasal 1 angka 1

Universitas Indonesia
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Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51%
(lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara yang tujuan utamanya adalah
mengejar keuntungan.® Undang-Undang BUMN juga memberikan pengertian bahwa
Perum merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi
atas saham yang memiliki tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu tinggi hamun juga tetap bertujuan mengejar keuntungan
berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.’

Pasal 66 ayat (1) Undang- Undang BUMN menyebutkan bahwa Pemerintah

dapat memberikan penugasan khus pada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi

kewajiban pelayanan e Obligation (selanjutnya disebut
dengan “PSO”) juan kegiatan BUMN.
Hal ini begaft i - : MIN Pelaksana PSO
diharapkamstid: ik ; : bat perusahaan

untu €

UndangBigMN _Mmenvek ula bahwa

epada BO s teylebih dahulu™me
Pemgge aham (8ela A disgh @oan alam hal ini
ads ementerdn Badan "WUs Negara (se€ pva _di t dengan
“Ke BUMN”) %P3 >Ofdapat*berupa pe elaksanaan
kegia Entu dan peny a0g dan jasa tertentu kepaddkat tertentu
yang M kan oleh B H
# A Mpat pada sektor-

sektor stra salah satu diantaranya ada S ) enadalistrikan dan sektor

minyak dan ga N ; gl oas”). Sektor-sektor tersebut
merupakan salah sattré¥amtar; A ena penugasan pelaksanaan
an, Indonesia memiliki PT. Perusahaan
Listrik Negara (Persero) (selanjutnya disebut dengan “PT. PLN (Persero)”) dan pada
sektor migas Indonesia memiliki PT. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas
Bumi Negara (Persero) (selanjutnya disebut dengan “PT. Pertamina (Persero)”). PT.
Pertamina (Persero) memiliki lingkup usaha yang terdiri atas bisnis energi di sektor

® Ibid. Pasal 1 angka2

? Ibid. Pasal 1 angka 4

Universitas Indonesia
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hulu dan sektor hilir. Sektor hulu meliputi eksplorasi dan eksploitasi migas dan panas
bumi yang dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Keberadaan PT. PLN (Persero) sebagai penyelenggara ketenagalistrikan serta
PT. Pertamina (Persero) sebagai penyelenggara migas telah mengalami pasang surut
melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang. Sejak proklamasi kemerdekaan, telah
terjadi beberapa kali perubahan kebijakan dibidang ketenagalistrikan dan migas
terutama yang mengatur mengenai kelembagaan. Dalam bidang ketenagalistrikan,
awalnya pengelolaan kelistrikan Indonesia dipegang oleh Jawatan Listrik dan Gas
dibawah Departemen Pekerjaan Um aat ini Kementrian Pekerjaan Umum dan
emudian pada Tahun 1961 diubah

menjadi Badan | K ara (selanjutnya disebut

Perumahan Rakyat Republi

dengan “BR#-
PLN ditegaskan
i Derd ] ' nr2972 Tentang

Pe istinle N cgara (e i an__.Re N”). Tujuan
dibenrt 5 N adals tuke erte ketahanan
na i dengamrkesijaksane

listfikseengansmiakstid untuk iy C djat masyara

kengh galami perds mb erganisasi, ¢ dialihkannya
bentt 8ahaan dari pgrtliSafas h em perbentuk Pe thah menjadi
Perser'HI ersebut berde 2 - 3Merintah Nw Tahun 1994
Tentang #ﬁli ‘F . i ho enjadi Perusahaan

Perseroan. i Dengaan..adanyampérubahan be Nerlsaha sebut, selanjutnya

diharapkan PT."PEN 2 ] Ka ensi, daya saing, dan
pengembangan usaha pasi perkembangan ekonomi
dan perdagangan dunia ser usaha berdasarkan prinsip-prinsip
Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang

% |ndonesia (3), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 Tentang Perusahaan Umum
Listrik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2983.

" Indonesia (4), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk

Perusahaan umum Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2959.
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Perseroan Terbatas”).’? Serta PT. PLN (Persero) sebagai penyelenggara usaha
penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan pula pada
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya
disebut “Undang-Undang Ketenagalistrikan™).

Seperti halnya PT. PLN (Persero), PT. Pertamina (Persero) mengalami
beberapa perubahan pula. Pada awalnya pengusahaan di bidang perminyakan dikuasai
oleh perusahaan asing milik Belanda, pada tahun 1964 seluruh kegiatan pemasaran di
Indonesia semula dilakukan oleh Shell, Stanvac dan Caltex, kemudian perusahaan-

pleh PN. Pertamin bahkan pada tahun 1966
14

perusahaan asing tersebut di ambil

seluruh kekayaan Shell_dibg emudian berkembang ke masa

orde baru yang | ekonomi, berdasarkan
Peraturan R ngPerusahaan Negara
Pertambanga : 1 ) ) g ngan antara PN.
Pertafin h| P inooa me er bangan PN.
Perta ‘ ar - [ ntah No. 31
Ta anaan Pertambang k dan Gas

arkan an tersebut

gal BUM T Pertamina ) memiliki
tujb baik yang | garan dasar djuan yang

hendaUPai dan disel perundanqman. PT. PLN

(Persero) PT #i'.;;- ' sl 7.;':% iliki tujuan untuk
mencari ke yaii- dala 10 Sarpyar tuitan, i encari keuntungan

tersebut tertuang pita™pada Pasal * : -@ Pasa Undang-Undang BUMN.
Pasal-Pasal tersebut™Sama-saiia me 1 a rsero adalah BUMN yang

2 |ndonesia (5), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756.

B Indonesia (6), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5052.

14 . . . . . . . .
Mudrajad Kuncoro, Transformasi Pertamina : Dilema Antara Orientasi Bisnis dan

Pelayanan Umum, (Yogyakarta: Galang press, 2009) Hal. 17
' Ibid. Hal. 20

8 1bid.
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tujuan utamanya adalah untuk mengejar keuntungan, lebih jelasnya pada Pasal 12
disebutkan mengenai maksud dan tujuan didirikannya Persero adalah untuk
menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta
mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.*’

Disisi lain, Sebagai salah satu komponen pembangunan nasional sebagaimana
diamanatkan dalam UUD 1945 pada bagian pembukaan alinea ke-empat dan dalam
Pasal 33 UUD 1945, yaitu agar BUMN dapat turut membangun perekonomian
nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
baik PT. PLN (Persero) maupun PT.
Pertamina (Persero) dapa K ) n khusus sebagai pelaksana dari
kegiatan PSO. Se o C BUMN Pasal 66 ayat (1)

yang sebesar-besarnya. Oleh kared

yang menygh ) a4 ugasan khusus kepada

BUMN R0 - ' er an maksud dan
tujuafifkes oM \'
*H H Lol

a0 PSOuderschut Jtidle k meapediakan masyarakat

denge angkau dartgta apat menyediaka di seluruh

wilg

air,_qA etaplyspélaksanaan kegiatan, PSO

merupakan

keg a Olak helakafig dengan™tujlen menge)a ntungan’ seperti yang

telaf titkan seb&i¥ A, a an PT. PN ) dan PT.
Pert3 >ersero) har ampll’ menyediakan pasokan kedkan listrik
maupui diseluruh 2 an didaerah-SHedalaman dan

terpencil se *li? - g "ilgh harr™tersebut. Sedangkan
dalam pen keDUTHhE seh all AN 0aNase dal yang besar dan

dikhawatirkan dapat¥Berpengass Ungan yang didapat oleh
kedua BUMN tersSEB®E™ sehilno U I berpotensi  menimbulkan
kerugian bagi kedua BUMN terSebt

Probiematika yang dapat dikaji tidak hanya sampai disitu, penyediaan jasa di
bidang kelistrikan pada mulanya dimonopoli oleh PT. PLN (Persero), hal tersebut

berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan

" Indonesia (2), Op.Cit,. Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 12

' Ibid. Pasal 66
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(selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Ketenagalistrikan 1985”).19
Berdasarkan Undang-Undang tersebut, usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh
Negara dan diselenggarakan oleh BUMN selaku Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut dengan “PKUK?”), yang pelaksanaannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah. Kuasa Usaha Ketenagalistrikan diberikan oleh
Pemerintah kepada BUMN vyang diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan
usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan diberi tugas untuk
melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik.

Tahun 2009 pada akhirnya di

terbaru yang berlaku hinggg

arkanlah Undang-Undang Ketenagalistrikan

pdapg Ketenagalistrikan tersebut di

undangkan unt oF alistrikan yang dihadapi

oleh bangsaifd: ehegalistrikan saat ini
baru.” Karena
) tidak lagi

1zin Usaha

diatur pe

). Dengan
elaku usaha

lai iixbidangdetenagalistrik
WkUnya Urdea terjadinya
perbruktur indug I Indonesia. (Persero)
tidak u jadi PKU akan dengan pelaku IU'ain di bidang
ketenagaM(a ’;.' , - -"""-rgh arkan™ Undang-Undang
Ketenagali n;-pelaku usana z SUNS e } hak dan peluang

yang sama denga menyearakan tenaga listrik untuk
kepentingan umum : : anya'masing-masing. Dengan kata

lain BUMS dapat berpartisipasi a penyediaan tenaga listrik untuk

¥ Indonesia (7), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3317

%% kementrian Badan Usaha Milik Negara, Profil BUMN Indonesia: Energi Membangun Negeri,
(Jakarta: Kementrian Badan Usaha Milik Negara, 2013). Hal. 263

> Heru Setiawan, Implikasi  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang

Ketenagalistrikan Terhadap PT. PLN Persero dan Peluang Swasta Dalam Industri Ketenagalistrikan
(Suatu Tinjauan Yuridis), Tesis, (Depok: Universitas Indonesia, 2011). Hal 155
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kepentingan umum, berdampingan dengan pelaku usaha kelistrikan lainnya, salah
satunya yaitu PT. PLN (Persero).

Selain  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  bidang
ketenagalistrikan, listrik yang di kelola oleh BUMS juga diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang penanaman modal, yaitu Undang-undang Nomor
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut dengan
“UUPM”).% Dalam UUPM disebutkan bahwa semua bidang usaha atau jenis
usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis

usaha yang dinyatakan tertutup @ erbuka dengan persyaratan.”® Berdasarkan

Peraturan Presiden NO. I 2 ufang Perubahan Atas Peraturan
Presiden No. 74
Bidang Usaha
(selanju d 7 ' ] [ dang Usaha Tertutup

aha Yang Tertutup Dan
dwPenanaman Modal
Dan #licrt danc i 2 0 usaha tertentu
yang ang. diusabiakai. sebagal kegiate e ] gkan bidang
usahe geterptka dengan Peksya i S ang dapat
diugse ebagai iafan e ieno entu. Dan

g, LISaN3 0 terbuka ' 6 f panamaal modal yang

an usaha panyedi : i kepentife i adalah:®

embangkitan tenaga
H nsmisi tenagalistri<
C. *stria iséi

d. ARGKE Stri 1) ] ngan  komposisi
keper Nam.asin * ) dizipkar, YaH#sebesar 95%.
Tidak hanya ada G ."u”‘ nagakstrikan yang dijalankan oleh PT.

PLN (Persero), sama halnya dengan PT. PLN (Persero), PT. Pertamina (Persero)

pada sektor migas juga memiliki peluang masuknya BUMS dalam berbagai

*? Indonesia (8), Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,
Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724

2 Ibid. Pasal 12 ayat (1)
** Indonesia (9), Peraturan Presiden Rl No. 111 Tahun 1997 tentang perubahan Atas

Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha
Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Lampiran ke-ll
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kegiatannya. Industri migas adalah industri yang bersifat padat modal dan melibatkan
banyak sekali pekerjaan untuk penyediaan barang maupun jasa. Pada kegiatan hulu,
peluang yang timbul adalah sebagai pelaku kontrak kerjasama (kontaktor kontrak
kerja sama) migas dan juga terbuka kesempatan untuk turut mengembangkan
lapangan yang sudah berproduksi melalui teknologi pengangkatan buatan atau turut
serta dalam pengelolaan sumur tua.® Pada kegiatan hilir, pluang bisnis muncul pada
setiap kegiatan usaha hilir yaitu pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.
Dengan melihat kebutuhan energi nasional yang terus tumbuh tentu memerlukan

prasarana baru untuk memenuhinya j pembangunan kilang baru atau upgrading,

pembangunan pipa ga I dan_penyimpanan sampai dengan

penjualan melal anjutnya disebut dengan

“SPBU”).ZG (
P BUN kiter migas juga
terddpat.o 9 ayat 2 g'NO. 22 fentang Minyak

enyebutkan

pia Usaha Hilir dapat dil akan oleh

adan usaha
* .,I.ai.an usaha mil
d.'dera '

Hal tersebut dima uas-luasnya kepada Badan

Usaha, baik yang berskala besaf , Maupun kecil untuk melakukan Kegiatan

> Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Peluang Investasi Sektor ESDM, Buku
Elektronik (E-Book), (Jakarta: Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2011), Hal. 33

% Ibid.
*’ Indonesia (10), Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi,

Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152. Pasal 9
ayat (1)
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Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dengan skala operasional yang didasarkan pada

kemampuan keuangan dan teknis Badan Usaha yang bersangkutan.?®

Industri migas merupakan industri yang padat modal (high cost), padat
teknologi (high technology), padat resiko (high risk). Karena sifatnya yang demikian,
maka meskipun kekayaan migas merupakan milik Negara, pengusahaan migas selalu
dilakukan melalui kerjasama dengan kontraktor untuk berbagi resiko, melalui
kerjasama-kerjasama itulah turut membuka peluang bagi BUMS dan badan-badan lain
dalam sektor migas melalui kontrak-kontrak yang dilakukan. Dan sepanjang sejarah

pengusahaan minyak di Indgug iga model kontrak kerjasama antara

Pemerintah dan

sistem Kontra ‘ : ”7) atau dikenal dengan
ProductiofisSh |

, 3 s konsesi pada

masashili da befla n pe raturan bumi yang

peria i Rhanga Indopaésia e ia Belanda

IndiSEhe,_Mijawet pada tahun E899MDala sistem konsemw diberikan

a3 auninyek dan ga: < dari rasi, produksi

min 9 sama terlibat di

istem kontrak karya; dan

am mastk dalam menjual m bumi yang

bayar royalt

bonus ke iniai : h
e dué c pirak” kar % t of work). Model ini

ahun 1960 Tentang
Mijnwet (1988). Dalam
an, tetapi tidak memiliki hak atas

lah pajak dan

diterapkan “deg
Pertambangan, s
kontrak karya, kontraktor d

tanah permukaan. Prinsip kerjasamanya adalah profit sharing, atau pembagian

keuntungan antara Pemerintah dan kontraktor.*

% Ibid. Penjelasan Pasal 9 ayat (1)
» Rozikin, Pengelolaan Sektor Minyak Bumi Di Indonesia Pasca Reformasi : Analisis Konsep
Negara Kesejahteraan, Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara Vol. 1 No. 2, Desember

2015, Hal. 133

0 salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Hal. 68
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Model ke tiga adalah kontrak bagi hasi produksi, atau dikenal dengan PSC.
PSC pertamakali diperkenalkan dalam ketentuan Undang-Undang Migas dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak
Dan Gas Bumi Negara. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa,
perusahaan Negara (pada saat itu Pertamina) dapat mengadakan kerja sama dengan
pihak lain dalam bentuk kontrak PSC.** Sistem kontrak ini merupakan sistem yang
paling lama digunakan oleh Indonesia, dan sekarang dalam pelaksanaannya pun telah
mengalami beberapa pembenahan hingga empat kali pembenahan. Undang-Undang

Migas pun menganut sistem ini nag ang menjadi pembeda antara sistem PSC

yang dianut oleh Undang-

1971 Tentang Pg A3
bentuk kerjaf's 0 0
{OF ,

perusahagidata

S a_Undang-Undang Nomor 8 Tahun
3umi Negara adalah pola
' ia (Persero) dengan

dalah para pihak

ama atau bentuk

yangjiterK 3 ah D

usa ealadl bukampmlagi PT.

hal tersebut

dikare ertibahnya koMsép k Undang-
Ungle &8s dengamdidimelang-

Dengami@danya peluangiies 3 : aha lainpada kegiatan-
kegia d baik patie i aupun pada igas karena
adbahan dan pe §o ) beraturan per indangannya

seperti"‘I telah dijelas g aka, ‘sekiranya pe IU'kukan sebuah
penelitian%ge C had :,"f!h rI&*bagi BUMS pada
kegiatan-kegie ~h dapa akup puiaipada kegiatan-kegiatan
BUMN dalam 7

anakan ”“ ahmhanyd pada’ kegiatan-kegiatan usaha
er| e | ak® selu

komersil. Dan sekKira DE ah pula mengenai keselarasan

antara tujuan-tujuan yang dimifiki™ {"sebagai pelaksana PSO dalam dan dengan
tetap sebagai BUMN Persero yang mencari keuntungan, sebagaimana yang telah

dijelaskan sebelumnya pula di atas.

* Ibid.

*2 1bid. 68
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diidentifikasikan adanya masalah-

masalah hukum yang dapat dianalisis, yakni:

1. Bagaimana Peluang PSO terhadap BUMS dalam sektor ketenagalistrikan
dan sektor migas?; dan

2. Bagaimana keselarasan antara dua kepentingan pada PT. PLN (Persero)
dan PT. Pertamina (Persero) sebagai BUMN yang melaksanakan PSO dan

mengejar keuntungan selakisRT . Persero?;

C. Tujuan g
Berdes 3 an menjadi tujuan dari

peneligia ad

INTUK mengetahui sertaimanganalisis p < pat diberikan
pada BUMS dihidangiketenatle i 9 g malgas; dan
uk [mengeiahui 'SertdmdhYanalisispmbagaimd arasan  dua

kepefititOan yang "Gtk ] aupun PT.

amina ) gl PSO, yang
‘rtolak belaka JBEN (Persero) st ersero untuk

Hngejar keunt®
~f

Penelitian + i ' m n kontribusi baik secara
teoritis maupun praktis se : W

1. Secara teoritis, penelitian ini dalam rangka pengembangan ilmu hukum

mengenai BUMN di Indonesia khususnya mengenai pelaksanaan PSO
oleh BUMN dan pelaksanaan tujuan PT. Persero.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan PSO, antara lain BUMN
yang ada di Indonesia, Pemerintah selaku pengawas dan pembentuk
peraturan, kalangan akademisi yang berminat terhadap kajian hukum
perusahaan dapat dijadikan bahan informasi awal dalam melakukan
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penelitian dan pengkajian yang lebih mendalam, dan bagi penulis sendiri
untuk menambah wawasan keilmuan hukum terutama berkenaan dengan
hukum perusahaan dan BUMN.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori,
tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan,
pegangan teoritis. Menurut Soerjono Soekanto bahwa, “Kontinuitas perkembangan

ilmu hukum, selain bergantung padalimetodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi

sosial sangat ditentukan, olck \enurut Kaelan M.S, landasan teori
pada suatu pene 2 i ; D3 al penelitian. Landasan
teori dalang berikan realisasi
pelaksang@fiipe

Sé genga ake gunakan sebagai
pisal Isis,dalampenelitian i ' i i a K teraan atau

yang pokok peligay : gEnai pelayarnamnig dagl Pemerintah

eori igi paka judan GramdBlheory da Sguieu yaitu,

ekuasaan : - poWwer) yang iri kekuasaan

buat uride nd aS3 ekutif (1 akan undang-

35

ekuasaan y i ( pel@nggaran undang

H Negara keSefainte] ARAaAYa mencakup IU;san mengenai
sebuah cz#en éF;pr A@h eMan publik (social
services), difkangtila SeBuaR kONSEo norMmatiatall sis nendekatan ideal yang
menekankan bahWa Setiap orane, h; i pegaleh PEfayanan sosial sebagai haknya.
Oleh karena itu Negara*kesejalitdras gatjerat Kartarnnya dengan kebijakan sosial
(social policy) yang mencakup 0i "dan upaya-upaya pemerintah dalam
meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (social

protection) yang berupa jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi

3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996). Hal. 19
3* Kaelan M.S, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat : Paradigma bagi Pengembangan
Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni,

(Yogyakarta: Paradigma, 2013). Hal. 23

*HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama, (Yogyakarta; Ull Press, 2002),
Hal.12
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sosial), maupun jaring pengaman sosial (social safety nets).*

Pelayanan publik merupakan mandat bagi Negara dalam memberikan
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terdapat tiga pertimbangan mengapa
pelayanan publik harus diselenggarakan oleh negara. Pertama, investasinya hanya
bisa dilakukan atau diatur oleh negara, seperti pembangunan infrastruktur
transportasi, pemberian layanan administrasi negara, perizinan, dan lain-lain. Kedua,
sebagai kewajiban negara karena posisi negara sebagai penerima mandat. Dan ketiga,
biaya pelayanan publik didanai dari uang masyarakat, baik melalui pajak maupun

mandat masyarakat kepada negara uatiilsnengelola sumber kekayaan negara.®’

Dari teori welfare prelasikan dengan isu hukum yang

dianalisis dalarg i U 1 10emban mandat untuk

melakukanggel ke : A ¢ oleh Pasal 33 ayat

(3) UUDSI94 a K3 i g terkandung di

dalanifly& asa / . sebesar-besarnya
‘ 1 fdisy G : [ SE dengaigis ar

bl gkat, bahwa

gara harus mene mandat untuk
alam anaka gsejahteraan

ungkin bisagOptimal Us mengurus

warnJa p€Cara sentraifs areng S“Wilayah, D8 as penduduk,

pendy fing ber-bhinel 3 < angkan kese masyarakat
di da” entuklah pt : emerintah ﬁHn/Kota untuk
memperce# ; K7 . :‘;"’tk_u n rakyatnya. Hal

tersebut se alam penulisan ini

bahwa dalam péla asyarakat masih terdapat
permasalahan-perma
mengelola bahkan mengembanu an pelayanan pada masyarakat, yang
mana menurut teori ini adalah kembali lagi pada fungsi untuk kemakmuran rakyat.

Di sisi lain, pelaksanaan welfare state tidak melulu menjadi urusan Negara.
Sebagai sebuah sistem, praktik welfare state juga melibatkan unsur civil society,

organisasi-organisasi sukarela (voluntary groups), dan BUMS. Konsep yang

® Ainur Rofieq, Pelayanan Publik dan Welfare State, Jurnal Governance Vol. 2 No. 1,
(November, 2011), Hal. 101

*” Ibid. Hal. 105
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dikembangkan adalah welfare pluralism, dimana jenis-jenis pelayanan dan sistem
pengorganisasiannya dapat dilakukan secara terdesentralisasi sesuai dengan
karakteristik masyarakat.®® Contoh penerapannya seperti yang berlangsung di
Denmark, dimana proses pembentukan sebuah welfare state sudah berlangsung
selama dua abad lebih. Dalam hal tersebut berkaitan dengan rumusan masalah
pertama, yaitu mengenai peluang BUMS dalam pelaksanaan PSO, yang mana apabila
dikorelasikan dengan isu hukum yang dihadapi bahwa BUMS memiliki peluang pula
pada pelaksanaan PSO, da hal tersebut berkaitan dengan welfare pluralism yang

dijelaskan di atas.

F. Kerangl
Un Juekan dipergunakan
dalam pe enal makna atau

pengertia is{112 g\a DE ' an hal-hal sebagai

gan Usaha MiliKiNegar@gBU N\
i badanlisaf@l yahy se ar modalnya

oleh Negaraim elalulg taap.secara - ig berasal dari
ayaan Nega ) 5 :
‘rusahaan Pergeroan ( 21 ¢ d
H ero adalah B , 0 my@Perseroan T Hang modalnya
%Sa 4 3 ) u.':iih ikhﬂ% (lima puluh

eh - NegaragRepublik Indonesia yang

tujuan Utamanya e
3. Perusahaan™®

Perum adalah BU : urtih modalnya dimiliki Negara dan tidak

terbagi atas saham, yang bertujuan untuk memanfaatan umum berupa

* Ibid.
** Indonesia (2), Op.Cit,. Pasal 1 angka 1

“ Ibid. Pasal 1 angka 2
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penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus
mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

4. Kewajiban Pelayanan Umum (PSO)
PSO adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh Pemerintah yang dapat
memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggaran
fungsi kemandaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan
tujuan kegiatan BUMN.*

5. Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan adala ala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan

pemanfaatan_te penynjang tenaga listrik.*?

6. : eg
d el O -
. . / a listrik kepada
pangkitan tenat dalajiikEgiatan mermg naga listrik.*
nsmisi ga Lis

I tenaga™gli 3 nenyal enagagd listrik  dari

bangkita istem: distribusifatat™ke kons 1 rpenyaluran
‘nagalistrika Sigte &

H tribusi TenagarListr] H
*tri-ga i daldhmpenya -.‘ii‘ a@hlstrik dari sistem

'Ik'.lh-- III|||||“"iIII O 'llll=ﬁ .

10. Kuasa Osaha K
anan yang diberikan

; tamaga listrik meliputi

Kuasa

* Ibid. Pasal 1 angka 4
* Ibid. Pasal 66
* Indonesia (6), Op.Cit,. Pasal 1 angka 1
44 .

Ibid. Pasal 1 angka 3
* Ibid. Pasal 1 angka 4
46 .

Ibid. Pasal 1 angka 5

* Ibid. Pasal 1 angka 6
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oleh Pemerintah kepada BUMN dalam hal ini PT. PLN (Persero)
yang diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan diberi
tugas untuk melakukan usaha penunjang tenaga listrik.”® Dengan
berlakunya Undang-Undang Ketenagalistrikan,maka tidak dikenal
lagi istilahKuasa Usaha Ketenagalistrikan, yang ada adalah 1zin
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
11. ljin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

ljin Usaha Penyediaap aaga Listrik adalah adalah izin untuk

melakukan _Usah y | ga Jistrik untuk kepentingan

On yang
ir atau
an yang
dannrose namoe eimasuk’ batubara

diperoleh
51

o

endapa ; erpentuk pada

ri kegiatan ydngrtiela < kegiatan usa gas.
n yang dalam

asa gas yang

15. Kegiatan USafa

Kegiatan Usaha Hulu 8 kegiatan usaha yang berintikan atau

*® Indonesia (7), Op.Cit,. Pasal 1 angka 5
* Indonesia (6), Op.Cit,. Pasal 1 angka 10
*® Indonesia (10), Op.Cit,. Pasal 1 angka 3
*! Ibid. Pasal 1 angka 1

>? Ibid. Pasal 1 angka 2
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bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.”
16. Kegiatan Usaha Hilir
Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau
bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan,
Penyimpanan, dan/atau Niaga.**
17. Kuasa Pertambangan
Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada
Pemerintah untuk menyelengoarakan kegiatan Eksplorasi dan
Eksploitasi.”®
18. Izin Usaha Perta

Izin ikan kepada Badan
tam, Penyimpanan

an dan/atau

dalah badan m 0 pdefupakan perserut odal, didirikan

dasarks janjia akukan ke jsaha € nodal dasar

atan yang

uruhnya tekbad : am.dan
1

Wtetapkan dafa dang-( ) Sefta peraturan pefa gya.”’
yaksud dan T pe A Vi
ksud dan tuj@ aga|mana an dalam Pasal
P S

mbBer ¥ Al SEHFROariydll DaGT=PETK KEMOai JC Onomlan naS|0na|

padatmuimnyasean g RaaAginegara patd kKnususnya,
b. Mengg

>3 Ibid. Pasal 1 angka 7

>* Ibid. Pasal 1 angka 10

> Ibid. Pasal 1 angka 5

*® Ibid. Pasal 1 angka 20

>’ Indonesia (5), Op.Cit,. Pasal 1 angka 1

*% Indonesia (2), Op.Cit,. Pasal 2
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c. Menyelenggrakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat
hidup orang banyak;

d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat
dilaksanakan oleh sektor BUMS dan koperasi;

e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

G. Metode Penelitian, TypolegilsRenelitian, Sumber Bahan Hukum, dan

Pengolahan Anali

‘ ) aturan hukum,
prinsig-p buisu-isu hukum
yang litian N0 ";.l an 1 gumentasi, teori
ot BSKripS am menyeles ang dihadapi.
Wellmuan yang gbersiiat @eskriptif jawab diharapkan

3 atau : 3 diharapkan “d¥ dalam flan  hukum

propria DpYoR e y. Deng an  dapat

wa hasil yangithipe H am¥peénelitian hukumg suday
nilai ian hukum e i merupakan tipe penelitian yuridis-

o B . .
normatn‘%undl @i di o ingkan ang bersifatkualitatif.

Typologi ada pendekatan Undang-

Undang atau statue apﬂ. RefT0g aEdang-Undang dilakukan dengan

menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu

engandung

(]} ﬁ‘l||-

hukum yang sedang ditangani.®® Dalam hal ini Undang-Undang yang di telaah
diantaranya adalah, UUD 1945; Undang-Undang BUMN; Undang-Undang
Ketenagalistrikan Tahun 1985; Undang-Undang Ketenagalistrikan; dan Undang-
Undang Migas. Penelitian ini mengarah pada pendekatan Undang-Undang karena,

*° Michael Quinn Patton, Qualitative Evaluation Methods, (Beverly Hills: Sage Publication,
1987). Hal. 268

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010). Hal. 93
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mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan tentang gugatan Undang-undang ketenagalistrikan,
maupun putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan di bidang
ketenagalistrikan, dan penelitian ini memfokuskan pada peraturan perundang-
undangan bidang ketenagalistrikan sejak awal berdirinya ketenagalistrikan di
Indonesia, seperti Undang-Undang Ketenagalistrikan 1985;  Undang-Undang
Ketenagalistrikan; Undang-Undang Migas; Undang-Undang BUMN; dan peraturan-
peraturan lain yang mendukung.

Bagi penelitian untuk J pendekatan undang-undang ini akan
membuka kesemp 1t pelajaii, adakah konsistensi dan
kesesuaian anta ang lainnya atau antara
Undang-URiéla 2 | ) ) Undang-Undang.
Hasil gla apkan isu yang
dihadapi ] Keglata eneliti perlu
mefs gasanontold ahi Nz . Dengan

mempelajari ratio legis dan dasagiont@l@yisSifatu undang-unda

malipot gung kandtnga IS g : Jsindang itu.

Me gunga i pg unds u, peneliti

ters dapat menyiy tidaknya benturan_fi@sofis antara

undang- g dengan is

. penelitian ini melibatkan

Dalam mw

sumber hukum primer, dan se n fMcian sebagai berikut:

a. Untuk memperoleh data primer digunakan tektik pengumpulan data
kualitatif, yaitu dengan cara mewawancarai kepada narasumber dari pihak
PT. PLN (Persero), yang diwakili oleh Bapak Ova Kurnia selaku manager
senior bidang investasi dan good coorporate governance PT. PLN
(Persero); narasumber dari pihak PT. Pertamina (Persero), yang diwakili

* Ibid.
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oleh Bapak Aji Anom Purwasakti selaku perwakilan Retail Fuel Marketing
PT. Pertamina (Persero); dan narasumber dari pihak Kementrian BUMN,
yang diwakili oleh Bapak Anas Puji selaku perwakilan biro hukum
Kementrian BUMN, perwakilan-perwakilan tersebut yang dianggap
mempunyai kapasitas dan berkaitan dengan topik yang diangkat dalam
penulisan hukum ini.

b. Untuk memperoleh data sekunder ini juga didapatkan melalui analisis
terhadap literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti,

seperti perundang-undapgdlediantaranya, UUD 1945; Undang-Undang

Ketenagalistrikag __ 1 ndang Ketenagalistrikan; Undang-
peraturan-peraturan lain
lamg-Undang tersebut,
il elitian akademis,

a yang berkaitan

penulisan i I.

Stode g ' : ' lisebu aka dalam

penuli inantinya aka IS mengenai perm yang telah

diseb alam bagis Penulisa m ini  akan

menggun metodg,analisissdata secara deskniptifpyang tuquggunaan metode
analisis data_sec@ ’? iptif -m‘i‘t“ derupa gambaran, lukisan
secara Sistema 13 J akta, sifat-sifat serta

hubungan antara akhirnya penulis analisa
e pada akhirnya dapat memberikan

Analisis ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas terkait

dengan mengacu pada teort iy
sebuah kesimpulan.

dengan pelaksanaan PSO dan implikasinya terhadap kedudukan dan peran PT.PLN
(Persero) dalam industri ketenagalistrikan dan PT. Pertamina (Persero) dalam
industri bidang migas di Indonesia dan pengaruhnya terhadap peran BUMS dalam
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
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H. Sistematika Penulisan

Pembahasan Penulisan hukum ini akan dijabarkan dalam empat bab, yaitu dari
bab | sampai dengan bab IV. Gambaran isi dari masing-masing bab pembahasan
tersebut adalah, dalam bab | akan berisi tentang pendahuluan yang mana di dalamnya
akan menjelaskan latar belakang dari permasalahan yang akan diangkat. Dalam bab
ini nantinya akan membagi lagi manjadi sub-sub bab yaitu identifikasi masalah
dimana akan dituliskan permasalahan apa saja yang akan dipecahkan, lalu tujuan dari
penelitian ini, selanjutnya kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan, lalu
menjabarkan metode penelitian

akan digunakan dalam penulisan hukum
ini.
Sel ] d (0 d

akan beri
PSO#ko e 30 ] tassektor minyak

am bab ini nantinya

dan mekanisme

dan i 3 N bac saha laiR=dalam Sekig agalistrikan
kargna a Indgmesia; Peluang andbadan usaha
lai Ktor mig dasarf fadd-Undaageivigas; da akan analisis
di bidang

kete! an serta diFh : a ganalisis D6 ahan tersebut,

pe alahangiéhadap peluaggakanspelaksanaan PSO adap B

nant i di gunaka i : Pii dan sekundée

hasil pw. E

Kemudi ? y dal I nantinya akan berisi

Jai penunjang

mengenai,

ketenagalistrikan v

menganalisis permasalah
bertolak belakang pada PT. PLN

pelaksana PSO selaku BUMN dengan tujuan untuk mengejar keuntungan selaku

ngan kelembagaan

migas di Indonesia; dan
S n antara dua kepentingan yang

sero) dan PT. Pertamina (Persero) sebagai

Persero. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, nantinya akan di gunakan
sumber hukum primer, dan sekunder sebagai penunjang hasil penelitian.

Sebagai bab terakhir yaitu pada bab IV, bab terakhir ini merupakan bab
penutup yang akan berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan

berdasarkan bab-bab sebelumnya yang sekaligus menjawab atas identifikasi masalah
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serta dalam bab ini pula akan dikemukakan pula saran-saran yang membangun
berkaitan dengan materi hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan.

CANZY)

- !
- —
~ >

L Zas >
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BAB Il

PELUANG BADAN USAHA MILIK SWASTA TERHADAP PUBLIC
SERVICE OBLIGATION (PSO)

A. Tinjauan Umum Public Service Obligation (PSO)

1. Kerangka Hukum Public Service Obligation (PSO)

Istilah PSO ad ayianan umum yang pertama kali
disebutkan pad No. 45 Tahun 2005
Tentang RéRd : adan Usaha Milik
Negara. O . ig asional karena
pelaksana ] 3nJ9ap ¢ a sebagali alat

pemit eNdad of ) i artumbuhan

ekaR T, "KASUSNya pertumbihe fha, yang pada gHira ga berarti

mehe stabii WQmi

Ok plalam kebutuhan

ma mum yaitu E M rxa arang dan javyang sama
juga Wakan oleh ‘ angi sektorWuktur seperti
halnya R#PL (Persero M—-u-- K* Api  Indonesia
(selanjutnygeadise bffﬂ 3 ALg ‘i‘a a_dsclanjutnya disebut
dengan “PT. abuhan  Indoncsia

Pelindo”); Pemsq

“PT. PELNI"); Perusahaa Of

menj 1

disebut dengan “PT.
Panjutnya disebut dengan
si@*(selanjutnya disebut dengan “PT.
POSINDO”); dan Perusahaan Umum Perumahan Nasional (selanjutnya disebut
dengan “Perum Perumnas”). Fungsi dari PSO tentunya baru dapat diwujudkan
apabila lembaga pelaksana atau operator berada dalam keadaan sehat. Selain
dalam bidang infrastruktur, Peran strategis BUMN juga menyangkut hampir semua

sektor ekonomi, seperti pertanian, pertambangan, perdagangan, keuangan (bank dan

%2 Kementrian Koordinator Bidang Pereknomian, Dengan PSO Menjembatani Kesenjangan
Infrastruktur, (Jakarta: Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, 2007). Hal. 1
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non bank), telekomunikasi, dan lain-lain dan beberapa diantaranya bergerak dalam
industri yang vital atau hulu.®® Sebagaimana yang diungkapkan Simatupang, yang di
kutip oleh Nugroho dan Siahaan bahwa, “Sebagai industri hulu, kinerja BUMN akan

memengaruhi tingkat efisiensi industri di bawahnya”.%*

Untuk memelihara keseimbangan kedua kepentingan ini, yaitu tercapainya
sasaran PSO dan kesinambungan usaha BUMN di lain pihak, maka Pasal 66
Undang-Undang BUMN telah menegaskan bahwa, “Pemerintah dapat memberi
penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan

umum dengan tetap memperh g dan tujuan kegiatan BUMN”.®® Pada

dasarnya penuga ‘ f er : elah memasuki era yang
baru, sebagal % hdang-Undang BUMN

an kompensasi biaya

yang an
penuhja : ahjatau PSO dan

2 tlakuka T ¥ ¢ 0 g Anggaran
').%° Hal ini

cebuah kebijakan angBBertyujlan untuk meningkatkaaltfansparansi,

Penid® ara (S

o oF enyimpang S burgan denge ekanisme

kewsz AWa elaya num.

va PSO adalafifdagan H enjaga agar kegiatadaan barang

publikU dalam ju . . Bun tidak m Uan keuntungan
yang cukﬁgi .‘Wi',' ASa ki taflidapat 1 .'::‘it:* an Mannya, meskipun
PSO yang Setanaytinansial®t : euntUnganmhe tetap disediakan,

karena hal tersetHSeRarapka ‘ spikan mutiphter effect secara ekonomi
P tah kepada BUMN untuk

arus menyediakan sejumlah dana pada

bagi masyarakat.’

menyelenggarakan PSO, tentufiya

6 Nugroho dan Siahaan, BUMN Indonesia: Isu, Kebijakan, dan Strategi, (Jakarta: Elex Media
Komputindo, 2005). Hal. 68

* Ibid.
® Indonesia (2), Op.Cit,. Pasal 66
% Ibid. Penjelasan Pasal 66

% peneliti Madya Badan Kebijakan Fiskal, Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik, Laporan
Penelitian, (Jakarta: Kementrian Keuangan, 2008). Hal. 1
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pos pengeluarannya dalam APBN. Dana yang dianggarkan tersebut termasuk dalam
pos pengeluaran subsidi untuk bantuan kepada BUMN dalam rangka menjalankan
PSO, di luar jenis subsidi yang diberikan pemerintah berupa subsidi listrik, subsidi
bahan bakar minyak (BBM), subsidi pupuk, subsidi pos dan subsidi lainnya.
Pemberian subsidi tersebut sebenarnya menimbulkan dilema bagi Pemerintah, dimana
pada satu sisi pemberian subsidi dan pelaksanaan PSO merupakan konsekuensi dan
tugas serta tanggung jawab Pemerintah namun disisi lain hal tersebut terkendala oleh

terbatasnya anggaran yang tersedia.®®

Pada masa setelah donesia, BUMN secara progresif

memperoleh ha inan pada sektor-sektor
infrastruktur jalan tol, kereta api,

pelabuhagipe B | : ' : pir semua sektor

tersehuit i K tag, dan banyak

pulalyan sebagarte g jawah oF en terkait.

Pada n 80-¢ Ne ni Indonesia

da alitas_pelayanan keb an@fasaf¥masyarakat menuru gal akibat

bu gatnfra iT, terliiamatio men ya ja B infrastruktur

per I meg DN F - mene an berupa

unbledling,zkorporatisasi J@l@n p H B

terus Qerfapggsung dan 0 3 al BUMN gemeniara ini juga
dipengargQlgdleh otgpentildacrd F'""'l ingiran. yang kuat dari Pemerintah
Daerah (selanj #@ "m:ih\ megang kendali yang
lebih besa

masing 1-1 "

I untuk memberikan PSO bagi

, Inisiatif-inisiatif tersebut masih

mereka masing-

Landasan konstitusi
penyediaan pelayanan dasar berasal dari Pasali 33 UUD 1945, yang menyatakan
bahwa, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”.”® Selain itu Pasal 34 UUD 1945

% Ibid.
% Kementrian Koordinator Bidang Pereknomian, Op.Cit,. Hal. 3

% Indonesia (1), Op. Cit,. Pasal 33
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juga menyatakan bahwa, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.”* Pasal-Pasal di
atas lebih jauh dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan Peraturan-
Peraturan dibawahnya, yang memberikan petunjuk lebih khusus mengenai
peranan Pemerintah dalam mendukung penyediaan pelayanan infrastruktur dasar.
Dan belum ada satupun Undang-Undang sektor yang secara jelas menetapkan
kebijakan-kebijakan lebih jauh menyangkut PSO."

Kebutuhan akan kerangka hukum tersebut kemudian dilengkapi dengan

dikeluarkannya Undang-Undz palam Undang-Undang BUMN Pasal

66 menyatakan hak
Negara BUMN

: r 0}

melaksal “ 5
66 tefs C 355
jelaska \ - P

tersebut tidak layakiSeca

ggang saham atau Menteri
ouah BUMN  untuk
lain dalam Pasal
dang-Undang

1enyediakan

argin jika

Ketep ebih_lanj® an_denga O dijabarkan dalam

Perg erinta

tang Pene -engurusan,
Peng - dan Pembu

menyHJahwa' & E
“Rencan enu A g digj “f slah ditinjau bersama

olef B ) "lll-q—.mllllldllh!u-— Aenten : BUMN, Menteri
Keuangé Ater: e y 0 me penugasan tersebut;
Setiap pe @I persetujuan dari Rapat
Umum Pemeg w disebut dengan “RUPS”) untuk
Persero, atau dari MN untuk Perum; BUMN yang
melaksanakan penugasan PSO dan Pemerintah harus secara tegas
melakukan pemisahan pembukuan antara kegiatan PSO dan kegiatan non-

ik Negara, am Pasal 65

" Ibid. Pasal 34

72 Kementrian Koordinator Bidang Ekonomi, Op. Cit,. Hal. 7
7® Indonesia (2), Op.Cit,. Pasal 66

™ Ibid. Penjelasan Pasal 66

> Kementrian Koordinator Bidang Ekonomi, Op.Cit,. Hal 7
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PSO; Direksi BUMN vyang melaksanakan penugasan PSO wajib
memberikan laporan kepada RUPS atau Menteri Negara BUMN dan
kepada Menteri Teknis”.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian,
Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara tersebut
juga diperkenalkan istilah mengenai PSO. Menurut Peraturan Pemerintah
tersebut PSO adalah, “Untuk menggambarkan tentang penugasan kepada sebuah
BUMN untuk melakukan sebuah fungsi kepentingan publik yang meliputi
penyediaan barang-barang dan jasa-jasa tertentu yang sangat diperlukan oleh

masyarakat”.”® Yang mana ilah PSO ini sebelumnya belum
dijelaskan maupusgéi®s L dang. BUMN, dalam Undang-
Undang BUM} , ) o} usus oleh Pemerintah
yang terg

BUMAJ

Undang-Undang

gasan padaeBUMNWhartisiime mpetisabangKarl_ dui ek penting,
yaifthi, 3 pedUlian ternadap PREMSahadidan aspek™te 8 Sasaran dari
PSC ntuk _Jmengetahufs mefgenai sej mana 1 an sasaran

keBEkRasilan BSOFIapat dilaktikanumelaltiigionitoring e anaan.prinsip 5 tepat
yaiits Waktu; sasa as; antitas®™=dan harga SO tersebut,
seme ntuk meng I A kepgdlilian dapat an  melalui
monitSHingit dikator kogyang lazim.”’
Selain it# : '{""'1* <-b dukungan lain

kepada B y 2 : Peienimtahinterus memberikan

rhadap pert

modal ke dala - anggap vital.”®

2. Prosedur H’nﬁ‘ lSerwce Obligation (PSO)

Pembebanan PSO dilakukan untuk mewujudkan terlaksananya Pasal 34 Ayat

3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara bertanggung jawab atas fasilitas

’® Indonesia (11), Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4556. Penjelasan Pasal
65

" Kementrian Koordinator Bidang Ekonomi, Op.Cit,. Hal. 8

8 Ibid.
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kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.’® Saat ini pembebanan PSO
masih dilakukan oleh BUMN, namun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa
PSO ini dibebankan pada BUMS dan badan usaha lain.?* BUMN sebagai pengemban
PSO sudah diamanatkan dalam Pasal 66 Undang-Undang BUMN. Dalam
pelaksanaannya, pembebanan PSO harus memperhatikan dilaksanakan secara efisien
sehat dan dapat di pertanggungjawab-kan dan terpeliharanya kesehatan
kesinambungan usaha BUMN Pelaksana PSO. Konsekuensi dari pembebanan PSO,
maka BUMN yang menjadi operator PSO tidak boleh merugi dengan alasan

menanggung PSO.%! Berdasarkan al@8aa. tersebut, maka diperlukan suatu rumusan

harga atau dana PSO yang arga_Disepakati : BPP + Margin +

Pajak, atau lebif embiayaan PSO adalah,
kapasitas ( okok penjualan —

harga pefjiial3 sarana dan/atau

pl'aS ANd

g tida A 2SO adalah

fa sedur pemerolehan danarny@. Pf@Sedur penyalurag danadk

D tentunya
ricak as da KembangaMisikiustenggian yangisemaki garah kepada
ang King ang s ehar dapat epenuhnya

sestai,_dengan Undang-URBang A al 2004 Tentang Pe#Bendaharaan
I . |
Negarg, bergasarkan sik 2 A lan JanuarigS€tiap Departemen

sudah mﬂnpal A but W “Renja”) yang
ingin dilaksanak®@ m m eri Negara BUMN. %

euangan dan Menteri

Negara BUMN se a dengan Rencana Kerja

Pemerintah (selanjutnya dise 7). Lalu, setelah hasil pembahasan

7 Indonesia (11), Op.Cit,. Pasal 34 ayat 3

% Kartikasari dan Lastuti Abubakar, Penerapan Public Service Obligation (PSO) pada BUMN
Guna Meningkatkan Peran BUMN Sebagai Pelaku Usaha yang Kompetitif Dalam Pembangunan
Ekonomi, Laporan Penelitian, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2008). Hal. 28

*! Ibid. Hal. 29

8 Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Op.Cit,. Hal. 11

8 Ibid.
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tersebut, Menteri Keuangan kemudian mengeluarkan pagu anggaran sementara
dari masing-masing instansi dalam bentuk Renja dan Anggaran Kementrian atau
Lembaga (selanjutnya disebut dengan “RKA-KL”). RKA-KL tersebut kemudian
dibahas oleh masing-masing Departemen dengan komisi-komisi terkait di DPR,
yang mana hasil pembahasan RKA-KL tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam
nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(selanjutnya disebut dengan “RAPBN”), lalu di bahas di sidang kabinet dan
ditetapkan oleh Presiden.®* Setelah anggaran masing-masing Departemen masuk
dalam RAPBN, maka masing-masifilsepartemen menyampaikan konsep Daftar
Isian Pelaksanaan Angga but_dengan “DIPA”) ke Menteri
Keuangan unt jarulan  masing-masing
Departemeg ¢ 3 emasuk dana untuk
pelaksa P MN pelaksana
PSOfclt 417S? '- = : ya disc can’‘KPA”) dari

insta

tidak mencukypi memenuhi
kel SO i an NG ian tentu agar
tid3 elang L gdanga aku perlu
dild
untuk tidak gerlalu me

dari An n Pepgdag elanju disebut dengan
w # 0aS4d T kep -"“ w

“APBD”) terhdd ang beroperasi di

Kan penurunan Kusa barang, dis al tersebut

gkinkan me sumber dana

taan dari Pemda

nya, dimana permintaan
I giatan tersebut secara finansial

agar layanan B

tersebut sulit untuk tidaﬂ

merugikan BUMN yang bersangkutan.

& Ibid.
& Ibid.
% Ibid. Hal. 12

¥ Ibid.
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Berdasarkan penelusuran literatur, terdapat pula permasalahan-
permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PSO disebabkan oleh kinerja
BUMN yang menjalankan misi PSO belum semuanya menunjukkan adanya kinerja
yang baik. Terdapat kesan bahwa BUMN PSO identik dengan inefisiensi dan sarang
korupsi baik oleh manajemen maupun politisi dan birokrat.®® Menghadapi situasi yang
tidak menguntungkan ini, timbul argumen bahwa penyebab memburuknya kinerja
BUMN pelaksana PSO adalah karena BUMN pelaksana PSO pada umumnya
menjalankan tugas PSO mulai awal tahun, namun subsidi PSO dari Pemerintah tidak
jkali dilakukan di akhir tahun, akibat ketidak

dana PSO kemungkinan berdampak

diterima pada awal tahun, bahkan sgii

sinkronannya antara penugas

89

pada arus kas B aun ini lebih disebabkan

Pemerintahgha orif rlg algdasar dilakukannya

amk g dana PSO pada
Kinerja, B ak BaV/a ! f',v - ra pada citra
BUN Kuiai ;

g baik asyarakaimserta _CH ini semakin

pembaya

dipeKpa gan Kurang adanyia int@nasi J@mng transparans ngan harga

poka ang daagasagyang dihesilkan oleh BUiINgpelaksa

an pe an ki ola, at perb gan dalam
masyarakat tentang konsepBRSO ;{ [ ) sebenarnya, berdampak
pada pandaggan mereka Dag ' BUIVIN pelaksa . Masyarakat

memand ahwa B} elaksana PSSO gNya iki kinerja yang

tidak efisien da akiba -‘h AN pelaksana PSO terus
a keliru, karena BUMN

WIaporan keuangan secara

kegiatan yang komersial. Apabila

dilanda kertgia

pelaksana PSO s

v,

terpisah atas kegiatan yan

% peneliti Madya Badan Kebijakan Fiskal, Op.Cit,. Hal. 4
* Ibid.
* Ibid.

Y Ibid. Hal. 10
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terdapat laporan secara terpisah, maka akan dengan mudah dapat ditentukan penyebab
rendahnya kinerja BUMN.%

B. Konsep Penguasaan Negara

1. Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Para Ahli

Salah satu corak yang membedakan antara UUD 1945 sebagai konstitusi
Indonesia dengan kebanyakan konstitusi Negara lain adalah materi muatannya yang
selain mengatur persoalan politik ketatakenegaraan juga mengatur persoalan tata

kehidupan sosial, ekonomi dan kebug#igaan seperti termuat dalam Pasal 31, Pasal 32,

Pasal 33, dan Pasal _34 . F menyebutkan, “hal inilah yang
membedakan kg Si S ] i, penulisan konstitusi di
Negara-Neggra 3 Z emuat materimateri
konstitu AN ) donesia, sejauh
menyang 2, 800 ¢ ak penulisan
kons yand lazimditemui patiauiNes jaLa I ra-negara di
Er

gai k ) ' z orm dasar soal

pe ermas : gelola daya alam.

Ket@atuah yang paling se emahami norga Konstitusi terkait

dengag pefgglolaan sumb v ' 33 UUD 1945."B1 dalam Pasal 33
UUD 1945 ditemu I ilai

tujuamgdarl peranan negara

dalam pengelo Pasal 33 mengandung

“ara dan yang menguasai

I oleh Negara; serta bumi air dan

konsep pe

“Caban g-m

hajat hidup orang

2 Ibid.

9 Jimly Asshiddigie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Konstitusi Press,
2005), Hal. 124

** Ibid.
% Yance Arizona, Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya
Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi Vol. 8 No. 3, (Jakarta: Epistema Institute,

2011), Hal. 258

*® Indonesia (1), Op.Cit,. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)
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kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam konsep penguasaan Negara, terdapat beberapa teori-teori mengenai
kekuasaan Negara diantaranya ialah, menurut VVan Vollenhoven, sebagaimana yang di
kutip oleh Mohamad Faiz, menyebutkan mengenai teori kekuasaan Negara yaitu,
“Negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk
mengatur segala-galanya dan Negara berdasarkan kedudukannya memiliki
kewenangan untuk peraturan hukum”.®” Dalam hal ini kekuasaan Negara selalu
dihubungkan dengan teori kedaulatagg:. Selain Van Vollenhoven, terdapat pendapat

menurut J.J. Rousseau, sek kutip oleh Mohamad Faiz yang

. 99

menyebutkan pulé of:
rakyat bersumber
sinya merupakan
asaan bersama,
pada hakikatnya
3sdan bukagekedauldt ; ] I ga bukanlah

pa Do ebat apa ! ang mengikat
ya seperti hukum g d Tuhan serta huktm yap@imum pada

bangsa wedinarn es imp ekl

gan kedua 2oL 'di g ara tof c egara atas

SUMO & alam adal3 su ) akj@at"yang dikenal™@ dak bangsa,

sehingg gara dalam nie dipandang. sebagai yang memi akter sebagai
suatu masyaraka i SSeRInGga"=kenadanya dibe IH'ewenang atau
kekuasaan untu @ % 1;?;, &Wasi pemanfaatan
seluruh poters aberdayaTalam vang ada®dalam. i ya secara intensif.®
Sehingga, isi darp_Pasal_3 D ﬁ terselut, mertpakan legitimasi keberadaan

BUMN sebagai perwakilaagiNegaraiVdng Pkepadanya diberikan wewenang dan

kekuasaan untuk mengatur, mengur® memelihara serta mengawasi pemanfaatan

seluruh potensi sumber daya alam.

7 Mohamad Faiz, Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, Buku Elektronik (Electronic-Book)
(Surabaya: Universitas Narotama, 2011). Hal. 1

“Ibid.

* Ibid.

19 1pid. Hal. 2
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Pasal 33 ayat UUD 1945 tersebut mengandung pula kalimat “dikuasai oleh
Negara” atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnnya. Lahirnya
Pasal 33 UUD 1945 menjadi tonggak politik hukum pengelolaan sumber daya alam di
Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Sutowo, yang dikutip oleh Ahmad Redi
bahwa: **

“Since we proclaimed independence in Indonesia in 1945, we know that we
must control over natural resources as written in our constitution. Sejak
kemerdekaan Indonesia pada Tahun 1945, kontrol terhadap sumber daya
alam Indonesia harus dijadikan sebagai hukum tertulis dalam konstitusi”.

Frasa “dikuasai ole asal 33 UUD 1945 tersebut pernah
2konomi Indonesia, mantan

buatan UUD 1945,
102

dibahas pula pengeg
Wakil Presige

sebagaimg ' takan bahwa :

e ( 0 Ine sap-besar seperti

cbangun tenaga YErSe \ enggarakan
Droduksi anyak, hal

sebrrt diusahakan ole

Tefida fla peg dari ‘ , jhana kutip oleh

A 1 Wa ma dart ka aijoich Neo uasai oleh

Negara"#dfak berarti Negarggend : peAgusaha, usahawan atauerdernemer,

tetapi #h_tepat dikatakan ‘BafiWaskaklaStai®Negara sebena

membu uran guna.kelanta AN kOO

SelgiiigpeTtaE f BiRelana ‘m“-ﬂ FgSeminar Penjabaran
Pasal 33 UUD% ahtl gadopseg dari Mohammad Hatta,

sebagaimana di ku ' * wa ;104
“Sektor usaha Negara adala 0k mengelola ayat (2) dan (3) Pasal 33 UUD
1945 dan di bidang pembiayaan perusahaan Negara dibiayai oleh

erdapat pada

%0 Ahmad Redi (1), Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam:

Dynamic of State Control Concept on Natural Resources, Jurnal Konstitusi Vol. 12 No. 2, (Juni 2015).
Hal. 406
' Ibid.

193 1hid. Hal. 408

1% Mukthie Fadjar, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Hak Asasi Manusia, dan

Undang-Undang Sumber Daya Alam, Jurnal Konstitusi, Vol. 2 No. 2, (September, 2005). Hal. 7
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Pemerintah, apabila Pemerintah tidak mempunyai cukup dana untuk
membiayai dapat melakukan pinjaman dari dalam dan luar negeri, dan
apabila masih belum mencukupi bisa diselenggarakan bersama-sama dengan
modal asing atas dasar production sharing”.

Pendapat-pendapat Mohammad Hatta yang telah disebutkan dan dijelaskan
sebelumnya memiliki perbedaan dengan pendapat Bagir Manan. Bagir Manan

menjelaskan bahwa cakupan pengertian “dikuasai oleh Negara” atau “hak penguasaan

Negara”, adalah sebagai berikut : %

semacam pemilikan oleh Negara, artinya
satu-satunya pemegang wewenang untuk
asuk di sini bumi, air, dan kekayaan

“(1) Penguasaan merupaka
Negara melalui Pemeri
menentukan hak wey
yang terkaaduno

(2) Neg ¢ ( asi penggunaan dan
i 3ir, dan kekayaan

2

! d Jal_g a odal dalam
._f, ater

onsep Pengt egall’ Atas Sump Dayasd Alam

Minyé a.as digas) & enaga
ndone erupakan negarad yan bahan galian,ge tambang.

Bahga an 1tu meliputt™e gas, dan laff Sesuai dengan
ketert sal 33 ayat M akan bahwa, ° dan air serta
kekaya terkandun asai oleh neg IHlldipergunakan
sebesar- bes @ % :ihk ' i%va kekayaan alam

yang terkdngt hiaClal doenesiz_dil eh Negara untuk

kemakmuran rakyat™* Hak  pepeua “ egatagDerIST WEWenang untuk mengatur,
jelotaane| 3pqUSaiaan bahan galian, serta berisi

mengurus, dan mengawasl pe

kewajiban untuk mempergunaka S€besar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal
tersebut terlihat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960
Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, menyatakan bahwa :

“Minyak dan gas bumi mempunyai fungsi yang amat penting untuk
pembangunan masyarakat adil dan makmur, dibandingkan dengan bahan-
bahan galian yang lain, bahwa produksi minyak dan gas bumi merupakan

105 Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, (Bandung:

Mandar Maju, 1995). Hal. 12

1% ndonesia (1), Op.Cit,. Pasal 33 ayat 3

Universitas Indonesia

Peluang public..., Magphirroh Suryakusumaningrum, FH Ul, 2017



36

cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat

hidup orang banyak, baik langsung maupun tidak, bahwa minyak dan gas

bumi mempunyai arti yang khusus untuk pertahanan nasional %’

Penguasaan negara atas pengelolaan sumber daya alam migas diatur pula dalam Pasal
4 ayat (1) Undang-Undang Migas yang menyatakan bahwa, “Minyak dan Gas Bumi
sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah
Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh
Negara”.108

Penafsiran mengenai konsep penguasaan Negara terhadap Pasal 33 UUD 1945

terdapat pula dalam putusan-p h_Konstitusi dalam menangani kasus-

kasus pengujian

‘ ) ¢
Undang Miga : a anyak lagi Undang-
Undang 0 ' ' 3 usan Mahkamah
Konsgitus : ﬁ’". ) Sep penguasaan
Neg 118 #al 33 U l94548dalah, putu ; Konstitusi

b Uji eri pang-une hun 2001

as Bumi, dalamapertimbangannya Konstitusi

aya alam, seperti Undang-

NoloQ eng
Te ak Dan

berpe at mes a1, “hak™menaua 223 adala an da nakna Negara

me etapi ¢ )e : ya hanyd
(beuelakukan Jenyatt K gal aad), melwpengurusan

aad), dan mW pengawasan
Yo

kebijakan

a. Prinsip kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan;

7 Indonesia (11), Loc.Cit.

1% |ndonesia (10), Op. Cit,. Pasal. 4 ayat (1)

% Himawan Prasetyo, Analisis Kebijakan Pembatasan Kenaikan (Capping) Tarif Tenaga

Listrik Untuk Industri Dari Prespektif Hukum Persaingan Usaha, Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia,
2011). Hal. 44

119 Ahmad Redi (1), Op.Cit,. Hal. 410
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b. Prinsip rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945
memberikan mandat kepada Negara;

c. Prinsip mandat rakyat secara koletif untuk mengadakan kebijakan (beleid)
dan tindakan pengurusan (bestuursdaad); pengaturan (regelendaad);
pengelolaan (beheersdaad); dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk
tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemaknaan terhadap “penguasaan oleh

Negara” telah tegas dan jelas, sehingga setiap Undang-Undang di bidang sumber daya

alam, baik Undang-Undang ba aupun  Undang-Undang perubahan harus

menjadikan asas penguasa ) ¢ Ber daya alam sebagai asas dalam
pengusahaan sug 15 A s . an dengan berlandaskan
asas penguséh 2t D 8 i alam: Penguasaan
oleh Neg d ahe » 3 S leh Negara dan
pengiisaht : '/

Jtusan Mahka <onstitust"Ne engenai uji

ndang-Undang No. 22 uri20018Fentang Minyak I, terdapat
MahKamah Konstitusi: |2 ' anl N U-11/2003

pnonan jid : pmor "2 02 Tentang

jkan terhadap @Rda asar, Negara Repuplik Ind@nesia Tahun

2 . . .
putusan MahKaaa ‘ Sebut dijelaskangnengenai pengertian

g Pasal ° Yul945wKalimat “dikuasai oleh Negara”
“(-ﬁ? ang 1ebig | _ate Ieb' aripada pemilikan dalam

erupakan konsepsi

vakyat yang dianut dalam
I;m

kyat itu, rakyatlah yang di akui

hukum publik ya

UUD 1945, sehingga dalav‘E

sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam

kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk

rakyat”.113

" bid.
2 Ahmad Redi (1), Op.Cit,. Hal. 406

3 pid.
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Sejak tahun 2003, sudah ada tigabelas putusan Mahkamah Konstitusi yang
dikeluarkan dalam menguji Undang-Undang di bidang sumberdaya alam terhadap
Pasal 33 UUD 1945 (data tanggal 16 September 2011)."* Dilihat dari putusannya,
tidak semua permohonan pengujian Undang-Undang dikabulkan oleh Mahkamah
Konstitusi. Dari tigabelas pengujian Undang-Undang tersebut, empat permohonan
pengujian Undang-Undang dikabulkan baik dikabulkan seluruhnya maupun
dikabulkan sebagian, tujuh permohonan pengujian Undang-Undang ditolak dan dua
permohonan pengujian undang-undang tidak diterima karena tidak memenuhi legal

standing sebagai pemohon.*®

Pengatura a_migas adalah bagian dari

pelaksanaan pe eh Pemerintah dengan
tujuan agampe ar 1o 0 agl hlegara dan untuk

sebesaf-1 /e A : A *hi desentralisasi,

Pem : K Tibe ; nengatur  usaha

faerahiaya s& hertanggune signal, secara

be jawab  diartika

péMmanf@dtannya  dituju r-besarnya

kema rakayiat ™ sece DroPOrSIo di 2 enan emda dalam

0 (ids tlak. fan daerah

pe a pe

dal engatur usaha pe ba K Ah tligas pembantuag, tu embantuan
terseb tas pada pengatus 2ha. pe bangan mi dangkan hak

penguasaqlegar fay enuw dilakukan oleh
Pemerintah Pus

pefigusahaannya tidak
dapat semuanya "gi Negara dalam lingkup
pengusahaan (hak pengus n kepada BUMS dan/atau badan

usaha lain dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dengan suatu Kuasa

Pertambangan, atau Kontrak Kerja Sama. Namun, pelimpahannya tidak berarti

BUMS dan/atau badan usaha lain tersebut menjadi pemilik bahan tambang yang

"% yance Arizona, Op.Cit,. Hal. 266
" Ibid.
116

Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal. 24

7 1bid. Hal. 25
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diusahakan. Negara tetap berdaulat atas bahan tambang sebagai sumber daya alam.**®
Dalam hal pengalihan hak penguasaan, Negara tidak dapat mengalihkan melebihi apa
yang dikuasai, sifat pengalihan hak penguasaan adalah hak penyelenggaraan dalam
bentuk pengusahaan pertambangan kepada pemegang Kuasa Pertambangan. Kuasa
Pertambangan bukanlah hak memiliki bahan tambang melainkan izin untuk
melakukan usaha pertambangan.'’® Sehingga, dalam pengusahaan bahan galian
tambang, Pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor
(badan usaha) apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak

h 120

atau belum dapat dilaksanakan sendigi@igb instansi Pemerintah.

Sebagaimana haln egara pada sektor migas, dalam

sektor ketenagali at terlihat dalam Pasal 3
ayat (1) Upgda
tenaga lig
Pemdrinta o - ' : asal 3 ayat (1)

Und adand Keteaagalistrikar gliDahwa i

2 Usaha penyediaan

a dilakukan oleh

~Mengingat tenaga listelk upgkan salah satu caba uksi yang

g dag is_dalag idipan. usah han tenaga

listrik dikti@sai oleh N&gars ) dalam penyelenggaraannya digujukan untuk
pesarn i Kape nura

bidang keteg Hs ﬁ ag al 3 ayat (1)
sebeluWahwa, peng i il adalah dikua
dilakukad\ Pemeritl 1a ‘ -.,, aksu ' 1 “dikuasai oleh
Negara” yapg.d # ch Pcing \r“:n ah. sebagai regulator yang
berwenang me

tersebut sebagaiUIf
ak

Ketenagalistrikan yang m

disebutkan

Negara yang

dan pengawasan, hal

) at (2) Undang-Undang
nyelenggaraan penyediaan tenaga

listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemda sesuai dengan

8 1hid.
19 1hid. Hal. 26
120 1pig.,

2! Indonesia (6), Op.Cit,. Penjelasan Pasal 3 ayat (1)
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kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan

usaha penyediaan tenaga listrik™.*?

Pemerintah dan Pemda sebagai regulator dalam melakukan Kkegiatan
dibidang ketenagalistrikan dilakukan oleh BUMN, hal tersebut sesuai dengan Pasal
4 ayat (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa,
“Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan Pemda dilakukan
oleh BUMN dan BUMD”.'® Selain Pemerintah dan Pemda yang melaksanakan
usaha penyediaan listrik, BUMS, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat pula

berpartisipasi dalam usaha peny listrik. '

Penguasa tha : g an oleh Pemerintah dan

Pemda selai Sa Undang-Undang

Ketenaga iR - : eq an pula untuk
menyedia /18 ] ,M' sallt fisebutkan dalam

s strikag

“Untuk penyediaan tenat sefi@gaimana dimaksud dalamiPesal 3
), Pem pdan yedig fa untuk
3 ompok masyarakat tidak mampu;
pemba : edli enaga ferah

yang betumber Kemib?
c. pembang lené g s“i di daerah ‘ dan
perbatas e
e

C. Peluaing..Bade Salaml S)¥Se Badan Usaha

Lain D8 L ektg enaga T Sektor Minyak

dan Gas Mi )
1. Peluang Dalarm®ina i etenagalistrikan

a. Peluang Dalam Kedudukan PT. PLN (Persero) Sebagai
Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK)

122 1pid. Pasal 3 ayat (2)

3 1bid. Pasal 4 ayat (1)

2 bid. Pasal 4 ayat (2)

12 Ibid. Pasal 4 ayat (3)
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Tenaga listrik pada saat ini merupakan kebutuhan yang sangat vital, karena
semua kegiatan seperti kalangan industri, komersial, dan masyarakat umum dapat
dipastikan menggunakan energi listrik. Penggunaan energi listrik dapat dilihat secara
langsung baik di lingkungan rumah tangga, sekolah, rumah sakit, perkantoran dan
industri-industri.

Usaha di bidang ketenagalistrikan di Indonesia telah ada pada abad 19 ketika
beberapa perusahaan asal Belanda yang mendirikan pembangkit listrik untuk
keperluan pabriknya sendiri. Kemudian pada tahun 1942 sampai tahun 1945 terjadi

pengalihan pengelolaan listrik darj8 da kepada pihak sekutu, setelah Belanda

menyerah kepada pasukal Perang Dunia Il, pada masa itu
anggal 27 Oktober 1945.
Berdasarkag saliaan Negara, Perjan

Listrik da ' : v sahaan Listrik Negara

perusahaan keli o

BPU-Plahkaibubarkan. anti menjadi
2 (B3 aan Negara 'y sahg istrik NeEge ya disebut
deng ") Pe
(s

Benda Peraturan int i 972 Tenta

h menge engga i Al as Negara

Kemudian,

clani diSebuit dengan % untuk me
hahan Status

Per istrik Negal@¥ e g Umum  LiS 2gara, usaha
kelistru udian diub? 3 Oerusahaan gistrik Negara
(selanjutn%i:e fi;—, C ] :i"ti ebut'kemudian ditetapkan
sebagai P *

Setelah per@Banan [ 1k Pg diterprtkan”Undang-Undang No. 15
Tahun 1985 Tentang pagalis ] lanjutnya disebut dengan “Undang-
Undang Ketenagalistrikan 198 Indang-Undang Ketenagalistrikan 1985

2% |Indonesia (12), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 19 Tahun 1960

Tentang Perusahaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1989

27 pT, PLN (Persero), http://www.pln.co.id/2011/03/profil-perusahaan, dikutip pada Tanggal
1 November 2016 Pukul 22:10.

128 |ndonesia (13), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 Tentang Perusahaan Umum

Listrik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2983.
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merupakan pengganti Ordonansi tanggal 13 September 1890, Staatsblad Tahun
1890 No. 190 yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Ordonansi
tanggal 8 Pebruari 1934, Staatsblad Tahun 1934 No. 63, yang selama ini
digunakan sebagai pedoman pengaturan di bidang ketenagalistrikan.'® Dalam
Undang-Undang Ketenagalistrikan 1985 itulah yang kemudian mengatur
mengenai PKUK.

Sebelum membahas mengenai PKUK, terlebih dahulu akan dijabarkan
mengenai pengertian dari Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Kuasa Usaha

Ketenagalistrikan merupakan s instrumen hukum yang dikenal dalam

Undang-Undang Ketenag ng _dilakukan oleh Negara dan
diselenggaraka G 3 ' [l i peraturan perundang-
undangan : than mengenai Kuasa
Usaha ; ! ASa ( ndang-Undang
Keteflaga

venanqan berikan oleh

SHad B 3 mata untuk
elakKsanakan usaha p AN t fan umum,
iberi - < ang tenaga
rik”.

Pengertian Kuasa an sebagaimand menufut Pasal 1

D85 tersebui| dapat beberapa

angka Jndang-Undg

unsur-unstr Kuasa Usahasiselenad
. e,
b. Kewen

c. Adanya tw an usaha penyediaan
tenaga listrik untuk kepen

d.  Melaksanakan usaha penunjang tenaga listrik.
Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Ketenagalistrikian 1985 yang menyebutkan

mengenai Kuasa Usaha Ketenagalistrikan tersebut, dapat dilihat bahwa PKUK

|ndonesia (7), Op.Cit,. Bagian Penjelasan Umum

B39 1pid. Pasal 7 ayat (1)

B Ibid. Pasal 1 angka 5
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adalah, “BUMN yang diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan diberi tugas untuk
melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik”.**? Hal tersebut selaras pula
dengan pengertian PKUK yang terdapat dalam Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral No. 10 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha
Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi Atau Yang Terhubung Dengan Jaringan
Transmisi Nasional (selanjutnya disebut dengan “Permen ESDM No. 10 Tahun
2005”). Dalam Permen ESDM No. 10 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (1) disebutkan

mengenai pengertian dari PK ialah, “BUMN vyang diserahi tugas oleh

Pemerintah semata-mata ug L L aha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan u ; ) G igan kepentingan umum
berdasarkag 2 < 35 ahwa usaha di bidang
ketenagaliStfik: ' varakat. "

ang-Undang
Ketg IStEAK g jelaskan b ‘ ngal PKUK,

kopgr3 padan usaha 12 Erbadan hut ang tidak

benrd tkum dile an kes selua mva ber zin Usaha
K

megmng emamptia ga ) : Mkebutuha gara merata,

ctehagalistal sepanjandis, te efl'gikan  kepentiagan ._JNegara guna

dan @ elaksanakan peranan ters <operasi dan badan-ba
melakt‘*jasama denge ,TJ a : berdasarkar}w”an perundang-
undangan g riﬁi: ” Koperea ) ':'.'i'i‘ aha™ain yang diberikan

kesempatag disampiig. BUMNisehag UL Ueig egang Izin Usaha

aha lain dapat

3

Ketenagalistrikam_tSetarjuinya PTORS™Tal tersebut sebagaimana

penjelasan mengena n yangterdapat dalam Pasal 1 angka

6 Undang-Undang Ketenagalistrika

B2 1pid,

33 |ndonesia (14), Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 10 Tahun

2005 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi Atau Yang
Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional. Pasal 2 ayat (1)

B4 ndonesia (7), Op.Cit,. Penjelasan Pasal 11 ayat (1)

3 Ibid. Penjelasan Pasal 7 ayat (2)
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Hal serupa terkandung pula dalam Permen ESDM No. 10 Tahun 2005, bahwa
Pemerintah dalam hal ini BUMN adalah sebagai PKUK dan terdapat badan-badan
lain yang diberikan kewenangan berdasarkan lzin Usaha Ketenagalistrikan, akan
tetapi PIUK dibedakan kembali antara PIUK untuk kepentingan umum dan PIUK
untuk kepentingan pribadi.**

Terdapat perbedaan macam-macam badan yang dapat diberikan kewenangan
sebagai PIUK untuk kepentingan umum dan PIUK untuk kepentingan pribadi.
Perbedaan tersebut berdasar pada Undang-Undang Ketenagalistrikan 1985 dan
Permen ESDM No. 10 TahuaglQ05. Apabila menurut Undang-Undang
Ketenagalistrikan 1985, P. [ €
koperasi dan B o ika : )M No. 10 Tahun 2005

dapat diberikan

mum dapat diberikan kepada

menyebut
kepada B

puibadi. Apabila
gan pribadi
epada koperagk, : i 3 ahg diberikan

sebagaigi® X - Jo ain. : apn, menurut

g _ESDI 0. 10 _Tah )5 menyebtitkan lebif bahw UK untuk

pribadi dapa pri ¥Selain PKY /S; swadaya

erorangan a

maka an K dan PIUK

asarkan Undang-

pen Jelas
terdapat k
Undang K

(@) Menyegy o ""-"
(b) Memberikan pe W nilkePaTknya kepada masyarakat;

% |ndonesia (14), Op.Cit,. Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4

7 Indonesia (7), Op.Cit,. Pasal 1 angka 6

3% |ndonesia (14), Op.Cit,. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)

% |ndonesia (7), Loc.Cit.

% ndonesia (14), Op.Cit,. Pasal 13

"pid. Pasal 15
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(c) Memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan umum.

Sebagai PKUK dan PIUK selain 3 (tiga) kewajiban tersebut, PKUK dan PIUK
memiliki kewajiban pula untuk memberikan dengan mutu dan keandalan yang baik
dan dengan pelayanan yang cepat, mudah, dan layak.*

Pemberian peran PKUK kepada PT. PLN (Persero) sebagai BUMN yang
bergerak dibidang usaha ketenagalistrikan, merupakan wujud pelaksanaan amanah
Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menetapkan bahwa cabang-cabang produksi
yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak (dalam hal ini

termasuk produksi tenaga listrik) dilfasai oleh Negara. Sehingga, dengan peran

sebagai PKUK yang_mg ; 3 D (Persero) membuat PT. PLN
(Persero) memp ; hal an menjalankan sendiri
selaku PKUK, PT.
PLN (Pgérsero yenyelenggaraan
keter@dga 2 g i S BLUNMN dalam

program-psg@gy ISt ; 03

pen garadan ketenagalistrika g 1as@ ‘ : sumberdaya

malfiS Ih sangat d@minamsintuk c agdan seluruh
wilg

gan _pengiasadn as,_cabang=ta ksi yang

pe enguasal*ia id : falam hal produksi
tenag ), Mahka KO M JaleM@Putusan Perk 0. 001-021-
OZZIPHI 03 Tangga JES 20048Pada salah SLU‘imbangannya
antara Iai%n *ﬁw:i\

“Tena ISthiRer N akal Cabant-Dhoatiksi penting bagi negara
dan ar*fdjat hi ) . gga oleh karenanya
menurut yat € p dikuasai oleh Negara,
dalam arti harus.dikélc w 3 meéfalui perusahaan negara yang
didanai oleh PemérfmtaliatE atau dengan kemitraan bersama
BUMS nasional atau asing yang menyertakan dana pinjaman dari
dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan modal BUMS

nasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling
menguntungkan”.

2 1bid. Penjelasan Pasal 15

 Heru Setiawan, Op.Cit,. Hal. 89
“ Ibid.

% Ibid. Hal. 90
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Penetapan PT. PLN (Persero) sebagai PKUK untuk pertama Kkali
dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1990 Tentang Perusahaan
Umum Listrik Negara, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan
Pemerintah No. 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum
Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan. Dengan demikian, berlakunya
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk
Perusahaan Umum Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan tersebut
17 Tahun 1990 Tentang Perusahaan

menjadikan Peraturan Pemerintahablo.
an tidak berlaku. Kuasa Usaha
PLN (Persero) adalah

untuk melaks el 0 i usaha penyediaan

Umum Listrik Negara dig
Ketenagalistrika ad

tenaga |j aha penyediaan

tenagé | istrik; transmisi

146

tena ist dan_ distribus istri

edangkan A penunjang

tendg? siput, ko : g hemtibungan“de agalistrikan;

pe dan spemasand praf@tan  ketenpagalist eliharaan

pefalatan Kketen@dalistrikan“gea nfemiPangan (€ 0gi peralatan yang

mey ehyediaa 3 q

gga peluangbags A aha lain terdgi BUMS
untukH dalam sek ada masa Han PT. PLN
(Persero) -. @A ap ’k:# ar&gi badan-badan

sebagai P Bibin LI rantberupa lziagwsahan Ketenagalistrikan

oleh PT. PLN(Persero) ‘ edudURan” tersebut sesuai dengan
pengaturannya dalam@ftag l K Kan 1985.

b. Peluang Dalam Kedudukan PT. PLN (Persero) Sebagai
Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (PIUPTL)

Berbeda dengan kedudukan PT. PLN (Persero) sebelumnya yang mana PT.
PLN (Persero) adalah BUMN yang diberi kewenangan sebagai PKUK oleh peraturan

¢ Indonesia (7), Op.Cit,. Pasal 6 ayat (2)

“ibid. Pasal 6 ayat (3)
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perundang-undangan sebelum adanya Undang-Undang Ketenagalistrikan. Maka,
sejak diundangkannya Undang-Undang Ketenagalistrikan hingga saat ini, PT. PLN
(Persero) berdasarkan Undang-Undang Ketenagalistrikan diberi kedudukan sebagai
Pemegang lzin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (selanjutnya disebut dengan
“PIUPTL”).

Sama seperti sebelumnya, sebelum membahas mengenai PIUPTL sebelumnya
akan membahas mengenai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (selanjutnya disebut
dengan “TUPTL”). Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Ketenagalistrikan,

IUPTL adalah izin untuk me saha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umumgses S adalah izin untuk melakukan
penyediaan te batasan pembahasan
dalam pe : al [UPTL untuk
kepengin kepentingan
ditentukan

enyediaan tenaQaklistEk terg aga listrik

i a usahe ig : iStrik™e pentingan

se — ié enaga eNtinga puti: jenis

i “ Smi8il tenaga listrik; 8
s den HaRdakhgang Kete@rikaﬂ, usaha
penyediaan ten A H’l * ik dilaksanakan setelah

usaha "pPembangkitan teng si tenaga

listrik*@anyatau penjuala

mendapatks yang ditetapkan

sesuai dengan jemi m; 5 izi asi khusus untuk usaha
pembangkitan listrik de ¢ %wr! e yang ditentukan oleh Menteri.

Berdasarkan jenis dan bentuk usahaf¥a, maka IUPTL terdiri atas :

a. lzin usaha pembangkitan tenaga listrik, merupakan izin usaha untuk
kegiatan memproduksi tenaga listrik;

b. lzin usaha transmisi tenaga listrik, adalah izin untuk melakukan usaha
penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi atau ke
konsumen Tegangan Tinggi (TT) atau ke antara sistem.

% Indonesia (6), Op.Cit,. Pasal 1 angka 10

9 Ibid. Pasal 1 angka 11

Universitas Indonesia

Peluang public..., Magphirroh Suryakusumaningrum, FH Ul, 2017



48

c. lzin usaha distribusi tenaga listrik, yaitu izin untuk melakukan usaha
penyaluran tenaga listrik dari sistim transmisi atau dari pembangkitan ke
konsumen baik konsumen Tegangan Menengah atau konsumen Tegangan
Rendah;

d. lIzin usaha penjualan tenaga listrik, merupakan izin untuk melakukan
kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen atau pelanggan
listrik;

e. lzin usaha distribusi dan penjualan listrik, merupakan izin untuk melakukan

kegiatan usaha penyaluran d gnjualan tenaga listrik dari sistim transmisi

atau dari pembangki
f. 1zin usa grasi, yaitu izin usaha

itan tenaga listrik,

usaha secara

..... - i Se dapa arkan oleh

Peme psat dan Pemda™Viarg dibérikapik€wenangan Umte etapkan IUPTL,

hal sebagaing iatur ok d dang an0 Ket@ an. Dalam

halSpeRctapaa usa sebut grdigebut_sebaga aeLinta sat adalah,

Pregtd publik  Int® i eKkekuasaan ah Negara

Repd fonesia sebagaiffiama M UUD 1945.° ang disebut

sebagw adalah, Gubé Wtikota dan peyﬂaerah sebagai
t T ;

unsur pem

da denigan hadan-badan tsaha |z Al Rl PT. PLN (Persero)
sebagaimana S K I ceteniua afthan  Undang-Undang
Ketenagalistrikan \' (Persero) dianggap telah
memiliki IUPTL disebabkan

dibidang ketenagalistrikan berdasarkan Peraturan Pemerintan No. 23 Tahun 1994

Persero) merupakan satu-satunya BUMN

Tentang Pengalihan Bentuk Perum Listrik Negara Menjadi Perseroan.'*?

10 1pid. Pasal 1 angka 15

B Ibid. Pasal 1 angka 16

12 1pid. Pasal 56
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Sama seperti PKUKYyang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebagai PIUPTL
memiliki  kewajiban-kewajiban yang diatur di dalam Undang-Undang
Ketenagalistrikan, diantaranya yaitu: **°

a. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan

yang berlaku;

b. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan

masyarakat;

c. Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan

d. Mengutamakan produk d giensi dalam negeri.

Pengaturan menge ewajiban-kewajiban PIUPTL selain
diatur dan diseb fli Lk 3 ikan, juga diatur pula di
dalam Peratfir s efubahan Kedua Atas
Peratura : ang aan ¢an Pemanfaatan
Tena 0. 26 Tahun
butkan pula
esempatan
PIUPTY kepentingan

n kecukupan pasckan tenaga listrik di

iliki dag g

Perupahan  penti g g
diundangikanilya Updan ""‘) ctenao Ikargadalah Bkedudukannya yang
sebelumnya sebdg dmij\fm% 1ana hal tersebut terlihat
dalam ket

Terhadap ketentv
kﬂ‘a

disamakan dengan pela

PT. PL&N ™(Bersero) sejak

Ketenagalistrikan.
PLN (Persero) adalah
ketenagalistrikan, sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Ketenagalistrikan bahwa PT. PLN

(Persero) dianggap telah merniliki IUPTL bukan sebagai PKUK lagi. Dan

33 Ibid. Pasal 28

% Indonesia (15), Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lemabaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4628. Pasal 1 angka 1

3 Ibid. Pasal 1 angka 2
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konsekuensi terhadap hal tersebut juga berpengaruh kepada pemberlakuan terhadap

wilayah usaha.

Penetapan wilayah usaha bagi pelaku usaha penyediaan tenaga listrik
untuk kepentingan umum merupakan persyaratan utama untuk mendapatkan
IUPTL dari pejabat yang berwenang, baik Pemerintah Pusat maupun Pemda.'*
Dengan telah diberikannya IUPTL dan ditetapkannya wilayah usaha bagi yang
bersangkutan, maka selanjutnya para PIUPTL tersebut wajib menyediakan tenaga
listrik dengan standar mutu dan keandalan sebagaimana diamanatkan UU No. 30

Tahun 2009 tentang Ketenagadi

Meskipun,s < Undang Ketenagalistrikan, PT.
PLN (Persero

a sama seperti badan-
Undang-Undang
UK dan badan-
9 Peraturan

efaga Listrik

MN diberi prioritas "gertami@ mglekukan usaha penyedi aga listrik

) OaK O em D

r

oritas yang

Jupati/V Jai dengan
ya memberi ke ﬁ epatle BUMD; BWMS
nw‘nesia; kope daya. i yarakat untuk
penyedia“naga isil - fo : i,
pemberian pric but BUM qertiPakan %

g berbadan

clakukan usaha

Dijelaskan pula bahwa

G

Jdan_ penguasaan negara
terhadap p
Dengan de :

4 k ikan membuka kesempatan
kepada badan-badan lain, seperti S; koperasi; dan swadaya masyarakat

untuk menyelenggarakan usaha dibidang ketenagalistrikan secara terintegrasi

terutama mengenai penjualan tenaga liatrik melalui penetapan wilayah usaha

%8 Heru Setiawan, Op.Cit,. Hal. 104

7 Ibid.

¥ Indonesia (16), Op.Cit,. Pasal 9

9 1bid. Penjelasan Pasal 9
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penyediaan listrik dan/atau melalui kerjasama.'®® Dan penjabaran singkat mengenai
peluang bagi badan-badan usaha lain dalam kegiatan ketengalistrikan melalui
penetapan wilayah usaha penyediaan listrik dan/atau melalui kerjasama adalah

sebagai berikut :

A. Penetapan wilayah usaha penyediaan listrik

Usaha penjualan tenaga listrik oleh badan-badan lain hanya dapat
diselenggarakan dalam satu wilayah usaha. Oleh karena itu,
berdasarkan Peraturan Menteri
Tahun 2012 Tentang ghonan Wilayah Usaha Penyediaan

Tenaga Li ' adan tersebut wajib untuk
mengaj diaan tenaga listrik

usaha yang akan

nergi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28

fegand usaha yang

V cgang wilaya 12 ada tide 3 jenyediakan
& listri : I aga li gkat mutu,
E
ruh

B. Kerjasw. ;:'., F

Berdasarkan Pasal 4 ayat (6 faturan Menteri Energi dan Sumber Daya

keandalan y,

megang Wi pda mengem sebagian atau

.,.‘ nerhn Sumber Daya

Mineral Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha
Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi atau yang Terhubung dengan
Jaringan  Transmisi  Nasional, badan-badan lain hanya dapat
menyelenggarakan penjualan tenaga listrik dalam wilayah usaha PT. PLN
(Persero) atau PIUPTL Terintegrasi. Dalam hal badan tersebut akan
menyelenggarakan usaha penjualan tenaga listrik di wilayah usaha PT. PLN

%% |ndonesia (6), Op.Cit,. Pasal 11
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(Persero), maka badan tersebut harus melaksanakan kerja sama dengan PT.
PLN (Persero). Oleh karena itu, badan tersebut dapat mengajukan permohonan
secara tertulis kepada kantor PT. PLN (Persero) di wilayah usaha yang telah
mendapatkan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kerja
sama tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk perjanjian jual beli
tenaga listrik atau biasa disebut Power Purchase Agreement (PPA).

Perubahan kedudukan yang terjadi pada PT. PLN (Persero) dengan
diundangkannya Undang-Undang Ketenagalistrikan yang merubah kedudukan PT.
agai PKUK dan menjadi PIUPTL dari

sudut pandang Kegg L ) ga elanjutnya disebut dengan

PLN (Persero) yang sebelumgp

“Kementrian B : 1 atau implikasi secara

t fpandang PT. PLN
asakan terhadap
sero) masih
adi PIUPTL
dang-Undang

2 Réltahg Dala : inyak' as BumiiMigas)

ftlhan ternadapiimi r erus mening ag tahunnya.
Mebatan Dewan uhan migas al pada tahun
2025 M ncapai sekitarseriia ffa‘barel minyak e H per hari, dan
sekitar 47‘*i ai 4?';,; allidoLits i 1"‘% ,&a’ 2025 kebutuhan

prOdUkSi Ci ol ..lhql‘ll'mwllllﬁlir1 C akar migaS dalam

negeri membutunRan*tersedianya § “ pegelanan migas yang cukup memadai,
baik dari segi kapaStta pksi. "Uptuk™hal ini tentunya pembangunan
infrastruktur untuk penyedia Tas asilitas tersebut sangat dibutuhkan, maka

kesempatan bagi para penyedia infrastruktur oleh BUMS masih sangat terbuka luas.

%1 Hasil Wawancara Penulis yang dilakukan terhadap narasumber perwakilan dari Bagian

Biro Hukum Kementrian BUMN, Pada tanggal 24 Oktober 2016.
162 Hasil Wawancara Penulis yang dilakukan terhadap narasumber perwakilan dari Manager
Senior Bagian Investor dan Good Coorporate Governance PT. PLN (Persero) Pusat, Pada tanggal 1
November 2016.

1% satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi (SKK Migas),
Bumi : Bulletin SKK Migas, Bulletin Edisi ke-4 bulan November, (Jakarta: SKK Migas, 2016), Hal. 4
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Industri Migas adalah industri yang bersifat padat modal dan melibatkan
banyak sekali pekerjaan untuk penyediaan barang maupun jasa. Industri migas di
Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Migas, di bedakan menjadi dua kegiatan
yaitu kegiatan hulu yang mencakup eksploitasi dan eksplorasi dan kegiatan hilir yang
mencakup pengolahan; pengangkutan; penyimpanan; dan niaga.’®* Pada kegiatan
hulu, peluang bisnis yang timbul adalah sebagai pelaku kontrak kerjasama migas baik
untuk membuka lapangan baru maupun lapangan marginal atau mature. Selain itu
juga terbuka kesempatan untuk turut mengembangkan lapangan yang sudah

berproduksi melalui teknologi pem@anokatan buatan atau turut serta dalam
165

pengelolaan sumur tua. juga terbuka peluang untuk BUMS

atau badan-bad junjang, peranan usaha
penunjang jel i UStki penunjang seperti
penunja at jasa Si tama dibutuhkan

dalani®&pé UM ! “\FB d : as Indonesia

aka aral ke la edangkaijas anvak. oil n mulai dari

jasast Ik sampa A an, industrr+g 7 4uga sangat

dib dalam menumjang efetifitas eksplorasigtan, ckspl grti industri

a a
A . setiap kegi

: anan; “oangniagas, Usaha Wtan niaga migas
B o dfkilang }l pun*penjualan produk kilang
ke konsumg I 3T bentuk usaha niaga

dengan aset mau ga dapat berlaku dalam
pengusahaan gas bumi ya a an ke ekspor maupun impor, sedangkan

penjualan gas bumi ke konsumen melalui pipa maupun bejana khusus (dalam bentuk

pipageasing dafiftitbing; wellrtead
terhé Jdibutuhka®®

atkimia merupakangprodukdngoulan dan

Se
o

(1)

ektor hilir, pe ha hilir yaitu

tabung) dapat dilakukan oleh usaha niaga umum.'®’ Peluang investasi di bidang

penyediaan infrastruktur hilir gas bumi juga merupakan peluang yang banyak di cari

% |ndonesia (10), Op.Cit,. Pasal 5

185 Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Loc. Cit.

1% 1bid. Hal. 34

%7 1bid.
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oleh para pebisnis Indonesia dan dunia, saat ini Indonesia sedang memerlukan
pemasok jaringan pipa gas, ketersediaan jaringan pipa gas sangat diperlukan untuk
menunjang proses transmisi dan distribusi gas bumi, karena sasaran Pemerintah dalam
jangka pendek untuk jaringan transmisi dan distribusi, termasuk juga jaringan gas
kota adalah penyempurnaan dan pemutahiran Rencana Induk Jaringan Transmisi dan
Wilayah Distribusi Gas Bumi Nasional dengan mengacu pada ketersediaan pasokan
dan kebutuhan pasar yang terintegrasi selain mengintegrasikan Jaringan Transmisi
dan Distribusi Gas Bumi Nasional, Pemerintah juga merencanakan tersedianya

jaringan gas kota.'®®

Dengan mgii
telah disebutka

terutama
dala

dalam Pasal 9 ayat () U

erus tumbuh seperti yang

untuk memenuhinya

: ngunan pipa gas
sempai dengan
el gisian i yang saat ini

an Sa Adan;ada as terdapat

Ang-Undang Mig nyebutkan

a Hulw,dan Kegiatan dapa akan oleh

—d
\o

g berh

‘danusaham . K =
A

e. Badan u" "

aha yang di dirikan dan berbadan

Terhadap badan usaha tetap,™y.
hukum di luar wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara

Indonesia, terhadapnya hanya dapat melakukan kegiatan usaha hulu.!™

158 1bid.

189 1pid. Hal. 33

% Indonesia (10), Op.Cit,. Pasal 9 ayat (1)

1 Ibid. Pasal 9 ayat (2)
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Pembukaan kesempatan bagi badan-badan usaha tersebut dimaksudkan untuk
memberi kesempatan seluas-luasnya kepada badan usaha, baik yang berskala besar,
menengah, maupun kecil untuk melakukan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha
ilir dengan skala operasional yang didasarkan pada kemampuan keuangan dan teknis

badan usaha yang bersangkutan.'’?

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Migas tersebut, Industri migas
sebelumnya di monopoli oleh PT. Pertamina (Persero) karena sebelum
diundangkannya Undang-Undang tersebut posisi PT. Pertamina (Persero) dalam

industri migas Indonesia adalaf

Pertamina (Perserg oF: a el elaksana industri yang meliputi
pengilangan d { annya Undang-Undang
: s A Al : na kegiatan hulu

ator sekaligus pemain dengan arti, PT.

Migas, p :
dan hidir térsebut industri
hulu/dar di Indones 5¢Maki urka. i i'migas nasional

tida pada’ monopa s rktur pasar

oligapeli baik.sebelum diundangkan Uj

ang-Undang Migas a setelahnya,

struktt dustri gas ntidgberCiriNaligopolistk ™ deng nilal vaitu rasio

) H‘ goebapai salah sadn diantara

) - pengaturar] IU'ilakukan oleh

v;l'r. 5 - 2 D alan 113
ur {‘ ) -'ihi a ut dengan “BPH

kor sahag £33

"ertamina (Rerseio

perusaurusahaan m

Badan Pe

3
Migas”), s cegiatan hulu diatur c o= an pelaksanaannya

sesuai dengan 'Pa 1 ‘ g-dndang “Mieas dilakukan oleh Badan

alge i sefanjutnya disebut dengan “BP
Nomor 36/PUU-X/2012 Tentang

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi,

Pelaksana Kegiatan

Migas™), akan tetapi berdas

kedudukan BP Migas dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

karena BP Migas bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud oleh

72 1bid. Penjelasan Pasal 9 ayat (1)

173 Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi (SKK Migas),

Op.Cit,. Hal. XllI

174 Mudrajad kuncoro, et al., Op.Cit,. Hal. XIV
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konstitusi UUD 1945.1"® Sehingga Pemerintah memutuskan mengeluarkan Peraturan
Presiden No. 95 Tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi
Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi untuk membentuk Satuan Kerja
Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya
disebut dengan “SK Migas”) sebagai langkah pasca putusan Mahkamah Konsitusi
tersebut, selanjutnya SK Migas tersebut kemudian menjadi Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut dengan
“SKK Migas”) melalui Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Pengelolaan Kegia aha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Sesuai degai \MS dan badan-badan usaha

lain dalam se ga kegiatan usaha hulu
antara Pegi€ri % 8 e MS serta badan-
badangus ) : ) in, usaha kepada
mekanisme

dalah bentuk

gkSplorasi dan e itasi® yang lebih
kan Négara Inde sifnyagatpergtmakea esar-besarnya

at, se ada badan-

aha, untuk dapat 5han; pengangkutan; penyimpanan

dan/atgU™ Kegiatan niaga

laba.t"”’ 4

emperoleh gan dan/atau

mengeiola KKS. Sedangkan peluang dalam sektor hilir migas meialui izin usaha yang
dikeluarkan oleh BPH Migas untuk memberikan izin-izin usaha kepada badan-badan

> Husna TR dan Cut Asmaul, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Regulasi

Production Sharing Contract, Jurnal Konstitusi Vol. 9 No. 4 (Aceh: Universitas Malikussaleh Kampus
Bukit Indah, 2012)

¢ Indonesia (10), Op.Cit,. Pasal 6 dan Pasal 7

77 Ibid. Pasal 1 angka 19 dan angka 20
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usaha, karena izin usaha merupakan izin yang diberikan kepada badan-badan usaha
oleh Pemerintah (dalam hal ini BPH Migas) sesuai kewenangan masing-masing untuk
melaksanakan kegiatan usaha pengolahan; pengangkutan; penyimpanan; dan/atau
niaga setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan terlebih dahulu.'” Terhadap
izin usaha tersebut, Pemerintah (BPH Migas) wajib memberikan atau menolak

permohonan izin yang diajukan oleh badan usaha.*”

D. Peluang Public Service Obligation (PSO) Terhadap Badan Usaha Milik
Swasta (BUMS) Dalam Sektor Ketenagalistrikan Dan Minyak dan Gas

, amanat kepada BUMN
Deg ; A\anat yang diberikan

ahan umum atau

Bumi (Migas)

Berlaku 0 d
untuk melaksa 0
kepada B y ad

PSO #ebal naa ] (\‘@ Berdasarkan Pasal

66 | ae-LINTdanag BV te gapat  Memve penugasan

khusu:® BOUMN untukSmeny gkan fungsi Ke
tetgs hatikag ud @ i BUM

m dengan

penugasan

ter enuRditska)ian secaragiingi dak Tisibel, pemeriniah harus memberikan

konip atas semud iote 5 3 el anolen BUN bt termasuk

marg diharapkan. {8 g A -

u'ran PSO dip anc enjaga ag IU"an penyediaan
#l Iiikf

barang da ap *;;"M Ae)aNG "ici idak memberikan

keuntungaiVamgsCKUn nenyediz aruntuk ietap) fdapat  menjalankan

emberikan keuntungan

kegiatannya, PSO"yaRg~diia\ 3 fi al tids
harus tetap disediakamiart ‘W memberikan efek multi-

181

7% Ibid. Penjelasan Pasal 23 ayat (1)

7% Ibid. Penjelasan Pasal 23 ayat (2)

8 | ndonesia (2), Op.Cit,. Penjelasan Pasal 66

81 Makmun Syadullah, Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service
Obligation) dan Subsidi, Studi Kasus: Bidang Tarnsportasi, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol. XV
No. 2, (Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Iimu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI), 2007), Hal.

52
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Pada prinsipnya, penugasan PSO pada BUMN merupakan implementasi dari
Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa, “Negara bertanggung jawab atas
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayananan umum yang
layak“.’® Hal ini berarti, apapun alasannya dan bagaimanapun caranya, PSO harus
dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Disisi lain, penerapan PSO tersebut
masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya sebagaimana yang telah
dijelaskan pada bab sebelumnya. Permasalahan yang timbul salah satunya adalah,
tidak sedikit BUMN pengemban PSO yang merugi, atau pemberian dana PSO yang
tidak seimbang dengan beban ke an. pelayanan umum yang diemban BUMN,
bahkan ada BUMN yang sai i tidak ina dana PSO. '

Hal-hal It ¢ ’ G ang dilakukan terhadap

Kementriaggh : ‘ ‘ ersero). Menurut sudut

pandang i 3 ' Si dapat hambatan,
diant@fan - <ere . anah untuk
mela ail, P SO 1eise Der - Sanaan tugas
masii gran biaya S gan-antara BUMN
peng gas RS@meengan'§h ifikatonmeaga PSO BPK; masih
tergaiRpUInya hukuan antaragkegiatan adap_PSO dan kegiatan.a0n-PSO; serta

a 4 ah. ' Apab
N A

) PSO, permas
el wi oo

terigd erlambatan®pe

PT. ersero) seba

dirasaulah realisasi

gut pandang

ang masih

flan margin y, sih terhambat,

sehingga Sefing 4 JF;F : - :i'i PL ersero)."® Serta
terdapat sudutipaidany da arta melihat mengenai

anaan PSO tersebut lebih

ekurangannya, dan menurut sudut

permasalahan-permasanalan g * erhaga
kepada dua sisi, yart® el :

pandang dari PT. Pertamina (P€ eKurangan yang paling signifikan ialah

82 |ndonesia (11), Op.Cit,. Pasal 34 ayat (3)

'8 Business Review, PSO (Public Service Obligation) Untung atau Buntung?, Artikel Edisi 07
No. 5, (Oktober, 2006). Hal. 18

8% Hasil Wawancara Penulis yang dilakukan terhadap narasumber perwakilan dari Bagian

Biro Hukum Kementrian BUMN, Pada tanggal 24 Oktober 2016.

'8 Hasil Wawancara Penulis yang dilakukan terhadap narasumber perwakilan dari Manager

Senior Bagian Investor dan Good Coorporate Governance PT. PLN (Persero) Pusat, Pada tanggal 1
November 2016.
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mengenai pembayaran oleh Pemerintah yang seringkali melebihi batas waktunya
dikarenakan tetap harus mengikuti kondisi keuangan Negara.*®®

Selain sebagai pengemban pelaksana PSO, BUMN juga dituntut untuk tetap
berhasil mengelola kegiatan komersialnya. Selama ini, banyak BUMN yang merasa
penugasan atau pembebanan PSO ini justru mengganggu aktivitas komersialnya,
sehingga jangankan berkompetisi dengan BUMS, untuk melakukan pembukuan
keuntungan dari aktivitas komersialnya saja sudah cukup sulit. Oleh karena itu,
dengan masih banyaknya permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan PSO, atas

hasil wawancara dan pencarian gala literatur-literatur, terhadap pelaksanaan

kegiatan PSO tersebut, B : C PSO dapat pula diberikan atau
diamatkan kepag
Sepetti : 3 BUMS saja yang

dapat be A lap ‘ . istrikan, dengan
diundang s Undang %\g 0 a keédudukan PT.
OTL Mool

PL B£Q.).SEhaga IR

bula peluarg.bagl Dadaii usaha lain,

AU D, ko

iu Kk di dalanT™8 0 afagalistrikan
187 g

secg grasi. ang untuk masuknya hé saha la ihat dalam

Pa g dang-Unda ienag

i
bahw Uasaan dan“pengusahaan

oleh tah dan Pe Aka A nak
dilakuug Pemerintal g e

menetapkal™Kebij “Pi: ‘ ! -'n"'t'f;h an.

dan Pemda yangginiclaksans saha“penvediaan liskiikptBUN S, koperasi, dan

swadaya masyaraket dapat. psla i isi datam®giSaha penyediaan tenaga
listrik."® b

Menurut penelurusan Titera ang dibidang ketenagalistrikan telah ada

an.yang telaikelisebutk ebelumnya

et dilakukan
dgara” yang
sebagai reg&imng berwenang

elain Pemerintah

asai oleh

dari “dikuas

dari jaman sebelum diundangkannya Undang-Undang Ketenagalistrikan. Hal tersebut

didorong pada pertengahan dasawarsa Tahun 1980-an telah terjadi peningkatan pesat

188 Hasil Wawancara Penulis yang dilakukan terhadap narasumber perwakilan dari Bagian

Retail Fuel Marketing PT. Pertamina (Persero), Pada tanggal 28 Desember 2016.
¥ Indonesia (6), Op.Cit,. Pasal 11

188 Ibid. Pasal 3 ayat (1)

'8 Ibid. Pasal 4 ayat (2)

Universitas Indonesia

Peluang public..., Magphirroh Suryakusumaningrum, FH Ul, 2017



60

dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, antara lain didorong oleh kebijakan-
kebijakan deregulasi di bidang investasi, perdagangan, dan industri, sehingga
peningkatan yang pesat tersebut melampaui scenario yang semula direncanakan oleh
Pemerintah."® Sehingga, permintaan akan listrik meledak demikian besar,
mengakibatkan PT. PLN (Persero) pada saat itu tidak dapat memenuhinya, bukan
hanya keterbatasan pembangkitnya, namun juga mengenai jaringan transmisi dan
distribusinya.'**

Pada masa pertengahan dasawarsa Tahun 1980-an pula sering terjadi

gangguan pada aliran listrik kare apggunaan yang berlebihan,dan hal tersebut

tentunya sangat menggangg sedang tumbuh sebagai tahap awal

industrialisasi, g K gpercepat pembangunan

beberapa p Namun, mengingat
keterbata 8 $ : al sagt itu diputuskan

untu s 0 N ) 3 q o L USalg d. ngembangan

usa i B andar gan.kuat dari rakat donor,

antare Dunia yang embantu NEge adberkembang

un ¥Mbangkaniike i BUNMsS#aSchingJ8 N (Persero)

pada saat itu.ie enandatafgan 10 kontrak jual-bell dengan BUMS

dand s€bagai list 5t ora rtama:
r‘berian tugas imenget H’d angP80 terhadap Bdbadan lain

glamUndang-Und IU'nagalistrikan,

PDeieninta sesual  dengan

ana diatur dalam
kewenangannya elgy 53 : konsumen dengan
persetujuan DPR: daerah, Pemda sesuai dengan
kewenangannya menetapka listrik untuk konsumen dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan

“DPRD”).'*® Dalam hal Pemda tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik,

% santoso Gitosusastro, Pengalaman Pengelolaan Listrik Swasta: Capturing Tacit to Explicit

Series, (Jakarta: PT. PLN (Persero), 2010). Hal. 1

¥ pid.,

%2 1pid. Hal. 2

3 Indonesia (6), Op.Cit,. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2)
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Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan
persetujuan DPR. Tarif tenaga listrik untuk konsumen tersebut ditetapkan
dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah,
konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik. Tarif tenaga listrik untuk
konsumen tersebut di atas dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam
suatu wilayah usaha. Sehingga, tarif listrik oleh BUMS yang dijual langsung
kepada konsumen dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik harus

mendapat persetujuan dari Pemerintah atau Pemda.
Penugasan PSO pada BUM
bentuk penugasan atau pe dapun landasan atau kriteria yang
BUMS dan/atau badan

digunakan dalag '
usaha lain, afla

14G@lo

2 :

U dilakukan di

bidang.telekomunikasi, I piversal Servieg Bligatied (selanjutnya

atau badan usaha lain dapat dilakukan dalam

prakti Al , FSO sélain teihatiap. B

disgh¥ N “USO” %8 § yajtban peme k melayani
komt di daerah tergBACIkPS ﬁ angiSecara ekonon layak untuk
dijadl |tas komers °SO yang p IrU'mya diberikan
Iangsung W -"""1- o gwgenai PSO yang
diberikan KepatagsUMS ...-r- S€ atang dari BUMN

pelaksana PSO "yan@*selan BUMN, Menteri Keuangan

dan Badan Perecands disebut dengan “Bappenas”).
Dalam hal ini misalnya adalah™Us O diajukan olen Kementrian Teknis
dalam hal telekomunikasi yaitu adaiah Kementrian Komunikasi dan informatika

(selanjutnya disebut dengan “Kemkominfo), selanjutnya Kementrian Teknis

194 Kartikasari, Lastuti Abubakar, Penerapan Public Service Obligation Pada BUMN Guna

Meningkatkan Peran BUMN Sebagai Pelaku Usaha Yang Kompetitif Dalam Pembangunan Ekonomi,
Laporan Peneltian, Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Nomor 596/H6.7/Kep/FH/2008 (Bandung: Universitas Padjajaran, 2008). Hal. 34

% 1pid.,
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tersebut inilah yang mengajukan USO ke Pemerintah, dan selanjutnya dibahas oleh
Kementrian Teknis dengan Komisi | Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut
dengan “DPR”).*

Berdasarkan hal diatas, apabila dalam bidang ketenagalistrikan, maka
pelaksanaan kegaiatan PSO yang akan diberikan kepada BUMS atau badan lain
tersebut sebelumnya berupa usulan yang berasal dari BUMN pelaksana PSO tersebut,
selanjutnya usulan tersebut dibahas oleh Menteri BUMN bersama Menteri Keuangan
dan Bappenas, setelah itu diajukan kepada Kementrian Teknis dalam hal

ketenagalistrikan yaitu adalah Kemi@mtrian Energi dan Sumber Daya Mineral

1°°

(selanjutnya disebut depgas ,selanjutnya Kementrian ESDM

yang akan meng . panjang tersebut untuk
diajukan kef § S ntian ESDM  selaku
Kementriansl : : =3

sanakan, menurut
sud o acntrian BUN penugasaamkegiatal PSE dap BUMN

muRigk < flan seperti BUN ang tender

megre atu kegi \ anya dalam janjian a erintah dan

BUMIN. pelaks PSO sebell 3 egiatan Dy.dalamdperjanjiannya

k
terdap 1sula yang kurang |ebihriya mer a bahwa, ~ap stuatu BUMN
tidak untuk mela Ak M angF tersebut, ma 3" penunjukan

kegiat” ut dapat diB 3 9 atau badan Ilu Dan menurut
sudut pan% d; "ﬁ; \ hahiv 1’;‘% atas®Regiatan PSO yang
diberikan ¢ Periielintah inga’mungkin-dapatdiberikaiigkepada badan usaha lain

seperti BUMS Misaya Kepada, ag ‘ ak perusanas . PLN (Persero) dan/atau
badan-badan usaha I3

Dalam sektor migas, ter@apa ertamina (Persero) selaku BUMN di dalam
sektor energi dan migas, PT. Pertamina (Persero) membagi kegiatan usahanya dalam

dua bentuk, yakni kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir, dengan pembagian

% 1pid. Hal. 35

7 Hasil Wawancara Penulis yang dilakukan terhadap narasumber perwakilan dari Bagian
Biro Hukum Kementrian BUMN, Pada tanggal 24 Oktober 2016.

1% Hasil Wawancara Penulis yang dilakukan terhadap narasumber perwakilan dari Manager
Senior Bagian Investor dan Good Coorporate Governance PT. PLN (Persero) Pusat, Pada tanggal 1
November 2016.
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tersebut PT. Pertamina (Persero) membawahi beberapa anak-anak perusahaan baik di
bidang hulu maupun di bidang hilir. Dengan pembagian kegiatan usaha tersebut pula,
mempengaruhi peluang-peluang pemberian atau pelimpahan kewenangan untuk
pelaksanaan PSO di dalam sektor migas.

Berdasarkan pengumpulan data berupa wawancara yang telah dilakukan
terhadap narasumber perwakilan dari Bagian Retail Fuel Marketing PT. Pertamina
(Persero) menjelaskan bahwa, kemungkinan peluang BUMS dan/atau badan-badan
usaha lain dalam kegiatan hilir lebih besar kemungkinannya dibandingkan dengan

kegiatan usaha hulu, karena dalam ke usaha hilir peluang untuk BUMS dan/atau

badan-badan usaha lain_da | | angkutan; penyimpanan; dan niaga
lebih besar.*®
Prog - g%l bebankan dengan

pelaksan
vilayah Indonesia

ga*produk gas ya disebut

13

nga ; gas 1 : i lalé { pmestic yang
arkan _untuk ‘ I ' egeri yang beratnya 3

ogram (Sef? g as;for Vehicle

elanjutnya d adalah baha gas untuk

-
Mliki peluang yang

terhadap produk-

daraan ber
Bagi BU
lebih besa
produk tersebut dan/atau kegiatan niaga
dari produk-produk akukan seperti  melakukan
pendirian agen-agen usaha. Hal tersebut iebih memungkinkkan masuknya BUMS
dan/atau badan usaha lain terkait peluang terhadap PSO, di bandingkan dengan

kegiatan usaha hulu yang menyangkut mengenai eksploitasi dan eksplorasi migas.

% Hasil Wawancara Penulis yang dilakukan terhadap narasumber perwakilan dari Bagian

Retail Fuel Marketing PT. Pertamina (Persero), Pada tanggal 28 Desember 2016.

2% pT_ pertamina (Persero), Reenergizing Spirit Streghtening Commitments : Memperbaharui

Semangat Memperkuat Komitmen, Laporan Tahunan (Annual report) PT. Pertamina (Persero),
(Jakarta: PT. Pertamina (Persero), 2015), Hal. 123
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pula, dalam sektor migas
dimungkinkannya pemberian amanat untuk melaksanakan PSO terhadap BUMS
dan/atau badan-badan usaha lain haruslah memenuhi kualifikasi yang telah di
persyaratkan dan ditunjuk olen BPH Migas selaku otoritas pelaksana dalam kegiatan
hilir. Nantinya, di mungkinkan BPH Migas mengeluarkan izin usaha kepada BUMS
dan/atau badan-badan wusaha lain tersebut dan diberikan kewenangan untuk
pelaksanaan PSO.?" Hal tersebut serupa dengan hasil wawacara dari sudut pandang
Kementrian BUMN, Kementrian BUMN pun memungkinkan terjadinya pemberian

amanat untuk melaksanakan kegiataaiR80O bagi BUMS dan/atau badan-badan usaha

lain melalui tender yang, di )ntuk pelaksanaan kegiatan PSO
tersebut selanjui ' e 4 Migas, yaitu sebagai
penyalur dg
Py

ling A : perg: nolahan; dan/atau

3h terjadi dalam

peng ikl O iean/atau_pepRiagaan. Pad hun terakhir
ini lai . Pertamina 0 di tunjuk

PSO, BPLaMigas juga 'k PT. AKR
Colfsindo elaksanalén RSO di lingkupikegiatan.dsaha hilir.?%

Benda Keterangay ; k3 amya PT. A norindo saja

sebad IS yang per ersebut oleh

BPH H?kan tetapi baberapa. § : PT. Petro A IHlusantara; PT.
Aneka Kimts; dag : liage -.it'h‘ enhatkan penunjukan

) dampingitRi Pertamiinas(Persero) di tahun-tahun
015! ‘ QU datang, BPH Migas telah

menunjuk kembali P por y
untuk melaksanakan PSO di bidang

an serta pen

serta penugasa

sebelum tahun 0

pingi PT. Pertamina (Persero)

r BBM.

%! Hasil Wawancara Penulis yang dilakukan terhadap narasumber perwakilan dari Bagian

Retail Fuel Marketing PT. Pertamina (Persero), Pada tanggal 28 Desember 2016.
22 Hasil Wawancara Penulis yang dilakukan terhadap narasumber perwakilan dari Bagian
Biro Hukum Kementrian BUMN, Pada tanggal 24 Oktober 2016.

2% Hasil Wawancara Penulis yang dilakukan terhadap narasumber perwakilan dari Bagian
Retail Fuel Marketing PT. Pertamina (Persero), Pada tanggal 28 Desember 2016.

% Hasil Wawancara Penulis yang dilakukan terhadap narasumber perwakilan dari Bagian
Retail Fuel Marketing PT. Pertamina (Persero), Pada tanggal 28 Desember 2016.
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Apabila dengan mekanisme penugasan yang tepat, penunjukan pihak
BUMS atau badan lain dalam kegiatan PSO diharapkan akan menghasilkan
pelayanan yang optimal, dan dengan mengingat bahwa BUMS atau badan lain yang
menjadi operator PSO tersebut memang ahli di bidangnya. Diharapkan di masa-
masa mendatang, semakin banyak BUMS dan/atau badan-badan lain yang dapat

berperan aktif dalam PSO, sepanjang tujuan dan landasan filosofi PSO tetap

tercapai, yaitu kesejahteraan masyarakat.

CANZY)

- !
- —
~ >

L Zas >
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BAB I11

ANALISA TERHADAP KESELARASAN ANATARA DUA KEPENTINGAN DALAM
PT. PLN (PERSERO) DAN PT. PERTAMINA (PERSERO) DALAM
MELAKSANAKAN PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO) DAN
MENGEJAR KEUNTUNGAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1. Perkegmabrag 1 -Beptuk Badan Usaha Milik

Pg an utama, yaitu

tujuag ya TR /o F am, tujuan yang

MN dimak 3 engelola Sek 5nis strategis

AK-p ertefiloidagg=n1da
i

gkut hajat

eperti pergigahs Ik, migyak dan gasel chagaimana
ogyanyaglikuasal oleiBUMN.?%

i pening sejahteraan

erutama mag Gl era di sekitar lo IN. Tujuan

BUM bersifat sos apai melaluthaan lapangan

kerja serdaya kalhciptaan lapangan
kerja dicapai m~ ofelk 7 el jaaieh BUN Ngserta upaya untuk

membangkitka at drcape #lan mengikut-sertakan
masyarakat sebag

o OKg
WE Pran proses kegiatan usaha,
hal ini sejalan dengan ke ermerint ntuk memberdayakan usaha kecil,

menengah dan koperasi yang berada di sekitar lokasi BUMN.?%

BUMN sudah dikenal sejak masa Pemerintah Belanda, dahulu Pemerintah
Belanda mendirikan perusahaan-perusahaan milik Negara yang memiliki tujuan untuk
kepentingan Pemerintah Belanda. Dasar hukum yang digunakan bagi BUMN pada

205 Nanang Yusroni, Privatisasi BUMN, Eksistensi, dan Kinerja Ekonomi Sosial Dalam Ekonomi

Pasar, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim Semarang, Vol. 2 No. 3, (April, 2007). Hal.
73

2% 1pid.
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saat itu adalah Indonesiche Bedrijven Wet atau IBW; Indonesische Comptabliteits Wet
atau ICW; Kitab Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan
“KUHPerdata”); dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut
dengan “KUHD”).?%

Setelah kemerdekaan Indonesia, perusahaan-perusahaan yang didirikan dan
ditinggalkan oleh Pemerintah Belanda kemudian dikuasai oleh Pemerintah Indonesia,
pengambilalihan tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 Tentang
Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda. Berdasarkan Pasal 1 Undang-

Undang tersebut, perusahaan. ilik Belanda yang berada di wilayah

Indonesia akan ditg ] > infahpeikenakan nasionalisasi dan

dinyatakan me S 2engertian nasionalisasi

menurut lpa - : o adalah, “proses

pengalih ‘ egara Indonesia

yang jadl Jsal ¢ ara Ind anya diikuti
berupa ko i

bilalil ebut flam galamigkebuntuan ponesia pada

nemiliki SUmD WA aianusia yar dai untuk

megja perusahadfeperlisa s afsecara ef oroduktif.?*°

Pada u, pengusaki@ g I um  memili ‘tahuan dan

penga an banyak isaha yang QeU'tuk mengatasi
masalah stber ‘f‘r . Peéimerinian me ‘q‘ an er daya manusia
dari kalan ik ervang : U0 Baike@iindonesia, dengan

pertimbangan Dafwa=Kala * tela pataman dalam mengelola
kegiatan-kegiatan bm T f onil (rekruitmen, pendidikan

297 parluhutan Sagala, Penyebaran Kepemilikan Saham Pemerintah Pada Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) untuk menciptakan Perusahaan yang efektif dan efisien, Disertasi, (Medan: Sekolah
Pascasarjana, 2009). Hal. 44

% |ndonesia (17), Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-
Perusahaan Milik Belanda, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 162, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1690, Pasal 1

2% Gatot Supramono, BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata, (Jakarta: Rinieka Cipta,
2016). Hal. 29

1% Gunawan Wijaya, Pengelolaan Harta Kekayaan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2002). Hal. 10
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dan pelatihan) dan/atau pengadaan pengangkutan logistik, sehingga dapat dikatakan
bahwa kebijakan Pemerintah inilah yang menumbuhkan embrio dwifungsi militer di
Indonesia.?**

Setelah melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan milik Belanda, pada
Tahun 1960-an Indonesia mendirikan sejumlah BUMN dengan membentuk Undang-
Undang No. 19 Prp Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara.?'? Berdasarkan Undang-
Undang tersebut, BUMN yang didirikan pada masa itu hanya terdapat satu bentuk dan
disebut dengan Perusahaan Negara.”*® Sesuai dengan Undang-Undang tersebut pula,

tugas Perusahaan Negara adalah, mesfileerikan jasa; menyelenggarakan kemanfaatan

umum; memupuk pendapz ta turt bangun ekonomi nasional.*** Serta
tujuan dari diy ; - ! p Tahun 1960 Tentang
Perusahaa ' g al 3 eragaman dalam cara
mengurus

annya ketetapan-

ah. dalam. bié erekonomian

nya yaitu Tahun 1968 ¥ Pembaharuan
Landas <ONo < an daagRembanguna Jan ketetapan
berikan da e rubehan-peruba damental terhadap

eksist IMN. Kenttief: da Ta ) Parkannya Pemerintah

Peng dang-UndangsNID gl ! ang Bentuk-B
denga;HI ran Pemerirnte : URdang=Undang ters IH"melrintah telah
meletakkﬁsa *pi? n06lelaan Peing &pengawasan yang
lebih baik {pagimBiMN "¢ A dasarka , erintah Pengganti

aha Negara,

Undang-Undang oo diki dagl 3 (tiga¥=bentuk yaitu, Perusahaan
Jawatan (selanjutnya™eise ] : ) "yang sepenuhnya tunduk pada

Indonesiche Bedrijven Wet atau™lBY fim;"yang sepenuhnya tunduk pada Undang-

1 pid.

212 |ndonesia (18), Undang-Undang No. 19 Prp Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 1989

2 1pid. Pasal 3

2% Ibjd. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)
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Undang No. 19 Prp Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara; dan Persero, yang
sepenuhnya tunduk pada KUHD.?*®

Berbagai Peraturan Pemerintah pada saat itu dikeluarkan untuk memberikan
arahan yang lebih pasti mengenai sistem yang digunakan dalam upaya peningkatan
kinerja BUMN, yaitu berupa pemberlakuan mekanisme korporasi secara jelas dan
tegas dalam pengelolaan BUMN. Namun berbagai peraturan perundang-undangan
yang ada pada saat itu masih belum memberi landasan hukum yang kuat di dalam
pengembangan BUMN sejalan dengan dunia korporasi seperti halnya upaya-upaya
privatisasi dan pelaksanaan prinsip-piilfisip. tata kelola yang baik.?'®

Sebagaimana perja € s \ sesual peraturan perundang-

undangan yang sampai dengan terjadi

perubahan-gér of

VN keberadaannya

terletak P : ' ‘ janisasi Pemerintah (di

bawalik Dt Giga: entr 'f etk 3 sistem keuangan
Negq AepENgangkaian, DengUrUSAYa algelen Pellerii Oleh karena

itu ghendaki pehigelo B secara "B imal, dan

profe aka pacaiiiiahun 208 G N.

Dengadi ndangkarmye gdbndang BU disepltkan dalam

kete dlihan barwe JMN yan pEntuk Per]a lah diubah
bentt enjadi PeruniS@tay M egpdiN@engan ketentt am Undang-
UndanﬁN, karena dé ) n BUMN harggenal 2 (dua)
macam beftok B 4;73? Jar "-i.'xi s ketentuan yang

mengatur fERgENai.CUN atalka A aktl Sepe idak bertentangan

atau belum dlg AENgar,_ya ary h |.“| _ndang BUMN.219 Dan
berdasarkan ketentuam=Beru N nya®=gndang-Undang BUMN maka

Indonesiche Bedrijven Wet ata Undang-Undang No. 19 Prp Tahun 1960

1> |ndonesia (19), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969

Tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2890, Pasal 1

% Indonesia (2), Op.Cit,. Penjelasan Bagian Umum Romawi V Paragraf kedua

7 Gatot Supramono, Op.Cit,. Hal. 34

% Indonesia (2), Loc.Cit.

% 1pid. Pasal 93
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Tentang Perusahaan Negara; dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969
Tentang Bentuk Perusahaan Negara dinyatakan tidak berlaku.??

Undang-Undang BUMN dimaksudkan untuk memenuhi visi pengembangan
BUMN di masa yang akan datang dan meletakkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip
tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance.?”’ Penerapan
tersebut sangat penting dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan BUMN.
Disamping itu, Undang-Undang BUMN ini mengatur pula ketentuan-ketentuan

mengenai rekstrukturisasi dan privat ebagai alat dan cara pembenahan BUMN

untukmencapai cita-citanya ] | ainnya yang mendukung dan dapat
menjadi landas; i 3 akan untuk penyehatan
BUMN.?*?
Milik Negara

ahagai : bana.=pada . Saz i 1saha untuk

angunan di Sggala Bidlang Memajukan Kese ngi seluruh

08 an sa u gifjuan JNegaka_yang afkan dalam

4 (empat) 45, terdapat 1 pDenga ya dalam
batg aitu dala 1 D 1945 gan diaturmy but, maka
dapat bahwa memdjukan Kese o fakyat merupakad:stitusional

bagi swmponen ba S¢ ; ntuk melak Hamanat dalam
UUD 1945%€rseh ‘:f'!‘?- adahya B 1':"* I\Mlkenéﬂ pula Badan

o

Usaha Mi ak (selan

Pemerintahan Dderah r-

ang terdapat pada

Pelaksanaan pera "llmf“ }m’ukan kesejahteraan bagi rakyat
tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian,
seperti  sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur,
pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan

perdagangan, serta konstruksi. Organisation For Economic Co-Operation And

20 pid. Pasal 94

2 bid. Penjelasan Bagian Umum Romawi IV Paragraf kedua

2 1bjd. Penjelasan Bagian Umum Romawi VI Paragraf keempat
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Development (selanjutnya disebut dengan “OECD”’) mengemukakan alasan perlunya

Negara mempunyai suatu badan usaha, yaitu :

“The combination of regulatory deficiencies, political economy issues and
social goals led to state ownership of many “strategic” enterprises on the
following grounds:

1. Industrial economics: through the State Own Entrerprises or SOE, the state
was able to:

a. sustain sectors of particular interest for the economy and in
particular preserve employment,

b. launch emergi involved significant start-up costs in
cases aerg ; ights.remained uncertain,

atural calamities

‘ : some sectors
to DeNe 0 IMposemMeRCPO I d then use
fis d risCalfigcomegar, on ontra d prices to
some as a way to distrifjilite sUBSidig8" Through the ownershi nterprises,
tates. s Q purgtie s@Cialfgoals.s usta pyment and

in generdbswbstitutinder i derkieye/aped welfare ems .

Jerai peng8 : ) [ N terdape asal 1 angka
1 Mdang BU ‘ 3 MN adalah, usaha yang
seluruuebagian besa Negara melzv'yertaan secara

langsung be *-"" 2y aia_yal _'ib‘ an BUMN memiliki

karakteristj AuSUS V3 e ain yaitu, BUMN
merupakan suatesg g ant mempunyai flexibilitas

sahas ng ' Pe
dan inisiatif sebag 4 vasid, atadyy ngdis but dengan, “a corporation
ove¥n P

clothed with the power of g essed the flexibility an initiative of a

private enterprise”.??

23 Bismar Nasution, Sunarmi, dan Mahmul Siregar, Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan dalam
Perkara Perdata Terhadap Aset BUMN, Jurnal Hukum USU Vol. 3 No. 1, (April, 2015). Hal. 74

2% 1bid, Pasal 1 angka 1

% Mariana Pargendler, State Ownership and Corporate Governance, Fordham Law Journal,

Vol. 80 Issue. 6, Article 19, (April, 2013). Hal. 2926
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Akan tetapi, kekayaan Negara yang menjadi modal dalam bentuk saham
dalam Persero maupun modal dalam Perum tidak lagi merupakan kekayaan Negara,
tetapi telah berubah statusnya hukumnya menjadi kekayaan badan usaha tersebut,
oleh karena itu, kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagali
badan hukum bukanlah kekayaan Negara.??® Pendapat yang sama juga dikemukakan
oleh Erman Radjagukguk sebagaimana di kutip oleh Inda Rahadiyan. Erman
Radjagukguk menyatakan bahwa, kekayaan Negara menyangkut BUMN bukanlah
harta kekayaan milik BUMN secara keseluruhan, melainkan terbatas pada kekayaan

Negara yang dipisahkan dalam BUMIMNgyang dipisahkan dalam bentuk saham yang

dimiliki oleh Negara, serta orupsi baru dapat dikenakan pada

orang yang meg

melawan
Perubah
Pidai
fan pi 0jabstrak dan
Wmelatar belakangikperatlirandperaturan dan pelaw Menurut
monogtliFds ada jang B dakiimenga 0 asas-asas
0 apa

Wsebagal berik d

U kepemilika wa BUMN n oleh Negara
yMo #v‘. Atadh S8 an De q' athegara, sehingga

menjual saham secara
0 Tkahun 2001 Tentang

rantasan Tindak

mlah asas

Kims

2. Asas pvJ;
)

disebut dengan “A: gkut tentang modal BUMN yang

Q]IWanja Negara (selanjutnya

berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dari APBN sehingga BUMN

tidak terikat oleh sistem keuangan Negara;

226 Bismar Nasution, Sunarmi, dan Mahmul Siregar, Loc.Cit.

7 Inda Rahadiyan, Kedudukan BUMN Persero Sebagai Separate Legal Entity Dalam

Kaitannya Dengan Pemisahan Keuangan Negara Pada Permodalan BUMN, Jurnal Hukum lus Quia
lustum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Vol. 20 No. 4, (Oktober, 2013). Hal. 626

28 Gatot Supramono, Op. Cit,. Hal. 20
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3. Asas perusahaan yang sehat: sejalan dengan asas pemisahan APBN,
pengelolaan BUMN dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip

perusahaan yang sehat;

4. Asas kekayaan terpisah: BUMN sebagai badan hukum memiliki harta

kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan organ-organnya;

5. Asas pertanggung jawaban terbatas: organ-organ BUMN memiliki
tanggung jawab yang terbatas yaitu hanya sebesar modal yang dimasukkan ke
dalam BUMN;

6. Asas kete
yang di

milikan sebelumnya, modal

dapat dijual kepada

yang terbuka;

- Kgﬂ . adalah untuk

elendRapI ataulmengataSigse penuhi oleh

PDEMNgan ditarigani oléhldBUMN*Oapat me teraan dan

us memakmurkan mas

maks - j : BUM 1m Pasal 2
-Undang BUMN seftd di H ngaflebih lengkapnya dalas Penjelasan
g-Undang B b i

spikap simbangan bag! erkemba --.r,“ ekthiannasional pada

aStSH

Pasal 1N

bahwal BRIV N dinarapkanfdapat meningkatkan mutu
pelayana at - sekaligt perikan kontribusi  dalam
meningkatkan pe -v offomi nasional dan membantu dalam
penerimaan keuangan Negara;

b. Mengejar keuntungan.
Maksudnya ialah bahwa, meskipun maksud dan tujuan Persero adalah
untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk

melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan

memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

*? Indonesia (2), Op.Cit,. Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2
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Dengan demikian, penugasan Pemerintah harus disertai dengan
pembiayaan kompensasi berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial,
sedangkan untuk Perum yang tujuaannya untuk menyediakan barang
dan/atau jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus
memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat;

c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat
hidup orang banyak.
Maksudnya ialah bahwz iap hasil usaha dari BUMN, baik barang

maupun jasa, dag € J an masyarakat;

d. Menjg [ atg atd : elum dapat dilaksanakan

at iafa 3 C e | : kegiatan usaha
a0 T j dai SA dihutuhkan oleh
fasyalakat=Ramun keo ebut_belfa.danal dila oleh BUMS

Operasi karen@igecar@komeaistal hal tersebd efguntungkan.

h karcig gasitersebut depat di a0 mela gasan kepada

BUIMN: Dalam _ha¥ adanya k asya mendesak,
erintah dap : FBUMN yane ptinyal fungsi
‘Iayanan ke aaia elaksanaka kemitraan
H gan pengusaiaig NG ah; serta H
# Talam me aMBiERhING A ntMepada pengusaha

OPeraskidan masye

B. Perkemb ; @ haan Dalam  Sektor
Ketenagalistrikan Sé "’iu)“ y Gas Bumi (Migas) Indonesia

1. Perkembangan Kelembagaan dan Pengusahaan Dalam Sektor

e.

Ketenagalistrikan

a. Ketenagalistrikan Di Indonesia Pada Masa Penjajahan

Belanda dan Jepang

Ketenagalistrikan di Indonesia sudah ada sejak akhir abad 19 pada masa
penjajahan Belanda berdasarkan Ordonansi tanggal 13 September 1890
(Staatsblad Tahun 1890 No. 190), dan telah beberapa kali dirubah terakhir dengan
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Ordonansi tanggal 8 Februari 1934 (Staatsblad Tahun 1934 No. 63).2° Dalam
kurun waktu antara akhir abad ke 19 sampai dengan awal perang dunia kedua,
tumbuh perusahaan-perusahaan dibidang ketenagalistrikan oleh BUMS skala
besar yang menghasilkan dan menjual tenaga listrik untuk kepentingan umum di
Indonesia. Perusahaan listrik tersebut mendirikan perusahaan untuk kepentingan
umum, perusahaan listrik pertama yang tercatat menjual tenaga listrik untuk
kepentingan umum adalah perusahaan listrik milik Belanda, yaitu Nerderlandsch—
indisch Electriciteit Maatschappij (selanjutnya disebut dengan “NIEM”) di dirikan di
kota Batavia pada bulan Mei 1897,

Setelah N

Nederlansch lg

aan-perusahaan lain yaitu:
Jengan “NIGM”) yang
ilayah utama NIGM
af, Palembang,
doeng en
put de 1 wilayah

Algemeene Négerlafis i iitei tschapppi]

aghaan listrik

Operag i va e Jawa masin dan

Viengenai GEBEQ@GLE A al erjasama a UMS dengan
Pemda. Rad saat A rjasa engan BUMS di
bidang ketenagalist 1 N unt B ' ' berian konsesi kepada
aridung dan sekitarnya

Kemudian berturut-turut
i ikan konsesi untuk mengelola

233

dan bulan Maret
pada Tahun 1938 hing
ketenagalistrikan di seluruh Kabupaten Provinsi Jawa Barat.

230 Bambang Purnomo, Tenaga Listrik, Profil dan Anatomi Hasil Pembangunan Dua Puluh

Lima Tahun. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994). Hal. 7

21 pid.

22 pid. Hal. 8

23 Heru Setiawan, Op.Cit,. Hal 25
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Selanjutnya mengenai ANIEM, ANIEM mendapat konsesi untuk
mengelola ketenagalistrikan di wilayah kota Surabaya, Semarang dan
Yogyakarta, berdasarkan ijin operasi tanggal 8 Februari 1914. Selanjutnya tanggal
8 Mei 1927 menerima konsesi untuk mengelola ketenagalistrikan di berbagai kota
di jawa Tengah dan Jawa Timur. ANIEM merupakan perusahaan yang berada di
bawah NV. Handelsvennootschap yang sebelumnya bernama Maintz & Co.
Perusahaan ini berkedudukan di Amsterdam dan masuk pertama kali ke kota
Surabaya pada akhir abad ke-19.7** Ketika ANIEM berdiri pada Tahun 1909,

Perusahaan ini diberi hak untuk memfeangun beberapa pembangkit tenaga listrik

berikut sistem distribusin di Jawa. Dalam waktu yang tidak

terlalu lama A idang ketenagalistrikan
terbesar di U 5 It ersen dari kebutuhan
listrik di tinggi, ANIEM
jugajmelt - ‘ g OIS 1 Perusahaan ini
ment i,k indigBanjarmasii ) iy Ak g tanggal 31

De

nes 2nqale ahan emerintah
Be rahkayp : ‘ 3 ia kedua,

asuk perusan bidang
keten ikan antara gan TahunuSelama masa
penjajahw)an I‘i‘ a0 mHHWermtah Belanda
dikuasai Peme fm‘i 0 aa 235

a. Nederla lik Belanda dirubah

seh ang meng

menjadi Ja sebagai kantor pusat di

Jakarta;

b. Gemeenschcappelijk Electriciteitsbedrifjf Bandoeng en Omstreken
(GEBEO) milik Belanda dirubah menjadi Seibu Jawa Denki Sha milik
Jepang sebagai kantor yang beroperasi di wilayah Jawa Barat;

c. Algemeene Nederlansch Indische Electriciteit Maatschapppij (ANIEM)

2% 1bid.

235 Bambang Purnomo, Op.Cit,. Hal 5
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milik Belanda dirubah menjadi Chobu Jawa Denki Sha sebagai kantor yang

beroperasi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kekuasaan Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama dan berakhir
pada Tahun 1945 yang ditandai dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu
pada tanggal 14 Agustus 1945 menyusul hancurnya kota Hirosima dan
Nagasaki, akibat serangan bom atom oleh sekutu. Bersamaan dengan
menyerahnya Jepang kepada sekutu, dimanfaatkan untuk merebut dan mengambil
alih pula berbagai perusahaan dibidang ketenagalistrikan dari penguasaan Jepang.
Pemerintah No. 1 SD Tahun 1927,
as dengan kapasitas

Kemudian pada saat itu, dengagg®
Presiden SoekarngQ.aii

pembangkKit seb

P

kedaulat 7 5 an. sendiri oleh

enai kebebasan,

bagai Neoaras vant .8 karena itu
Waktu , ‘ Demokra " 2 Indonesia

I sekitar 600 (emam [ratus) berbagal perusahagiagmilik asing yang

esa Uasai Belande Mang dianggap SeBagai sIMDOLA@enjajahan.

fa ratus : _ Ak ng perk JO (seratus)

di bidan ert ) agangan, ., asuransi,
g A % ! Jjagang p

komuWan konstruks g Ketenaan.237
PMmb' 41?' per ank dGidang Ti];ﬁ istrtkan pada awalnya

terjadi pag ggal 21 Se h ShdiPusat Jaka ang pada saat itu
bernama Jawa B /A attran ™ Aksi  Karyawan Listrik
(KAKL). Pada harlﬁ ¢ : ¥aS ke daerah lainnya, seperti

g terletak di Surabaya, Semarang,

perusahaan di bidang ketenagalt
Bandung, Yogyakarta dan berbagai kota lainnya baik di Jawa maupun di luar
Jawa. Pengambilalihan tersebut secara keseluruhan dapat diselesaikan pada
pertengahan  bulan  Oktober  1945.  perusahaan-perusahaan  dibidang

236 Drajat Kuswara, Kajian Ringkas Tentang Energi Listrik Di Indonesia: Antisipasi Kebutuhan

dan Mismanajemen Dalam Pengelolaan. Artikel, (Jakarta: Econit, 1997). Hal. 3

7 |shak Rafick dan Baso Amir. BUMN Expose, Menguak Pengelolaan Aset Negara Senilai

2000 Triliun Lebih. (Jakarta : Ufuk Press, 2013). Hal. 2
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ketenagalistrikan yang telah diambil alih dari Jepang tersebut kemudian
diserahkan kepada Pemerintah, yang pada saat itu diserahkan kepada Departemen

Pekerjaan Umum dan Tenaga di Jakarta.

Perkembangan berikutnya sesuai dengan diadakannya Konferensi Meja
Bundar pada tahun 1950, yang salah satu hasil konferensi tersebut menyatakan
bahwa, kecuali milik Pemerintah Indonesia, seluruh perusahaan dibidang
ketenagalistrikan milik Belanda dikembalikan kepada pemiliknya yaitu NIGM,
ANIEM, dan GEBEO. Maka setelah penyerahan kedaulatan dari Pemerintah
Belanda kepada Republik Inde

gtenagalistrikan di Indonesia kembali
dilakukan oleh Belamgt iltkglRemerintah Indonesia yang

tetap dikuasai g

an Keputusan Presidep#®l No. 163

To gal 3 J ; V. G esche Gas &

i Jawatan Tenaga
Tenaga Listrik
dilakukan

Derusahaan

enga ”) yang

“ s\€liappij Ambon (sEfanjuinya disebut
1305 . iciteits Maatshappij Balikpapan

terletak™dr Cjrebon; NV. B

denga; EMA”) di
(selanjutiya.disebut dengas '. '.

an Listrik Negara

Sejalan dengan p b3 "-‘;:u;* enagakistrikan di Indonesia yang selalu
berkembang setelah masa penjajd¥@ yang di alami oleh bangsa Indonesia,
berpengaruh pula terhadap perkembangan dalam bidang ketenagalistrikan. Pada
awalnya, perusahaan listrik Indonesia adalah berbentuk Perjan yang dibentuk pada

tanggal 27 Oktober 1945.*° pada sekitar tahun 1958 sampai dengan tahun 1959

28 Heru Setiawan, Op.Cit,. Hal 37

pid,

9 pT. PLN (Persero), Laporan Bekerja Secara Berkelanjutan 2011 Sustainable Report PT. PLN

(Persero), (Jakarta: PT. PLN (Persero), 2011), Hal. 13.
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terdapat Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No. P.25/14/17
Tanggal 23 September 1958, yang menyatakan bahwa Perjan diubah menjadi
Perusahaan Listrik Negara (selanjutnya disebut dengan “PLN”) dan didukung dengan
adanya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1959 Tanggal 2 Mei 1959 Tentang
Penentuan Perusahaan Listrik dan/atau Gas Milik Belanda Yang Dikenakan
Nasionalisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut seluruh perusahaan
listrik milik Belanda yang ada antara lain NIGM, ANIEM, GEBEO, OGEM,
EMA, dan EMBP diambil alih oleh Indonesia.?*

Berkembang ke tahun_19§€ gngan tahun 1961, pada tahun tersebut
terdapat Peraturaggl ‘ entang Pendirian Badan
Pimpinan Um I % Jisebut dengan “BPU-
PLN™), n 0 ' rsebut PLN dirubah
bentukn -PLN sendiri
diatusda arints ' ' Ondang- Tahun 1960

esual ran Réme fang-Undang
PU-PLN dibentuk degigan

goarakan. ne [ yerusahaan

enjalankan ty Negara terteu;

“aggifengadakan R n tindakan v’mengurus
-:‘;F -.- Jail/atz | "_'i\

d. Rgana fUrts peidsahaan Negara.

ara da

Akan tetaplL.Derkembanfian @ alisteikan. di INdonesia dalam bentuk BPU-
PLN tidak berlangsung laa rena pad ggal 13 Mei 1965 BPU-PLN

dibubarkan berdasarkan Peratura erintah No. 19 Tahun 1965 Tentang

! Indonesia (20), Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1959 Tentang Penentuan

Perusahaan Listrik dan/atau Gas Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 No. 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.
1763

2 |ndonesia (21), Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1961 Tentang Pendirian Badan
Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961
No. 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2270

** Indonesia (18), Loc. Cit.
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Pembubaran BPU-PLN dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan
Gas Negara (selanjutnya disebut dengan “PGN™).*** Oleh karena adanya
Peraturan Pemerintah tersebut, bersamaan dengan dibubarkannya BPU-PLN
dibentuk kembali PLN yang mengelola bidang ketenagalistrikan dan PGN yang

mengelola mengenai gas.

Berkembang ke Tahun 1972. Pada tahun ini terdapat Peraturan Pemerintah
No. 18 Tahun 1972 Tentang Perusahaan Umum Listrik Negara (selanjutnya
disebut dengan “Perum LN”) yang mulai diundangkan pada tanggal 3 Juni
1972.%* Berdasarkan PeraturanR
Perum LN. Pada sag
ditetapkannya B

ah ini, PLN dirubah bentuknya menjadi

ini_ merupakan kelanjutan dari
dang No.1 Tahun 1969

Tentang Béht ‘ : i gkan pada tanggal 1

Agustus 0

g _dan“tanag AWe AUl .0 asal 8 Peraturan

Pemé . 972 seb Fikut: 22

Viembangkitka eny@lurl@n dan mendistribt aga listrik
dag A at Spembaggkit jaring agsmisi  dan

Stribusigmidi -1 ang sehat

di bidang ingust n
_ Membang 81 Barakan pusat-p Mangkit dan
qjarln -' A ang a%ng termasuk
neimb M EE: E ﬁ!h dengan norma-norma

Mv tg m:
peraturan-‘ W

guna mendapatkan Ke€putusan dan penetapannya, sesuai dengan

engusulkan rancangan

jutnya diajukan kepada Menteri

peraturan-perundangan yang berlaku, yangberupa:

i. Peraturan-pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan mengenai

** Indonesia (22), Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965 Tentang Pembubaran BPU-

PLN dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 No. 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.
2971

** Indonesia (13), Loc. Cit

> Ipid. Pasal 8
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pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik beserta
penggunaannya sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan
Pemerintahini;

ii.  Peraturan-peraturan mengenai kegiatan-kegiatan di bidang
tenaga listrik yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan, satu dan
lainnya guna menjamin keselamatan umum, supply yang teratur,
ekonomis dan efisien kepada para konsumen, menjamin adanya
koordinasi dan standarisasi dari pusat-pusat pembangkit dan

jaringan-jaringag dan sekaligus memungkinkan

penginteg 1 | - jaringan  umum  termasuk

At K€ inan-kemungkinannya
A enyerahkan kepada

aringan transmisi dan

Rlelaksanal Ami danesBeRgawasan terhadap

Olatan- keglatan disBitlangfi€haga listrik™ya , aksanakan

oleh e

iliki 2 adap  pusa at _peimbangkit dan

Jaringan™ = arifig anent ak adi milik ahaan, sesuali
dengan tatg and n batas=Batas ketentua ada;

¥
Merencanalé 1k dan  mel IU'an rencana
ir";;; dighidang, tenaga-is qi"ﬁi i%

Kehutuhz Srintahiidan turli a dalam pembuatan

an kebijaksanaan

DE pangan ekonomi dan

ut kebijaksanaan umum

dibidang tenagafist

g. Membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga mengenai
pembelian dan/atau penjualantenaga listrik;

h. Menyelenggarakan latihan keterampilan bagi pegawai-pegawainya
dalam bidang-bidang yang diperlukan oleh Perusahaan dan dimana
mungkin untuk  pegawai-pegawai  Perusahaan lain yang
menghasilkan tenaga listrik sendiri dan pemakai-pemakai tenaga
listrik lainnya di seluruh wilayah Indonesia, dan mengambil
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peranan dalam memberikan nasehat-nasehat teknis di bidang tenaga
listrik dan menyelenggarakan penelitian;

i. Mendirikan bengkel-bengkel untuk reparasi alat-alat tenaga listrik,
menyelenggarakan jasa-jasa, antara lain pemeliharaan dan
pembelian yang dapat digunakan juga oleh pihak ketiga;

J- Mengadakan transaksi-transaksi sesuai dengan norma-norma yang
sehat di bidang industri dan niaga.

Disela-sela perubahan bentuk Perum LN, diterbitkan Undang-Undang No.

15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalsfikan (selanjutnya disebut dengan “Undang-

Undang Ketenagalistrikas ndang Ketenagalistrikan 1985
1390, Staatsblad Tahun

1890 No. 449 , A irgdengan Ordonansi

merupakan pe

tanggal 6 ang selama ini
digugiaka : 3. pengaturan e istrikan, karena

Ord(¢ I : : o sekaligus

dalar aspembinaan At 810N; i - Pancasila dan

UUSE Deng Rdang ag i hut, industri
ket@nagalistri I Indopesia™dap? " egan. pesat, meskipun

Pe asih belurm®es : ' aan kebutufa gnaga listrik

yang in  rnening #3 01 gan adan dang-Undang

KetenMFan 1985 Pé gYvenang sebvegang Kuasa

Usaha K. I8
an sebagai Tahun

et

Ber
yang penting dala
Perum LN dirubah

menjadi PT. PLN (Persero) terseb n Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun

a. Karena pada Tahun 1994,

1994 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara Menjadi

Perusahaan Perseroan.?*°

7 Indonesia (7), Op.Cit,. Bagian Penjelasan Umum

8 1bid. Pasal 1 angka 5

** Indonesia (23), Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk

Perusahaan Umum Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 No. 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2890
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Perkembangan ketenagalistrikan berkembang hingga saat ini dengan
perubahan Perum LN menjadi PT. PLN (Persero). Pengaturan terhadap PT. PLN
(Persero) diatur di dalam Undang-Undang BUMN, dan berlaku pula Undang-
Undang Perseroan Terbatas. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang
BUMN, bahwa BUMN berbentuk Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip
dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.*®® Di dalam Undang-Undang BUMN
pula disebutkan bahwa maksud dan tujuan didirikannya Persero adalah,
menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat

dan mengejar keuntungan guna meaifigkatkan nilai Perusahaan.®*

2. Perkembang lan _Pengusahaan Dalam Sektor

( } Pada Masa Pasca

[‘ w fone al se masa perjuangan

a=RelTaminaavaig diser eh nasionatisasl perusaf inyak asing,
adi kevak kekuasaan sesaat setelah™Jepang meyerah kepada

flonesia dan

se 0-ladane inyak dig . olehmipinak Repu
di kan sel ak milik

bera ffSahaan yak mi afigraer ganisir O pok pekerja

2 mivtlak 2% TidakMama seteldh itu muncul

bersa Ing menamakafseh @n agai Lsaskar, Minyak.
H berdirinya pe it 2 hinyak Neg H dikelola oleh
orang-oraﬂrib ";.- 3 T"‘L th 1950-an hingga

pertengaha 60-aii. Usahawperfambangan®™migas telah megalami kemajuan yang

berarti meskipun“pade periodeitu 3 ‘ erjadl gefotak®otitik dan militer di dalam
Negara. Indikasi kerntajéa b i Milsteroentiknya Undang-Undang No. 10

Tahun 1959 yang menetapkan™pe &n flak pertambangan konsesi migas yang
tidak dioperasikan secara aktif, dengan begitu Undang-Undang tersebut merupakan
langkah awal penerapan kebijakan nasional dalam pengusahaan pertambangan migas.
Kemudian pada periode itu terbentuk pula Undang-Undang No. 44 Tahun 1960,

Undang-Undang tersebut memutar ketentuan bahwa usaha pertambangan migas hanya

2% |ndonesia (2), Op.Cit,. Pasal 11

1 1pid. Pasal 12

22 Mudrajad Kuncoro, Op.Cit,. Hal. 13
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diselenggarakaan oleh Negara sebagai pemegang kuasa pertambangan, Undang-
Undang tersebut juga sekaligus menandai berakhirnya sistem konsesi yang kemudian
dirubah menjadi kontrak karya.

Semangat Pemerintah Indonesia pada saat itu untuk membangun perusahaan
minyak nasional sangat menggebu. Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 1960,
pengelolaan minyak Indonesia dibatasi hanya oleh perusahaan Negara dan selanjutnya
dikukuhkan tiga perusahaan minyak Negara, yakni Permina, Permigan, dan Pertamin.
Ketiga perusahaan tersebut memiliki hak pengusahaan minyak di seluruh Indonesia,

sehingga perusahaan-perusahaan gk asing yang berminat untuk melakukan

penambangan harus berhuh erusahaan Negara tersebut.

Sejak s3 yang sejak penjajahan
Belanda mg . : ,Stanvac, dan Caltex
mulai kej wilayah konsesi
berufjah f el an skem ar Via 2y Kontrak antara
Pertg glal. | la & mempengaruhi peadapatan Nega Derapa tahun
menjals SIStEm  kontrak dnaan-perusane 04 menjadikan
peng perharga o uk e patkan gas sebesar-
bes a_bagi fara. Pada s akoatrakama_ yang ib_menggunakan pola

konse fSahaan asg : geh yang ar, sebagali

gant nerintan mer jadi sistem k@ arya melalui

Undan” g No. 44 Tahun19 sistem konimfa, perusahaan
asing tida*e i 41""?’ esi i) -;;."'.‘ indak“selaku kontraktor.

Karena pa ASipYa ya ‘mengifinkan._pe asing beroperasi
dengan masa ke ‘ jan kentraktor mendapatkan bagian
yang besarnya GOW

Muncul kebijaksanan “Sisté ra baru pada tahun 1966 dari semula
kontrak karya menjadi kontrak bagi hasii, pada masa itu perubahan tersebut dinilai
sebagai langkah maju yang menguntungkan Negara karena beberapa sebab, yaitu: 2°3

1. Operasi perminyakan dibawah kendali Pertamina;

2. Sumber dana investasi, teknis, dan resiko operasi ditanggung oleh

kontraktor;

3. Biaya operasi, termasuk peralatan mendapat pengembalian hingga

233 Mudrajad Kuncoro, Op.Cit,. Hal. 20
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maksimal 40 persen dari total minyak yang dihasilkan;

4. Peralatan yang digunakan menjadi milik Negara dan kontraktor harus
mempekerjakan tenaga Indonesia setelah mendidiknya;

5. Bagi hasil antara Pertamina dan kontraktor diatur berdasarkan
perhitungan produksi minyak mentah dipotong biaya-biaya operasi,
dimana bagian Pertamina berkisar antara 65 hingga 70 persen tergantung
pada jumlah minyak yang diproduksi.

Pada masa pemerintahan Orde Baru yang kala itu sedang melaksanakan

reformasi ekonomi mendasar dan mg kan sumber pendanaan pembangunan yang

besar, melakukan efisignsi ayakan sehingga melalui Peraturan

Pemerintah No. a digabung dan dibentuk

perusahaanaiia

terintegr 0 i
sertafpe F \ﬁ

nege

. pengangkutan;

[ U
ben lam dan luar

pang ke tahun™1871. BEflasagken catatan Scjare lglaan minyak

bu MNesia_teiif tertdig, d id karcaafiisaha pend inyak bumi

peftaiRa_Kalid€ donesia difakuka C pdas_oleh ik pad hun 1871,

sehige geboran vak (Indonesia b anun setela
bum a di dunia f@ite ( ﬂ lvei@E"* Dan pada

Pemerﬁenerbitkan -\ ) ahun 1971,” di dalamnya
mengatur ra ﬁWh MN*"yang ditugaskan

melaksana ngusahas : A1 da gelola dan asilkan migas dari

poran minyak
1971 pula,

ladang-ladang mimyak*dr Sel 3 golahnya menjadi berbagai
produk dan menyedta hahan bakar migas di seluruh

Indonesia.?®

>4 Ibid. Hal. 11
> PT. Pertamina (Persero), Company Profile : Sejarah Pertamina, dalam
http://www.pertamina.com/company-profile/sejarah-pertamina/1971-tonggak-migas-indonesia/,
dikutip pada 25 Desember 2016.
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b. Minyak Dan Gas Bumi (Migas) Pada Masa Transformasi

Tahun 1975 hingga tahun 1976 bagi Pertamina adalah masa yang penuh
dengan guncangan akibat berlebihnya penanaman modal pada penyewaan kapal-kapal
tanker dan merosotnya pendapatan dari minyak akibat resesi di tahun 1974.
Kenyataan ini mendorong Pemerintah untuk segera mengadakan penelitian
mendalam,berdasarkan hasil-hasil penelitian yang di dapat ternyata Pertamina
menghadapi jumlah hutang yang cukup besar dan berpengaruh terhadap keuangan
Negara; cadangan devisa; pinjaman luar negeri; dan perkreditan dalam negeri,
sehingga Pemerintah perlu mengaMiil langkah-langkah untuk mengatasinya.

4t jtu adalah : °

Langkah langkah yang diaga

Wk amina untuk memenuhi

Ik an luar negeri dan

k - a M proyek-proyek
|dan

Menertibkanik bida i Al and personalia,

pening A admi v keuangan

perusanaan.
i dikelUarkannya dar ¥ Migas, pa
indba Indonesia jadah Sebaga sekaligus pt

migas. ina berpers : gan pelaksan IHﬁri hulu yang
meliputi 'J:Ia 4" ¥ ) Perlami kberperan sebagai

pengatur d Maiil 07

amina dalam

dalam sektor

ahan; penyaluran;

Wnempengaruhi perubahan
n

dang-Undang Migas tersebut peran

distribusi; dan niaga

O

mendasar bagi Pertamina, karena oF

Dengan diterBeann i
reguiator pada Pertamina di iepaskan dan Pertamina hanya menjadi saiah satu pemain
dalam migas di Indonesia. Pada 17 September 2003 Pertamina berubah bentuk
menjadi PT. Pertamina (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun
2003, dengan Peraturan Pemerintah tersebut Pertamina berubah menjadi PT.
Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang energi, petrokimia, dan usaha lain yang
menunjang bisnis PT. Pertamina (Persero) baik di dalam maupun di luar negeri yang

28 Ipid. Hal. 26
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berorientasi pada mekanisme pasar, dan dengan berubahnya bentuk Pertamina
menjadi PT. Pertamina (Persero) menjadikan BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki
oleh Negara.”’

Dengan diundangkannya Undang-Undang Migas pula terdapat pemisahan
yang jelas antara sektor hulu dan sektor hilir. Pada sektor hulu yang menjalankan
kegiatan ekploitasi dan eksplorasi, kuasa pertambangan migas dikembalikan kepada
Pemerintah yang sebelumnya dipegang oleh Pertamina, oleh karena hal tersebut pada
sektor hulu dibentuklah BP Migas yang bertugas menandatangani kontrak kerja sama

dan mengawasi pelaksanaan kontrakJ@pja sama.

Perjalanan BP Migs S N i, berbagal perubahan, berdasarkan
putusan MK Nqi 0/, 1L dang-Undang Nomor 22
Tahun 200 Tk as dinyatakan tidak
mempun A 3 entangan dengan

prinsi, pe 501 NEC | dim: : . 948,**° Sehingga

Pem - ] ] iPETaturagakReesiden _Ng@ ahun 2012
Tenta 3 aFungsi Kegrate lu Minyak
Dag I Untukamem - . meniaia Pela atan Usaha
HulbiiMinyak.6d8Eas Bumi.

karbrintah kem
menjaHI Migas mels

Penyeleng

an BP WfE pula tide gsung lama

an pada Sk kemudian

n No. 9 Ib5013 Tentang
an ip;: <egiatan Usaha .;“u# K &éas Bumi. Selain

itu, di sek (IDEHE /lioas “sepagat_badai tur yang bertugas

melakukan pengatéFan dan.pendaWasan . terhadap =mpefaksana penyediaan dan
pendistribusian bahan*pakar m . gas bumi.

Dengan dirubahnya Pertamina menjadi PT. Pertamina (Persero), PT.
Pertamina (Persero) mengandung konsep PSO di dalamnya. Implikasi PSO tersebut
menjadikan PT. Pertamina (Persero) sebagai integrated oil and gas company yang
merupakan lokomotif industri nasional dan mesin pertumbuhan ekonomi nasional.
Pengelolaan migas oleh PT. Pertamina (Persero) dengan mengandung konsep PSO

>71pid. Hal. 30

28 Husna TR dan Cut Asmaul, Loc. Cit.
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yang merupakan suatu bentuk penugasan dari Pemerintah sehingga menjadikan ruang

gerak PT. Pertamina (Persero) sebagai perusahaan menjadi terbatas.”*

Akan tetapi,
Penyelenggaraan kegiatan PSO tersebut akan diserahkan kepada mekanisme
persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan dengan penetapan harga sesuai

yang berlaku di pasar.?®

C. Keselarasan Tujuan PT. PLN (Persero) dan PT. Pertamina (Persero)
Sebagai BUMN Pelaksana Public Service Obligation (PSO) Dan
Mengejar Keuntungad i Persero

3r0) Sebagai BUMN

Q P . Dan Mengejar
rsero) Sek ' NI donesi I berbagai

di n? dijelaskan
mnva di dalam sub bab™@rseneliri. Pe Persero) telah

aho2lamt bebes@pa™pertiabhan thentl 4y ser pada Te 50-ain berbentuk

etapi P S : e anggal 13
Me BPU-PLN dibgiarka ﬁ an Mekdapat pemecahan a PLN dan
PGN, Setelaky itu pada Tahl 17 lagi menjadi LN hingga
Tahun 1984 4/ang mapag Va i ¥994 Peru dirubah menjadi
Persero sehinggd&g Am%

(Persero), maka PT.
ndang BUMN. Di dalam
Undang-Undang BUMN menye afWwa maksud dan tujuan didirikannya
Persero adalah, menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan
berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai
Perusahaan.”®* Dan berdasarkan Undang-Undang BUMN pula PT. PLN (Persero)

9 pid. Hal. 34

%% pT, pertamina (Persero), Loc. Cit.

*®! Indonesia (2), Op.Cit,. Pasal 12
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sebagai BUMN berbentuk Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip dalam
Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Seiring dengan perkembangan pembangunan di segala bidang dan semakin
banyaknya kebutuhan pemakaian listrik di Indonesia, maka untuk dapat melayani
masyarakat dan industri dalam kegiatan pengadaan dan penyediaan tenaga listrik, PT.
PLN (Persero) dibagi menjadi 11 (sebelas) PLN wilayah; 2 (dua) PT. PLN (Persero)
Pembangkitan dan Penyaluran; dan 4 (empat) PT. PLN (Persero) Distribusi.?®®
Adapun 11 PT PLN (Persero) yang berstatus wilayah antara lain adalah, PT. PLN
Persero) wilayah 11 di Medan; PT. PLN

ayah 1V di Palembang; PT.

(Persero) wilayah | di Banda Ag

(Persero) wilayah .
PLN (Persero) ayah VI di Banjar Baru;
PT. PLN {R€rs : yah VII di Ujung
3 ro), wilayah X di
“DUta: e . i Denpas

m kegiantan

busi Jawa

Tengah _dan.D.l Yogyakart PT.BBLN (Persero) Ristribusif Jawa Barat

Enadi Bandung 0) Distribusi “Jakarta Raya dan

am melaksanakan
sahan kelas dunia yang
bertumpu pada potensi

dalah, menjalankan bisnis kelistrikan

%2 pid. Pasal 11

%% Elia Jesika Mening, Problematika Yuridis PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dalam
Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan,
Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Khatolik Atma Jaya, 2013). Hal. 53

%% pid. Hal. 54

%% pT. PLN (Persero), http://www.pln.co.id/2011/03/profil-perusahaan, dikutip pada Tanggal

1 November 2016 Pukul 22:10.
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dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota
perusahaan, dan pemegang saham; menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; mengupayakan agar tenaga listrik
menjadi pendorong kegiatan ekonomi; dan menjalankan kegiatan usaha yang
berwawasan lingkungan.”® Selain itu PT. PLN (Persero) memiliki motto “Listrik

untuk Kehidupan yang Lebih Baik” (Electricity for a Better Life).?®’

Dengan perubahan yang dialami oleh PT. PLN (Persero), sebelum menjadi
PT. Persero hingga menjadi PT. Persero secara tidak langsung telah mengantarkan
PT. PLN (Persero) keranah tyj R_kompleks, karena PT. PLN (Persero)

sebagai BUMN _gil@gFi g : sus;,_oleh Pemerintah  untuk
melaksanakan § ; sejahteraan masyarakat,

dan di sagapin , ' tap mendapatkan
keunt gSUTE ' 3 aimana yang
tert 2

pada | N B sa§ual dengan
Pe epteri ESDM No. 298 ah@ilif 2006 Tentang Mekanisge PegadFian Subsidi
Ta
ke bayag : itu te golo
450MA dangumah tangga miskintide puldaya 900 VA.>%
at sedikit p PSO untu

d :
pada tahu@? kareg enieri ES . un 2016 Tentang
Tarif Tenaga L ﬁm [ saha istrik Negara (Persero)

penggolongan tarif
listrik yaitu pada goa kecil pada tegangan
rendah dengan daya 450 0 TM, 1.300VA, dan 2.200 VA (R-

1/TR).?® Dan dari golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan

a Li Bntuk : 0ga dibertkan kepada para‘pelanggan dengan

angga daya

LN (Persero)

% 1pid.

%7 Ipid.

%% |ndonesia (24), Peraturan Menteri ESDM No. 29 Tahun 2006 Tentang Mekanisme

Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 No. 1566, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5281 . Pasal 2 ayat (1)

%% |ndonesia (25), Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik

Yang Disediakan Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), Lembar Negara Republik Indonesia
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rendah tersebut hanya pada golongan 450 VA dan 900 VA-RTM yang termasuk
dalam PSO PT. PLN (Persero) pada tahun 2017, karena berdasarkan Peraturan
Menteri tersebut pengguna golongan 900 VA tidak termasuk dalam rumah tangga
miskin dan tidak mampu.?” Tidak seperti pada tahun 2016 yang masih mendasar pada
Peraturan Menteri ESDM No. 29 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pemberian Subsidi
Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga, bahwa tidak ada perbedaan antara
golongan pengguna daya 900 VA dan 900 VA-RTM, dan terhadap golongan 450 VA
dan 900 VA termasuk dalam PSO PT. PLN (Persero). Perubahan tersebut nantinya
dalam APBN 2017, yang mana dalam APBN

ikan masuk pada subsidi energy

akan berpengaruh kepada anggaran RSE
pada tahun 2016 PSO_u
sebesar 44 perseg Jag

Perfe a S J i \RI. PLN (Persero)
BUMN terdapat

pengatura d a fang Dese clasannya. Dalam

sebagai E 0

Pasa at.Ll) disel n_bahwWaiRémeriah dapatemberikag asan dengan

tet attkan maksud™dan tu dagikegiatan BUN hanan tersebut
dils a unt ain. mewujudkan gerlaksain a.Pasal 3 3 UUD 1945

an_fa

Al asilitas kesehats

ba Al angqung

um layak.
tetapi, dalan Pasal 66, Untlang=Undang BUMUdisebutkan

h PSO, melg . ls cewajiban peI!Humum. Istilah
2

mengeH ,
PSO disewan d *fwjim dalam Penjelasan

Pasal 65, gumenycbutkanmbahwa, *vansiidimaksud. de ngsi kemanfaatan
umum adalah PEMEGAsa di D Remerintan®daiam rangka memberikan

pelayanan

i
Y

kewajiban pelayanalm™ &g atlf Jari pengertian tersebut dapat dilihat

bahwa PSO berkaitan erat denga an ‘bagi kemanfaatan umum. berdasarkan

keterangan yang di dapat dari wawancara yang dilakukan terhadap narasumber

Tahun 2016 No. 1565, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No.1566. Pasal 3 ayat (1) huruf b
angka 1

7% 1pid. Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3)

771 Kementrian Keuangan (1), Informasi APBN 2016, buku elektronik (electronic book),

(Jakarta: Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jendral Anggaran, 2016), Hal. 34

2 Indonesia (11), Op.Cit,. Penjelasan Pasal 65
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perwakilan dari PT. PLN (Persero) Pusat menjelaskan mengenai tujuan PT. PLN
(Persero) yaitu, “Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar PT. PLN (Persero) disitu
disebutkan bahwa tujuan PT. PLN (Persero) adalah menyelenggarakan usaha
penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan masyarakat umum dalam jumlah dan mutu
yang memadai serta memupuk keuntungan”.273

Pada dasarnya tugas untuk melaksanakan PSO adalah untuk seluruh BUMN
karena penugasan tersebut tertera dalam Pasal 66 Undang-Undang BUMN. Akan
tetapi, pelaksanaannya belum merata terhadap semua BUMN yang mendapatkan
tugas untuk melaksanakan PSO, nag
BUMN harus siap untuk dik _ _
bagi BUMN ug la akK- an PSO sangat terbuka
21 Dala a ,"BT. PLN (Persero)

merupakdfifisa - ; listrikan.””® Berkaitan

jdak menutup kemungkinan bahwa seluruh

sangkan PSO karena kemungkinan

lebar.

dengdn. ha g (1S st i elakse P30 dalam Pasal
66 05 Pasal 65,
tuj akSanakan Ke juga terlifa 2 ayat (2)
Ungle ang  Ke yalistrif angy Men an ba bangunan

ket@nagalistri Brtujuan unt i

n
yang Kualitas yangsbaik, 6 angiwatar dalam™re ningkatkan
kese rakyat dan \lgn 3 t’iz d

‘-ﬁ-‘-

HE PT. PLN yagai. BUMN yang IU‘éanakan PSO
sebenarnya secar, 4{""? C : sudarmyjela Mana yang diatur

dalam Pasal 66mbetikut Penjelasanmya : ' 0. 45 Tahun 2005

ersediaan ja listrikadalam jumlah

Pasal 65 berikt enjelass .q Rasal “2"sayat’ (2) Undang-Undang
Ketenagalistrikan, ya - aris i erumusan Pasal-Pasal tersebut ingin

”* Hasil Wawancara Penulis yvang dilakukan terhadap narasumber perwakilan dari Manager

Senior Bagian Investor dan Good Coorporate Governance PT. PLN (Persero) Pusat, Pada tanggal 1
November 2016.

% Hasil Wawancara Penulis yang dilakukan terhadap narasumber perwakilan dari Bagian
Biro Hukum Kementrian BUMN, Pada tanggal 24 Oktober 2016.

73 Hasil Wawancara Penulis vang dilakukan terhadap narasumber perwakilan dari Manager
Senior Bagian Investor dan Good Coorporate Governance PT. PLN (Persero) Pusat, Pada tanggal 1
November 2016.

*’® Indonesia (6), Op.Cit,. Pasal 2 ayat (2)
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menyampaikan bahwa BUMN memiliki tujuan untuk turut membangun kesejahteraan
masyarakat luas, sehingga BUMN diberikanlah suatu peugasan yang khusus
terhadapnya untuk melaksanakan PSO dengan maksut untuk melaksanakan tujuan
kesejahteraan masyarakat tersebut.

Tujuan untuk turut membangun kesejahteraan itu tidak dengan begitu saja
terlaksana, karena terdapat beberapa kendala seperti kewajiban melakukan
pembukuan terpisah bagi BUMN pelaksana PSO dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku. BUMN pelaksana PSO harus membuat pembukuan terpisah

antara kegiatan yang digunakan ug PSO dan kegiatan non-PSO, hal tersebut

dimaksudkan untuk menci asi terhadap penugasan PSO yang
tujuannya adalg
dilakukan

(Persero

) wawancara yang yang
(Rersero), PT. PLN

ada pemisahan

e

pembukus al ke ) gan g -PSO, yang
man; gESeDUL_Degp@iensi me ] pelapeigiayang Kiikai Irat, padahal
disisi, 2 N (Persero) agalah gng memiliKT 4y urut dalam

megt esejahiesa@munasy ekl °

elapy ¥'mengenai tHjLak ' Persero) yangeimemiliki‘tujuan untuk

atdalah badan

megwo ungan Ka tat 0 wPersero. B

usah@ seluruh ataugSebagi S aya dimilki O gara melalui

penyeu ara langsung-yane 3 ayaan Nega U‘ldipisahkan.279
Seperti y#tel liseb ( . peltinye bha bentuk BUMN
ero. Persero adalah

sesuai deng

bentuk BUMN V2 IS afasS yamg modalnya terbagi dalam
saham yang seluruh atee™galing's¢ ya-dimiliki oleh Negara Republik
Indonesia yang tujuan utamanya-ada uk'mengejar keuntungan.?®

7 Indonesia (11), Op.Cit,.Pasal 65 huruf e

%78 Hasil Wawancara Penulis vang dilakukan terhadap narasumber perwakilan dari Manager

Senior Bagian Investor dan Good Coorporate Governance PT. PLN (Persero) Pusat, Pada tanggal 1
November 2016.

% Indonesia (2), Op.Cit,. Pasal 1 angka (1)

% 1pjd. Pasal 1 angka 2
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Maksud dan tujuan pendirian BUMN diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang
BUMN. Pertama, tujuan pendirian BUMN adalah untuk memberikan sumbangan bagi
perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada
khususnya. BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat
sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional dan membantu penerimaan keuangan Negara. Kedua, tujuan pendirian
BUMN adalah untuk mengejar keuntungan, meskipun maksud dan tujuan Persero
adalah untuk mengejar keuntungan, dalam hal-hal tertentu adalah untuk melaksanakan

pelayanan umum, Persero dapa iberikan tugas khusus tersebut dengan

memperhatikan prinsip-prigas an yang sehat, dengan demikian

penugasan oleh

' - pembiayaan kompensasi

berdasarka
) Updang-Undang
BU juan Pers '*h' al] #K menyedi lan/atau jasa

ya z daya 0 kua rsero adalah

mengeéjar_keuntungan guna ingkatkan" nilai perusahaan. Berdasarkan hasil

WEE yanQ. UKa ) Narasumber perwa i dari Kemenirian BUMN

sel3 an Bag R | rk ‘ g BUN enjelaskan

bahWwa, "BUMN dalam be Pe ﬁ satfiliya adalah bertwjua k mengejar
keuntypgan, g dan dalamiSigg D b salah satu uk mengejar

Pusat menjelaskan mengenai tujuan PT. PLN (Persero) yaitu, “Berdasarkan Pasal 3

anggaran dasar PT. PLN (Persero) disitu disebutkan bahwa tujuan PT. PLN (Persero)

81 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya, 2010).

Hal. 171

% Hasil Wawancara Penulis yang dilakukan terhadap narasumber perwakilan dari Bagian

Biro Hukum Kementrian BUMN, Pada tanggal 24 Oktober 2016.
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adalah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum

dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan”. 283

Berdasarkan dua narasumber yang telah dilakukan wawancara, secara garis
besar memang tujuan dari PT. PLN (Persero) sebagai PT. Persero adalah melakukan
kegiatan usahanya dibidang ketenagalistrikan serta bertujuan untuk mengejar
keuntungan, yang mana keuntungan tersebut sepakat dijelaskan oleh kedua
narasumber tersebut adalah di dapat oleh PT. PLN (Persero) dari hasil kegiatan
usahanya dan kompensasi beserta margin yang di dapatkan dari pelaksanaan PSO.
Akan tetapi, berdasarkan sud
yang dilakukan techaslap N3 PLN (Persero), PSO dalam
kegiatan PT. P
keuntungafi®da p

margij C ' Wi asumber hal itu
K yantunga R *'! 0) terhad giseharusnya PT.

gkan tungannys lalan  sesuai

P T. PLN (Persero) melalui wawancara

ang berarti bahwa

i kompensasi dan

alam peratiiran ‘perundang=t'ndangan vangieerlaku mengenai PSO
telaf Engenai  Besa argin tersebd ealisasinya
penc ympensasi seri@iinagg A harapkan dari Pemedambat oleh
bebera r sepertl ket8 ¥ dimiliki Pe U besaran yang
dlcalrkan W 0 T,“‘\‘.‘ rshu otoritas dalam
pengawasaiilPS@asering Vahig a telah dibuat oleh
PT. PLN (PersEroyskarena seringl PK Ki-pandangan dan standar yang
berbeda dari PT. PN ' : ‘ -%nal lain di dalam praktek

yang seringkali melibatkan juffaf pesal untuk melaksanakan PSO yang tidak

dapat dihitung besarannya dalam anggaran PSO. Hal tersebut juga diperkuat dari
keterangan yang dilakukan terhadap narasumber selaku perwakilan Bidang Biro

Hukum Kementrian BUMN yang mengatakan bahwa, “apabila Pemerintah terlambat

%8 Hasil Wawancara Penulis vang dilakukan terhadap narasumber perwakilan dari Manager

Senior Bagian Investor dan Good Coorporate Governance PT. PLN (Persero) Pusat, Pada tanggal 1
November 2016.

% 1bid.

Universitas Indonesia

Peluang public..., Magphirroh Suryakusumaningrum, FH Ul, 2017



96

dalam pencairan kompensasi dan margin, terhadap hal tersebut hanya bisa dilakukan
dengan melakukan pengingatan atau remainder untuk membayar yang dilakukan PT.

PLN (Persero) kepada Pemerintah melalui Menteri Keuangan”.?®®

Dari penjabaran tersebut dapat terlihat bahwa tujuan dari mencari keuntungan
olen PT. PLN (Persero) dalam aturannya sebenarnya sudah jelas dalam peraturan
maupun dalam anggaran dasarnya, akan tetapi dalam realisasinya PT. PLN (Persero)
sering mengalami kekurangan arus kas atau cashflow sehingga PT. PLN (Persero)
turut serta dalam kegiatan pasar seperti dalam Perbankan dengan tujuan dapat

menutupi  kekurangan cashflg tetap mendapat keuntungan, dan

dimungkinkan ke of : araisakibat pecahnya konsentrasi
PT. PLN (Pg

melaksanakan

giatan usahanya dan

tujuan PT. PLN

membangun

gtan PSOmlii

uanBF. PLN (Pers akPT. Persero
-pera ertulis 3 ras karena
Jan_mempe pangkan.kedua tujuan

OMN. Aka alam praktik

pelak ya masih Vak ermasalahan enyelimuti
kehenuf hendak di engenai K Un tujuan yang

. T, 3 : . '-:|. x .
dikehenda r*.r; [ 3 h Mr(asnya mengenai

permasalahanttersesut danz

Permasalahan-Permasala a0 ublic Service Obligation (PSO)
Menurut Sudut'Pa®tang PT. PLN (Persero)

Pelaksana Bentuk PSO Permasalahan

% Hasil Wawancara Penulis yang dilakukan terhadap narasumber perwakilan dari Bagian

Biro Hukum Kementrian BUMN, Pada tanggal 24 Oktober 2016.

%% Hasil Wawancara Penulis yang dilakukan terhadap narasumber perwakilan dari Manager

Senior Bagian Investor dan Good Coorporate Governance PT. PLN (Persero) Pusat, Pada tanggal 1
November 2016.
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b. Sulitnya melakukan
pembukuan terpisah antara
produk PSO dan non-PSO;

c. Ketergantungan PT. PLN
(Persero) terhadap PSO

Memberikan kompensasi )
yang hampir sebesar 90%;

kepada PT. PLN (Persero)

d. Perbedaan pandangan dan
yang  sasarannya  kepada

standart yang digunakan
BPK dengan PT. PLN
Persero);

penentuan tarif untuk para

PT. PLN | pelanggan deng

(Persero) | meg _ )
a biaya operasional

dran PSO:;

of pencairan

'/ pen AN margin oleh
g. Kekurame : S atau
‘ hflow.

b
N (Persefo)Smeripaka ah St “BUMN ya
dalbupan masyaraka A emcariy laba, PT. ersero) juga
merupHrUMN pelakss anai pelaksana PSCMLN (Persero)
gsi 4.1"" g Arena m

ak berperan

memiliki n, Ketersediaan tenaga

listrik ada e Satll nrasyars tlak@demt Kebe sungan pembangunan
kehidupan masyarakat. Sebagai i an araret_ sekaligus juga sebagai
perusahaan yang hartS*mendagatkel £ ihrsero) memiliki beban yang
berat.

Dengan status sebagai BUMN yang melayani kepentingan umum dalam
bidang kelistrikan, PT. PLN (Persero) harus mampu menyediakan listrik dengan
harga terjangkau atau semurah mungkin, hal tersebut selaras dengan teori welfare
state yang digunakan sebagai pisau analisis bahwa, pelayanan publik merupakan
mandat bagi Negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Hal tersebut juga terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022-
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PUU-1/2003 Tentang Pembatalan Undang-Undang Ketenagalistrikan No. 20 Tahun
2002 Tentang Ketenagalistrikan, dalam putusan tersebut disebutkan bahwa : %’

“ Misi yang terkandung dalam penguasaan negara tersebut dimaksudkan
bahwa negara harus menjadikan penguasaan terhadap cabang produksi yang
dikuasainya itu untuk memenuhi tiga hal yang menjadi kepentingan
masyarakat, yaitu: (1) ketersediaan yang cukup, (2) distribusi yang merata,
dan (3) terjangkaunya harga bagi orang banyak. Hubungan antara
penguasaan negara atas cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat
hidup orang banyak, serta misi yang terkandung dalam penguasaan negara
merupakan keutuhan paradigma yang dianut oleh UUD 1945, bahkan dapat
dikatakan sebagai cita hukum (rechtsidee) dari UUD 1945 ”.

Dari pernyataan tersebut d pahwa PT. PLN (Persero) sebagai

asaan Negara, meskipun

BUMN memang g iF

bukan dala { } tetapi Negara harus
memenu h dalam bidang
ketendo ) erata, dan
terjangke bagi orang '0 adl mem PT. PLN

(Pelkse an untd eld aka 1 kaitannya

de j mengejar keunfling@ll sel@ku Persero memgiag PT. PLN

(Pérse i Deberapajhanbatah $€peal™yang te pada tabelddiatas. Oleh
karg Smudia . f gas u akan PSO

ini masih b

lan dengan Wntuk mencari

L OEROAN S

yan gileli kan ke PT

maksiWu dalam ka

keuntun asih b
) Sebagai Pelaksana

i PMengejar Keuntungan
Sebagai PT. S

Pada sektor migas, Indonesia memiliki PT. Pertamina (Persero) sebagai

ngan tidak

BUMN. Sebagai lokomotif perekonomian bangsa PT Pertamina (Persero) merupakan
BUMN vyang bergerak di bidang energi meliputi migas serta energi baru dan
terbarukan. PT. Pertamina (Persero) merupakan BUMN yang 100% sahamnya
dimiliki oleh negara. Modal disetor PT. Pertamina (Persero) pada saat pendirian
adalah sebesar Rp 100 triliun yang diperoleh dari seluruh kekayaan Negara yang

7 Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 001-021-022-PUU-I/2003 Tentang Pembatalan

Undang-Undang Ketenagalistrikan No. 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan, Hal. 330
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selama ini tertanam pada . PT. Pertamina (Persero), yang meliputi aktiva. PT.
Pertamina (Persero) beserta seluruh anak perusahaan, termasuk aktiva tetap yang telah
direvaluasi oleh Perusahaan Penilai Independen, dikurangi dengan semua kewajiban

hutang. PT. Pertamina (Persero).?%®

Kegiatan usaha PT. Pertamina (Persero) berdasarkan Undang-Undang Migas
dibagi menjadi dua macam kegiatan, yaitu kegiatan hulu (upstream) dan kegiatan hilir
(downstream).”® Dua macam kegiatan usaha tersebut di kelompokkan lagi, yang
termasuk dalam kegiatan hulu adalah, eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan yang

termasuk dalam kegiatan adalah, pengolahan; pengangkutan;

penyimpanan; dag of aluk niaga gas bumi baik
melalui pipa produk PT. Pertamina
(Persero) difs

dan minyak

O BBM (terdiri dasi, aspaly peldimas; pelarut; gre ined coke;
phur,
diri daiiel.P GHRb? af0as@an mus
etrokimia (TETCIENOa 7 pataxylene; polytam; prapyitie) ; dan
‘Iumas (terdier dari cooied orcycle ata engine oil;

“ matic dan_‘THants nsmisston il industriiwmas; dan lain
sebagaifyaY # q‘i\

Sedangkan dal mina (Persero) berada

di Indonesia dan amina (Persero) di sektor
hulu adalah eksplorasi; tra saahan energi Coal Bed Methane

(selanjutnya disebut dengan “CBM”) dan panas bumi, aktivitas eksplorasi dan

288 Mudrajad Kuncoro, et. al,. Op.Cit,. Hal. 30

289 Himawanto, Kajian Bibliometrik Riset Minyak dan Gas Bumi Nasional, Jurnal Khizanah Al-
Hikmah Vol. 3 No. 1, (Makkasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015), Hal. 50

> Indonesia (10), Op. Cit,. Pasal 5 beserta penjelasannya

' PT. Pertamina (Persero), Pemasaran Niaga Produk dan Layanan, dalam
http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/produk-dan-layanan/,  dikutip
pada 25 Desember 2016.
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produksi panas bumi serta CBM sepenuhnya dilakukan di Indonesia.?®* Hal ini karena
potensi sumber daya panas bumi dan CBM di dalam Indonesia cukup kaya untuk

dikembangkan.

Keseluruhan kegiatan usaha PT. Pertamina (Persero) tidak dilakukan oleh PT.
Pertamina (Persero) sendiri melainkan melalui anak-anak perusahaan PT. Pertamina
(Persero) yang terbagi dalam kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir, hal
tersebut dipengaruhi oleh pengaturan dalam Undang-Undang Migas yang menyatakan
bahwa, “badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir tidak dapat melakukan

aha tersebut membentuk badan hukum

kegiatan usaha hulu, kecuali d

yang terpisah antag P ersebut mengingat bahwa

kegiatan usaha biaya produksi dan

kerugian ya produksi dan
kegiagén I ar pembagian

penerime merinta ad '5

Ina (PerserO¥iem Visd enjadi Pert1sa nyak Nasional
Kela , dan [ enjalafkarfisali@ inti g oas, dds bakar secara

terintégiast, 4 arkan prinSips=p *rsialeyang : ¢ mewujudkan
Visi dmina (Perse [ ah@ankelas dunia, Pertamina
(Pebagai BUMN : : enunjang ke dan program
PemerH bidang ekortomi‘dza; anounan nasional pawnya, terutama
di bidang'#yel {pff 2 i"i“‘r i.hari dan terbarukan baik

di dalam

i i 1L2r “negert serta keogiatan fain rkait atau menunjang
pendempangan optimalisasi sumber

kegiatan usaha di_Bfdang_enese)
daya yang dimiliki PErSeroan it | arang dan/atau jasa yang bermutu
tinggi dan berdaya saing kuat, Serte gejar keuntungan guna meningkatkan nilai
Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas, serta PT. Pertamina

(Persero) sebagai BUMN pelaksana PSO harus mampu untuk membantu memberikan

2 PT. Pertamina (Persero), Hulu, dalam http://www.pertamina.com/our-business/hulu/,
dikutip pada 25 Desember 2016.

% Ibjd. Penjelasan Pasal 10 ayat (1)

2% 1pid.
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kesejahteraan bagi masyarakat dengan melayani pasar rumah tangga dengan harga
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Undang-Undang Migas selain berpengaruh pada perubahan kontrak dari
Undang-Undang sebelumnya, juga merubah beberapa hal mengenai fungsi PSO.**
Karena sistem perhitungan biaya BBM yang semula berupa cost reimbursement dan
fee dianggap kurang mendukung proses peningkatan daya saing dan efisiensi,
perubahan tersebut meliputi perubahan harga yang berdasarkan pada harga standar
yang dapat diperbandingkan baik harga BBM maupun harga distribusi.?®® Berikut
dapat dilihat mengenai perbangi
2.

3 lama dan PSO pola baru dalam Tabel

e Obligation

adalah entitas
2ngolah, dan
distri an E Pertamina

O¥bertugas 08 Oydan berhak

endistribusikafigs i

Hanya "Wk tamma mkan bada ain selain PT.
mendistrl a ‘r‘; @A‘& erO) untuk

premlum ” (i 1Y/ lmh__m“l“" LUSH L Jenls tertentu

Mekanisme pem .n»mumﬂ"!"r “ ' Pemba arangall Pemerintah kepada PT.
ke Pertamina mengQumaKanSISten ; (Persero)  menggunakan
formula MOPS ditambah dengan a.
dari kewajiban mendistribusikan BBM | MOPS adalah harga minyak mentah yang

and fee, imbalan yang di dapat Perte

sangat kecil hanya Rp. 10 per liter. diperdagangkan di Singapura, sedangkan

o adalah margin keuntungan yang

mencakup biaya produksi dan pengadaan

> penni Puspa Purbasari dan Ardyanto Fitradi, Ekonomi Politik Pertamina, (Yogyakarta:

Galangpress, 2009), Hal. 30

2 1pid.
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BBM

Fungsi pelaksaaan PSO oleh PT. Pertamina (Persero) merupakan suatu tugas
yang harus diemban oleh PT. Pertamina (Persero) selaku BUMN. Dan dalam
praktiknya, PT. Pertamina (Persero) hampir selalu ditunjuk untuk pelaksanaan
kewajiban khusus tersebut, kewajiban pelaksanaan PSO yang diemban oleh PT.
Pertamina (Persero) merupakan pelaksanaan kegiatan niaga pada produk BBM yaitu,
minyak tanah untuk seluruh wilayah Indonesia dan solar untuk seluruh wilayah
Indonesia, serta pada produk € BC dengan berat 3 Kg dan LGV yang

merupakan baha 2l i.>”" PSO yang diberikan

terhadap PT, § sejak diundangkannya
: : distribusian Dan
)a 2 jenis BBM

0 sebut dalah ah atau kerosene

ingg agi dalam

O oleh PT. Perta Helser@i€esuai dengan Pasal 8.2 ), Pasal 9,
6 Pg an Pree PefighapUSagsminyak™premiim tersebut

perk S ksi diS an  kurang

tep an yang hendak¥di a dafidata yang ad kan bahwa
]

sebes O dari total a

yang sem@a ti

ituh kepada k masyarakat

*7 Hasil Wawancara Penulis yang dilakukan terhadap narasumber perwakilan Retail Fuel

Marketing PT. Pertamina (Persero) pusat, Pada tanggal 29 Desember 2016.
% |Indonesia (26), Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan
Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2014 No. 399, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 5587. Pasal 3 ayat (1)

> Arti Adji dan Eny Sulistyaningrum, Inefisiensi Subsidi BBM : Hilangnya Kesejahteraan,
(Yogyakarta: Galangpress, 2009), Hal. 8

3% Kementrian Keuangan (1), Loc. Cit,.
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Pemerintah akan menganggarkan Rp. 42,3 Triliun untuk PSO yang termasuk dalam

subsidi energy BBM yang dijalankan oleh PT. Pertamina (Persero).3"

PSO yang diberikan kepada PT. Pertamina (Persero) merupakan anggaran
yang berasal dari APBN, yang sebelumnya sudah di diskusikan bersama antara
Kementrian BUMN dan Kementrian ESDM selaku Kementrian Teknis dan telah
ditetapkan oleh DPR, dan penetapan tersebut telah memperhatikan mengenai biaya-
biaya pokok penyediaan BBM, tingkat kemampuan masyarakat, dan telah disesuaikan
pula dengan perkembangan harga BBM Internasional.®** Sehingga PT. Pertamina
pelaksanaan PSO berasal dari APBN.
Dalam pelaksanaaaRS0 n ¢ aMina,di damping oleh PT. AKR
0) bersama PT. AKR
Corporind@® ki oI ' ewepangannya untuk

(Persero) mendapatkan sumbeg

Corporindo da

melakga ; s 2 U kegiatan niaga
BB

perwakilan
Retd Viarketingi® [ani »- 3 50 oleh PT.
Pertami

pery . Pertamina Bihak PT" o (Persero)

na (PeiS€r6) tida Ay i gtérhada : anggaran

send secara profg ia@kam kemungkina

munngJi dalam pelz E
PT. Perté ﬁ" @A@% selalu berdasarkan pada

ketentuan dafa

gkinan yang

aha dalam anggaran
St tuan untuk mencari laba
a. eskipun dalam hal ini berdasarkan

arkan wawancara yang dilakukan terhadap

dasar ataupun da
guna melaksanakan setiap
pencarian dalam literatur dan berda

narasumber perwakilan Retail Fuel Marketing PT. Pertamina (Persero) pusat belum di

1 Kementrian Keuangan (2), Advertorial Nota Keuangan dan RAPBN 2017, buku elektronik

(electrobic book), (Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran Kementrian Keuangan, 2016), Hal. 21

302 Arti Adji dan Eny Sulistyaningrum, Op. Cit,. Hal. 9

%% Hasil Wawancara Penulis yang dilakukan terhadap narasumber perwakilan Retail Fuel

Marketing PT. Pertamina (Persero) pusat, Pada tanggal 29 Desember 2016.
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dapat Pasal dalam anggaran dasar dan/atau dalam akta pendirian PT. Pertamina
(Persero) yang menyebutkan serta menjelaskan mengenai tujuan PT. Pertamina
sebagai perusahaan yang mencari laba untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Akan
tetapi, pengaturan tersebut dapat pula di lihat dalam Undang-Undang BUMN pada
Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 12 yang menyebutkan tujuan pendirian BUMN
terlebih dalam bentuk Perserosalah satunya adalah untuk mengejar keuntungan.*
Dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) adalah BUMN dalam bentuk Persero yang
mengenai pelaksaannya juga mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-
Undang BUMN tersebut.

Adanya maie

oleh BPH Mi mempengaruhi secara

signifika : - erseio) selaku BUMN
Persepd j\ atkai sudut pandang
narasumb n PSOY PT. (Persero) memang

terdaf ifny nengaru apat berjalan

ejaksaan PSO yang diberikan

seca@f@beriringan mengingat marigsP T

pentTjukan tuga K Mmetaksanaka P SO selala DeTta

Uan dalam™ERdang “ B FMengataka helaksanaan
PSMerikan kepadaseiiad BUMN tlaja Setiap sektor d | pernyataan
yang oleh naraS N\ Pagai perwaki ri Kementrian
BUMN b M aruk  Slapmapal ui ukﬂk melaksanakan

kewajiban BS@ “‘-hrnu._ nuin tian BUI -w“ iap intuk ditunjuk tetapi
tetap terdapat perbedasn da ekanisme difakekanoleh setiap BUMN, misal
dalam PT. Pertami L:‘g ahahwa dalam pelaksanaan
kewajiban PSO masih terda o; & S€01 negatif atau permasalahan, seperti
Pemerintah seringkali mundur dari tempo pembayaran atas margin dan kompensasi

pelaksanaan PSO terhadap PT. Pertamina (Persero) karena Pemerintah masih harus

% Indonesia (2), Op. Cit,. Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 12

3% Hasil Wawancara Penulis yang dilakukan terhadap narasumber perwakilan Retail Fuel

Marketing PT. Pertamina (Persero) pusat, Pada tanggal 29 Desember 2016.

%% Hasil Wawancara Penulis yang dilakukan terhadap narasumber perwakilan dari Bagian

Biro Hukum Kementrian BUMN, Pada tanggal 24 Oktober 2016.
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melihat kondisi keuangan yang dimiliki Negara, dan terhadap dana untuk pelaksanaan
PSO oleh PT. Pertamina (Persero) seringkali mendapat koreksi dari BPK dalam
laporan tahunan selaku verivikator dibandingkan koreksi dari BPH Migas dalam
laporan bulanan, akan tetapi mengenai hal-hal tersebut oleh PT. Pertamina (Persero)
telah memperhitungkan sebelumnya dalam resiko-resiko perusahaan yang mungkin

akan terjadi.>”’

Berdasarkan penggalian dalam literatur, Dalam menjalankan kewajiban
pelaksanaan PSO untuk meyediakan dan melakukan kegiatan usaha niaga BBM bagi

masyarakat luas, PT. Pertaming g dihadapkan pada permasalahan yang

pelik dan komplg ) he al rangnya dana investasi
pembangunan BBM, sesual dengan
amanat 5t ‘ wab penyediaan
insfragtr S % i , akan tetapi

padakenya pal tersebt

J_ gKdirealls

asil peneglitian g dil@Kukan, sepe PT. PLN

(Pe sektq pagalistikany dafif dalag Qr Mig Pertamina

(Ps CAE keselgrasa dua"BUMN te dalam aksanakan

PS¢ grut dala Dal g te akyat, sefts
meng /atau mencariSke uit( H lgmelaksanakan ked sahanya telah

1Udang BUMN,
€

lan, Pengurusan,

intuk dapat

selaras pengaturan gatt) dalam Un

Peraturan "Peme “;‘rvo ABaiT ol :ﬁ‘*‘ P

Pengawasagiitamgenbun aha | NES dan, dalam peraturan-

peraturan lainnya™syamg terkai . : V" yang  ditunjuk  untuk
melaksanakan kewa|ta ungkiri memang masih ada
beberapa permasalahan pula ang PT. Pertamina (Persero) dalam
pelaksanaan PSO namun dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) sudah secara
professional memperhitungkan sebelumnya mengenai hal tersebut sehingga
pelaksanaan PSO oleh PT. Pertamina (Persero) dapat berjalan beriringan dengan

tujuan dari PT. Pertamina (Persero) untuk tetap mencari keuntungan bagi pelaksanaan

%7 Hasil Wawancara Penulis vang dilakukan terhadap narasumber perwakilan Retail Fuel

Marketing PT. Pertamina (Persero) pusat, Pada tanggal 29 Desember 2016.

308 Mudrajad Kuncoro, Op. Cit,. Hal. 42
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setiap kegiatannya. Sama halnya pada sub-bab analisis sebelumnya, untuk meringkas
mengenai permasalahan-permasalahan pelaksaan PSO dari sudut pandang PT.
Pertamina (Persero) dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.

Permasalahan-Permasalahan Pelaksaan Baru Public Service Obligation
(PSO) Dari Sudut Pandang PT. Pertamina (Persero)

Pelaksana Bentuk PSO Permasalahan

abayaran kompensasi

gin oleh Pemerintah

I mundur dari
an; dan

tahunan

dana

H an pada Padé : a 8ro) menjadi HUMN Persero
mengandﬂ;e fj,"- itams: A8 rchnghadapi intensif
yang berhédajssesagal "Persero  tujtia 3 ro) adalah profit
maximization sera atearbisnis layaknya perusahaan

pada umumnya daf aftkan fungsi PSO tujuan PT.

Pertamina (Persero) adalah keSeja sdsial.*® Dua fungsi ini dilakukan pada
pasar yang berbeda dan dengan harga yang berbeda. Dalam posisinya sebagai Persero,
PT. Pertamina (Persero) bukan merupakan kegiatan monopolis karena ia melayani
pasar dengan harga yang bersaing seperti yang ditawarkan oleh perusahaan-

perusahaan lain.*'° Sebaliknya, PT. Pertamina (Persero) sebagai pelaksana PSO, PT.

9 1pid. Hal. 30

1% 1pid.
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Pertamina (Persero) adalah monopolis karena ia melayani pasar rumah tangga dengan
harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang lebih rendah dari harga pasar.®**

Dengan status sebagai BUMN yang melayani kepentingan umum dalam
bidang migas, PT. Pertamina (Persero) harus mampu menyediakan migas dengan
harga terjangkau atau semurah mungkin, hal tersebut selaras dengan teori welfare
state yang digunakan sebagai pisau analisis bahwa, pelayanan publik merupakan
mandat bagi Negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Hal tersebut juga terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022-
PUU-1/2003 Tentang Pembatale
2002 Tentang Keted
“Misi

pdang Ketenagalistrikan No. 20 Tahun

disebutkan bahwa : 32

tersebut dimaksudkan
cabang produksi yang
adi  kepentingan

di Sk yang merata,
pan upungan antara

si yang pentrg*agi ra dan hajat

yang terkandu fsean negara

s yap@Fdianut oleh UUB kan dapat

an sebagai.cita h ; dee) dagi.LJUD 1

#San Mahkamiah 11us 8. 36 2012 Tentang

Pe adan Pe ' ang-und Ji 22 Tahun

200Msientang,Minyak dan G atbahwa : *'°
1945 adalah

2

an utama d 3 ayat (3)
p laan Suim S\ Saf-pesar kmuran rakyat

sehingga wf’ S : 2 ‘11"-], isasian  Negara dan

Pererintanany : A a-tujuai fersebut”.

Dari pernyaldan c at"dijabankan, balwa PT. Pertamina (Persero)

d {;“ 'i efl@andumg konsep penguasaan Negara,
meskipun bukan dalam hal Negara Iki secara penuh akan tetapi Negara harus

sebagai BUMN memang

memenuhi tiga hal yang menjadi kepentingan masyarakat terlebih dalam bidang

migas, yaitu ketersediaan yang cukup, distribusi merata, dan terjangkaunya harga

3 pid.

312 Mahkamah Konstitusi (1), Putusan No. 001-021-022-PUU-1/2003 Tentang Pembatalan
Undang-Undang Ketenagalistrikan No. 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan, Hal. 330

313 Mahkamah Konstitusi (2), Putusan No 36/ PUU-X/ 2012 Tentang Pembatalan Badan

Pelaksana dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,
Hal. 106
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bagi orang banyak. Jadi memang sudah tepat PT. Pertamina (Persero) diamanatkan
untuk melaksanakan PSO, terlebih saat ini berdasarkan pencarian data melalui
wawancara narasumber yang di dapat, PT. Pertamina (Persero) telah melakukan
management yang cukup baik pada kegiatan-kegiatan dalam PT. Pertamina (Persero)
baik kegiatan PSO maupun kegiatan non-PSO dapat berjalan secara beriringan atau

selaras.

CANZY)

- !
- —
~ >

L Zas >
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BAB IV

PENUTUP

A Simpulan

Berdasarkan penjabaran dan pgmbahasan yang telah dilakukan pada bab-bab

sebelumnya, maka terdapat he p yang dapat diambil dari penjabaran

dan pembahasan jg ( : '. .'
at ¢ ( sanaan kegiatan PSO
Mk aMa a

dalam sektor

'z t\!!" nas. -~ : id andang dari

ian BU penugas adap BUMN
mungkin dibegikanik€padaiPadan lain sepe v lalui lelang
hada ia P QLIt, ahya dalam

perjanjiai, ante erintamae ) ana PSO
terdapat BKlaus & kdrang lebihnya yatakan bahwa,
“apabil #iSla® A J 4R pu untuk melaksanakan kegiatan
PSO_ terSEht! Afas. —peaknjukan ke@ersebut dapat
ﬁ dA@% . Dan menurut sudut

fiigmtlarl D L LN\ (DEISEEGhf enugasan atas kegiatan
RSO agfdibe @ plaTpPemerinian- adalah dapat diberikan

kepada ba w aperti BUMS. Akan tetapi, bukan hanya
BUMS saja yang%é@pat berpeluang terhadap pelaksanaan PSO,

dengan diundangkannya Undang-Undang Ketenagalistrikan dan
dirubahnya kedudukan PT. PLN (Persero) yang semula sebagai
PKUK dirubah sebagai PIUPTL membuka pula peluang bagi
badan-badan usaha lain, seperti BUMS; BUMD; serta koperasi
untuk masuk di dalam bidang Ketenagalistrikan secara terintegrasi.
Serta menurut sudut pandang PT. Pertamina (Persero), adalah

mungkin untuk pemberian amanat untuk melaksanakan PSO
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terhadap BUMS dan/atau badan-badan usaha lain dengan tetap
memenuhi kualifikasi yang telah di persyaratkan dan ditunjuk oleh
BPH Migas selaku otoritas pelaksana dalam kegiatan hilir,
nantinya BPH Migas akan mengeluarkan izin usaha kepada BUMS
dan/atau badan-badan usaha lain tersebut untuk diberikan
kewenangan untuk melaksanakan PSO. Dalam dua tahun terakhir
ini, pada tahun 2015 dan 2016 PT. AKR Corporindo telah ditunjuk
untuk mendampingi PT. Pertamina (Persero) dalam melaksanakan

PSO terhadap BBMlisetta kembali ditunjuk untuk pelaksanaan PSO

pada_tah / | enunjukkan besarnya peluang
: 3 2 rut dalam pelaksanaan
{ {)
? . Persero) sebagai
BL g ?,d, k mengejar
<euntuigan sebagal PT. Perseromselenallyami elaras diatur
engenai "pERgatlrannyaperumusaniyes ciencanaannya
2 galam P4 , ndang:Lnda berikut
penjelasannyay dan dalam’ Peraturan Pemerintah NO. 45 Tahun
2005%Pg ' amnya. Kedte Hian tersebut
‘ mengat engenaippelaksanaan PSO, vaitu elaksanakan
H pelayana endapatkan IU"gan dari hasil
4 a&rupa kompensasi

8re) sebaga AMN"memang pada dasarnya

or ketengalistrikan

legara, meskipun bukan dalam
hal Negara ra penuh akan tetapi Negara harus
memenuhi tiga hal yang menjadi kepentingan masyarakat
terlebih dalam bidang ketenagalistrikan, yaitu ketersediaan yang
cukup, distribusi merata, dan terjangkaunya harga bagi orang
banyak. Jadi memang sudah tepat PT. PLN (Persero)
diamanatkan untuk melaksanakan PSO, akan tetapi dalam
kaitannya dengan tujuan mengejar keuntungan selaku Persero
memang pada PT. PLN (Persero) masih ada beberapa hambatan

seperti yang terlihat pada bab pembahasan sebelumnya. Oleh
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karena itulah kemudian dalam praktiknya saat ini, tugas untuk
melaksanakan PSO yang dibebankan ke PT. PLN (Persero) saat
ini masih berjalan dengan tidak maksimal atau dalam kata lain
penugasan PSO dan dengan tujuan untuk mencari keuntungan
masih belum berjalan dengan beriringan dengan selaras. Dalam
sektor migas pada PT. Pertamina (Persero) sebagai BUMN
memang pada dasarnya mengandung konsep penguasaan Negara,
meskipun bukan dalam hal Negara memiliki secara penuh akan

tetapi Negara ha aemenuhi tiga hal yang menjadi kepentingan

masyara g ] ang_migas, yaitu ketersediaan yang

¢ 3 ]8 inya harga bagi orang

V. ] 3 o) 2ertamina (Persero)

D d i anga lebih  saat ini

he DCTE a AL AWANE rasumber yang di
da D

. . Pertamii 'sero) telahemelaKlkai gement yang

ukup baik"gada ata Qlatan dala a (Persero)

periringan a

B. "l Sarag : K . d

Hterciptanya 3 ang lebih Iv"lagi terhadap
., 'aht n rakyat, terdapat

. E
pelaksanadf®kegig “"j‘” da
iT5 f—n h regulasi atau peraturan
baik ‘im'f Pel n Menteri ataupun Peraturan

beberapa s eRagats
Pemerintah, mengéhai standar baru yang digunakan untuk

rjalan secara

atan RSO mauptn kegi aen-PSO

perhitungan terhadap biaya pelaksanaan PSO, yang di dalamnya
juga terdapat biaya riil yang dikeluarkan, dikarenakan secara
praktik terdapat banyak biaya riil yang dikeluarkan oleh BUMN
diluar biaya yang telah disepakati sebelumnya dan dalam Peraturan
Menteri ataupun Peraturan Pemerintah tersebut kiranya memuat
pula mengenai pembatasan golongan-golongan masyarakat yang
wajib mendapatkan PSO;

Universitas Indonesia

Peluang public..., Magphirroh Suryakusumaningrum, FH Ul, 2017



112

2. Pemerintah kiranya perlu membuat pula sebuah regulasi atau
peraturan baik dalam bentuk Peraturan Menteri ataupun Peraturan
Pemerintah, mengenai kewajiban pembukuan antara kegiatan PSO
dan kegiatan non-PSO yang dilakukan oleh BUMN; dan

3. Pemerintah harus lebih meningkatkan kesadaran terhadap kepastian

pembayaran baik kompensasi maupun margin terhadap BUMN

pelaksana PSO;

CANZY)

- !
- —
~ >

L Zas >
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